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Andai nasionalisme, sejak awal,  tidak diletakkan dalam porsi besar oleh 
tokoh Islam, khususnya di masa pergerakan dulu, boleh jadi Indonesia tak 
merdeka saat itu, entah sampai kapan. Namun, faktanya adalah bahwa Islam ‒
bukan Islamisme‒ diletakkan sebagai salah satu pondasi utama nasionalisme. 
Oleh karena itu, Islam menjadi pegas bagi ribuan upaya jihad kemerdekaan. Islam 
juga ikut meneguhkan Pancasila sebagai ideologi nasional, kendati tak terintegrasi 
secara formal, namun ia inherent secara moral-paradigmatik. Sebab, sejak awal 
tokoh Muslim negeri ini memang menghendaki Indonesia sebagai dár al-salám 
(negeri damai), bukan dár al-Islám (negara Islam). Ijtima’ ulama nusantara yang 
termanifestasikan dalam konsep dár al-‘ahdi wa al-syahádah itu, kini ‒pasca-
reformasi‒ tampak harus berhadap-hadapan dengan infiltrasi ideologi Islam 
transnasional yang menyimpang dari semangat kebangsaan. Merebaknya 
organisasi-organisasi hizbiyyah, gerakan-gerakan Islam tasfiyyah dan tarbiyyah, 
serta maraknya narasi dakwah khilafah yang dikampanyekan di berbagai halaqah 
dan daurah  –serta sosial media– harus selalu diimbangi dengan syi’ar 
kebangsaan yang tegas. Menariknya, gerakan serta organisasi yang dimaksud 
banyak yang secara struktural diimami oleh warga negara keturunan Arab 
(Hadrami). Kendati tak representatif, tapi kehadiran mereka cukup meresahkan. 
Oleh karena itu, penting untuk membuka kembali lembar sejarah sebagai public-
awareness tentang kiprah serta kontribusi aktif Hadrami dalam memperjuangkan 
serta mengisi kemerdekaan. Berbanding terbalik dengan wajah radikal yang 
ditampilkan beberapa tokoh Hadrami pasca-reformasi, Hadrami dalam sejarah 
nasional merupakan rupa moderat yang terintegrasi secara unik dalam rasa 
keindonesiaan. 
Penelitian ini mengulik sejarah pergulatan identitas kebangsaan 
komunitas Hadrami di Indonesia. Dengan menggunakan metode penelitian 
sejarah, –yang meliputi; heuristik, analisis serta kritik sumber data, dan 
historiografi– penelitian menemukan bahwa, (1) Konstruksi identitas Hadrami di 
Indonesia disusun oleh elemen-elemen berikut; (a) Perkembangan dunia Islam 
internasional. (b) Negara (kolonial dan modern). (c) Komunitas Hadrami. (d) 
Masyarakat lokal. (2) Proses integrasi kebangsaan kaum Hadrami didorong oleh 
beberapa faktor, yaitu; (a) Konflik wullayti-muwallad. (b) Adanya agent of 
change. (c) Tekanan politik nasional. (5) Garis koordinasi organisasi yang tidak 
solid adalah penyebab utama munculnya dualisme salah satu organisasi Hadrami 
pasca-reformasi, al-Irsyad al-Islamiyyah. 
Kendati secara spesifik berbicara tentang komunitas Hadrami, target 
pembaca penelitian ini justru diharapkan mampu menyentuh khalayak yang lebih 
umum. Di tengah semakin menguatnya isu politik identitas dan tampilnya 
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beberapa tokoh Hadrami sebagai mobilisator aksi –unjuk rasa berjilid-jilid– yang 
cenderung mengarah pada upaya politisasi agama, masyarakat umum perlu 
dibekali pemahaman yang utuh dan tidak distortif tentang sejarah pergulatan 
identitas kebangsaan kaum Hadrami di Indonesia. Budaya taqbίl dan tafádhul 
yang tak diimbangi dengan pemahaman sejarah yang baik akan rentan terhadap 
eksploitasi politik praktis. 
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If the Muslim leaders had not emphasised the notion of nationality in the 
era of struggles, Indonesia might have not been able to declare its independence. 
However, Islam ‒not Islamism‒ was set to be the foundation of nationalism at that 
time. For that reason, Islam has become the drive for the jihad (struggles) to claim 
Indonesia’s independence. Islam also played its big roles in formulating Pancasila 
as the national ideology. Even though it was not integrated formally, Islam’s role 
in Pancasila is considered inherent in moral-paradigmatic manner. Because at that 
time, the Indonesian leaders wanted Indonesia to be dár al-salám (peaceful 
nation), not dár al-Islám (Islamic nation). Nowadays, after the Indonesian great 
political reform, Indonesian Islamic leaders’ Ijtima’ which is manifested in the 
concept of dár al-‘ahdi wa al-syahádah, has to face some islamic transnational 
ideological infiltrations which have deviating values of nationalism. The growing 
number of hizbiyyah organisations, Islamic tasfiyyah and tarbiyyah movements, 
and lectures with khilafah narratives in various halaqah and  daurah ‒and social 
media‒ should always be accompanied with firm nationalism syi’ar. Interestingly, 
those organisations and movements are pioneered and led by Arab descendants 
(Hadrami). Although in relatively small number, their presence has been 
troubling. Therefore, it is important to raise public awareness of the Hadrami’s 
contributions in the struggles for Indonesian independence as well as after the 
independence by reviewing the historical data. It is true that some of the Hadrami 
leaders exhibit some radical ideas after the Indonesia’s political reform, however, 
the Hadrami during Indonesia’s struggles for independence showcased relatively 
moderate political views and actions which were uniquely integrated in local 
sense.  
This research reviews the history of identity struggles of the Hadrami in 
Indonesia. It uses historical methodology including heuristic, data critic and 
analysis, as well as historiographic technique to discuss the research question. The 
findings of this research reveal several ideas. (1) The identities of the Hadrami in 
Indonesia are constructed by some elements such as the development of Islam in 
international context, the nation’s condition during colonial as well as modern era, 
the Hadrami communities, and the local communities. (2) The nationality 
integration of the Hadrami into Indonesian is influenced by several factors such as 
the wullayti-muwallad conflict, the emerging sense of agent of change, and the 
national political pressures. (3) An unsound organisational coordinating line is 
suspected to be the primary problem that caused the emergence of the dualism in 
organisational ideology of al-Irsyad al-Islamiyyah.  
Even though the main discussion is on the Hadrami, the findings of this 
research are expected to give impact to public. Indonesia is in the middle of 
political turmoil where identity politics becomes the main highlight. In that sense, 
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many Hadrami leaders appear to mobilise public with religious politic. Therefore, 
there is a pressing need to provide public with undistorted information about the 
identity struggles the Hadrami in Indonesia have been through. The rapidly 
developing culture of taqbίl and tafádhul should always be accompanied with 
historical understanding to prevent individuals from being exploited by practical 
politics.  
 












































A. Latar Belakang Masalah 
“Indonesia is the homeland, Hadramaut is the land of the ancestors.” 
Ungkapan di atas, dikutip dari Pewarta Arab (3 Oktober 1934) --salah 
satu majalah terbitan masyarakat Arab di Indonesia-- menandai le;ahiran 
kesadaran baru di kalangan masyarakat Arab-Hadrami di Indonesia. Suatu 
kesadaran tentang pengakuan mereka terhadap Indonesia sebagai tanah air. 
Ungkapan ini juga menandai babak baru masyarakat Arab-Hadrami untuk 
merumuskan diri mereka secara lebih tegas sebagai bagian tak terpisahkan dari 
masyarakat Indonesia. Dengan demikian, mereka tidak lagi memiliki hubungan 
apa pun dengan Hadramaut, negeri di mana nenek moyang mereka dulu 
dilahirkan. Negeri mereka sendiri sekarang adalah Indonesia. 
Jalan menuju lahirnya kesadaran baru ini tentu memerlukan proses yang 
panjang dan berliku. Meski sudah lama tinggal di Indonesia, kesadaran bahwa 
mereka merupakan bagian dari masyarakat Indonesia muncul lebih belakangan. 
Hal ini antara lain disebabkan oleh kultur Hadrami sebagai masyarakat tradisional 
Arab, yang meletakkan kecintaan terhadap tanah air (wathaniyyah) dan suku 
asalnya sedemikian kuat. Lebih dari itu, mereka bahkan menganggap kecintaan ini 
sebagai bagian dari agama.  
Di samping itu, sebagai kaum perantau, masyarakat Hadrami sangat 
menekankan perbedaan konsep rantau dan kampung halaman. Rantau adalah 
tempat di mana mereka hidup dan mencari rejeki, sedangkan kampung halaman 





sehingga di mana pun mereka merantau, ingatan mereka terhadap kampung 
halaman tidak pernah sirna.  
Perlu ditambahkan pula, hubungan antara masyarakat pribumi dan 
Hadrami tidak selalu mesra, terkadang begitu sarat dengan prejudice dan 
stereotype. Pada saat tertentu hubungan tersebut bahkan mencapai titik nadir, di 
mana nasionalisme harus dijauhkan dari segala hal berbau Arab. Inilah yang 
menyebabkan mengapa nasionalisme di kalangan kaum Hadrami tumbuh agak 
terlambat, tepatnya di kalangan generasi muwallad (Arab peranakan), yang aktif 
dalam proses pembentukan identitas baru. Hanya ada dua pilihan bagi mereka: 
menjadi seorang Indonesia atau tetap Hadrami. Pada 4 Oktober 1934, sejumlah 
muwallad mengumumkan berdirinya Persatoean Arab Indonesia (PAI) di 
Semarang, sebuah organisasi yang menyokong secara penuh cita-cita 
nasionalisme Indonesia. 
Proses perumusan identitas kebangsaan kaum Arab-Hadrami di 
Indonesia berlangsung dalam rentang waktu antara tahun 1900 sampai, kira-kira 
beberapa tahun sebelum kemerdekaan Idonesia diproklamirkan. Pada periode 
tersebut masyarakat Indonesia memang tengah dihadapkan pada berbagai 
perubahan sosial politik secara mendasar, sehingga perumusan identitas menjadi 
satu isu paling terkemuka. Bagi masyarakat Arab, sebagaimana kaum minoritas 
lain seperti masyarakat Cina, proses perumusan identitas bahkan berlangsung 
sedemikian intensif. Mereka dihadapkan, tidak hanya pada arus modernisasi yang 
diperkenalkan pemerintah kolonial Hindia-Belanda, tetapi juga gelombang 





etnis yang anti-Arab. Oleh karena itu, perdebatan dan pertentangan mewarnai 
secara dominan proses perumusan identitas masyarakat Arab-Hadrami di 
Indonesia. 
Upaya untuk merumuskan identitas ke-Hadrami-an di kalangan 
masyarakat Hadrami di Nusantara tercermin dalam pengembangan konsep 
wathaniyyah. Konsep tersebut sebenarnya merupakan langkah difensif, karena ia 
bersifat inward looking. Hal ini sangat berkaitan erat dengan dinamika pergerakan 
nasionalisme Indonesia yang dalam beberapa hal semakin menempatkan posisi 
kaum Hadrami ke dalam posisi "terdesak".  
Posisi Hadrami dalam beberapa organisasi pergerakan semakin terdesak 
setelah para tokoh nasionalis menyimpulkan bahwa nasionalisme Indonesia harus 
dijauhkan dari berbagai hal yang berbau Arab. Keputusan ini mungkin terdengar 
apriori, namun berbagai preseden buruk mengakibatkan kaum Hadrami dianggap 
sebagai kalangan oportunis. 
Dalam keadaan seperti inilah konsep wathaniyyah dilahirkan. 
Fenomena seperti ini sebenarnya tidak terlalu mengherankan pada kalangan 
masyarakat minoritas di mana pun juga. Di tengah-tengah masyarakat pribumi 
Indonesia yang menjadi mayoritas, rasa keterancaman ini menjadi sesuatu yang 
sangat wajar. Hal yang sama juga terjadi pada masyarakat Cina yang 
mengembangkan konsep China-ness. Bila orang Cina untuk Cina, maka orang 
Hadrami untuk Hadramaut, dan seterusnya. Ironisnya, konsep wathaniyyah 
masyarakat Hadrami ini dikembangkan atas prinsip penolakan bahwa ketika 





seorang Indonesia. Orang Cina tampaknya dapat menghindari perdebatan 
demikian. Menjadi seorang Cina tidak berarti tidak bisa menjadi seorang 
Indonesia. Paling tidak dalam proses perumusan identitas mereka, Cina tidak 
menghadapi dilema seperti itu. Karena itu, Cina mendahului kalangan Hadrami 
dalam perumusan identitas kebangsaan atau ke-Indonesia-annya. 
Fenomena berdirinya Jam’iyyah al-Irsyad al-Islamiyyah –dan Jami’at 
Khair–, dua organisasi pendidikan yang didirikan oleh masyarakat Hadrami, harus 
dilihat dalam konteks di atas. Organisasi ini didirikan sebagai media persemaian 
ide-ide wathaniyyah tersebut; yaitu Hadrami untuk Hadramaut. Meskipun 
organisasi ini dianggap modern –yakni menggunakan sisrem pendidikan modern 
seperri yang dikenal di kalangan Muhammadiyah– konsep wathaniyyah yang 
mereka kembangkan sangat konservatif. Jargon "Hadrami untuk Hadramaut" 
bersifat sangat baku dan tak boleh diutak-atik. 
Dalam Imagined Community, Ben Anderson menerangkan bahwa 
politik sentralisasi dan kompartementalisasi pendidikan Belanda –penyekatan 
golongan pribumi, Timur Jauh, dan Eropa– telah mempercepat kesadaran 
kalangan pribumi yang berada dalam satu koridor bahwa mereka sebenarnya satu 
dan sama.1 Dari sini kemudian benih-benih nasionalisme mulai tumbuh. Namun 
perasaan demikian tidak tumbuh di kalangan masyarakat Arab-Hadrami. 
Alasannya adalah karena sistem pendidikan kaum Hadrami tidak terintegrasikan 
ke dalam sistem pendidikan kolonial. Mereka memiliki sekolah, guru, kurikulum, 
                                                             
1Benedict Anderson, Imagined Communities: Reflection on tbe Origin and Spread of 
Nationalism, (London and New York: Verso, 1991). Dikutip oleh Jajang Jahroni, “Menjadi 
Pribumi di Negeri Orang: Pergumulan Identitas Masyarakat di Indonesia”, Studia Islamika, Vol. 7, 





metode, dan bahasa yang berbeda, sehingga Hadrami betul-betul menjadi another 
world, terpisah dari lingkungan luar. Sistem pendidikan yang benar-benar terpisah 
ini tidak hanya menghambat tumbuhnya kesadaran nasionalisme, tapi juga 
melahirkan orientasi pendidikan yang berbeda pada jenjang selanjutnya yang 
akhirnya mempengaruhi pilihan karir dalam kehidupan mereka. Pendidikan 
kolonial Belanda bermuara pada satu titik, kota Batavia, di mana para siswa 
melanjutkan pendidikan tinggi mereka, dan setelah itu mengembangkan karir. 
Sebaliknya pendidikan Hadrami bermuara pada Kairo dan kota-kota lainnya di 
Timur Tengah. Setelah menyelesaikan pendidikan di Tanah Air, banyak kalangan 
Hadrami yang melanjutkan ke Kairo dan setelah itu memilih untuk tinggal di sana 
secara permanen. 
Penting untuk dicatat pula bahwa awal abad 20 merupakan periode 
yang sering dikenal dengan zaman pergerakan nasional. Pada masa ini, muncul 
berbagai organisasi perjuangan, baik bersifat sosial maupun politik yang dapat 
dikategorikan modern. Sebut saja, misalnya, Boedi Utomo, SI (Sarekat Islam), 
Muhammadiyyah, Indische Partij,2 Jamiat Khair,3 al-Irsyad, serta NU (Nahdhatul 
                                                             
2Indesche Partij merupakan organisasi pertama yang secara tegas menyatakan 
berpolitik. Dengan  demikian, Indesche Partij adalah partai politik pertama di Indonesia. Didirikan 
oleh  Douwes Dekker tepat pada Hari Natal tahun 1912, di Bandung.  Di Surabaya, Indesche Partij 
mendapat sokongan dari Dokter Tjipto Mangoen Koesoemo. Di Bandung, Indesche Partij 
didukung oleh R.M. Soewardi Soerjaningrat. Ketiga tokoh ini merupakan "tiga serangkai" yang 
sangat ditakuti oleh Belanda. 
3Jami’at Khair atau al-Jam’iyyah al-Khairiyyah didirikan di Jakarta pada tanggal 17 Juli 
1905. Tokoh utamanya, antara lain, Sayyid Muhammad al-Fakhir bin Abdurrahman al-Mansyur, 
Sayyid Muhammad bin Abdullah bin Syihab, Sayyid Idrus bin Ahmad bin Syihab dan Sayyid 
Syeban bin Syihab. Keanggotaan organisasi ini terbuka bagi setiap muslim, namun, mayoritas 
anggota dari Jamiat Khair adalah orang Arab dan dari kalangan yang berada. Jami’at Khair 
merupakan organisasi massa Islam tertua di Indonesia. Lihat: Musthafa Kamal Pasha, et.al., 
Muhammadiyah Sebagai Gerakan Islam dalam Perspektif Historis dan Ideologis, (Yogyakarta: 





Ulama).4 Deliar  Noer  menyebut  masa  ini  sebagai  masa  “gerakan  modern 
Islam”,  yang  ditandai  dengan  munculnya  SI,  organisasi  masyarakat  Arab 
(Jamiat  Khair  dan  al-Irsyad),  Muhammadiyyah,  dan  Persis  (Persatuan Islam).5  
Dari sini, tampak bahwa kemunculan al-Irsyad adalah bagian dari 
gerakan Islam modern. Sementara itu, Natalie menyebut kemunculan al-Irsyad 
sebagai bagian dari sejarah kebangkitan kaum Arab-Hadrami (al-Nahdhah al-
Hadhramiyyah) di Indonesia. Nahdhah dapat berarti kemajuan, pintu masuk 
menuju dunia modern melalui adopsi atas ide-ide dan institusi. Nahdhah dapat 
pula berarti “kebangkitan” orang-orang Hadrami dalam sebuah perasaan identitas 
baru yang mungkin paling tepat dideskripsikan sebagai territorial patriotism.6  
Gerakan al-Irsyad, dalam konteks ini, berusaha menunjukkan bahwa mereka dapat 
terlihat modern tanpa menghilangkan identitas Hadrami-nya.7   
Namun, secara historis, sebenarnya ada peristiwa yang 
melatarbelakangi  berdirimya  al-Irsyad.  Secara  pasti,  dengan  adanya  beberapa 
peristiwa   yang   mengawali,  seperti   kekakuan  pendapat  pada  kalangan sayyid   
yang   ditanggapi   dengan   fatwa    oleh    Ahmad   Syurkati  tentang konsep al-
musáwá (persamaan derajat),8 menyebabkan perpecahan dalam Jamiat Khair.9 
                                                             
4Lebih lengkap tentang pembahasan ini, baca: Suhartono, Sejarah Pergerakan Nasional 
dari Budi Utomo sampai Proklamasi, 1908-1945, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2001). Baca pula: 
Sartono Kartodirjo, Pengantar Sejarah Indonesia Baru: Sejarah Pergerakan Nasional dari 
Kolonialisme sampai Nasionalisme, Jilid 2, (Jakarta: Gramedia, 1999). 
5Baca: Deliar Noer, Gerakan Moderen Islam di Indonesia, 1900-1942, (Jakarta: LP3ES, 
1990). 
6Natalie Mobini-Kesheh, The Hadrami Awakening: Community and Identity in the 
Netherlands East Indies, 1900-1942, (Ithaca, New Tork: Southeast Asia Program Publication, 
1999), h. 34. 
7Natalie Mobini-Kesheh, The Hadrami Awakening…, h. 91-92. 
8Ahmad Syurkati bernama lengkap Syaikh Ahmad al-Syurkati al-Anshari al-Sudani 
dilahirkan di pulau Arqu, Dongola, Sudan pada tahun 1875 M. Ayah dan kakeknya merupakan 





Ahmad Syurkati yang ditempatkan dalam posisi sebagai tokoh intelektual, 
memimpin kelompok reformis meninggalkan Jamiat Khair. Pada tahun 1913, 
bersama dengan beberapa tokoh Arab non-sayyid, Ahmad Syurkati, pada tanggal 
6 September 1904,10 mendirikan organisasi baru, Jam’iyyah al-Ishláh wa al-
Irsyád al ‘Arabiyyah (Asosiasi Arab untuk Perbaikan dan Pembimbingan). 
Organisasi ini dengan cepat berkembang dan mendapat pengakuan pemerintah 
Belanda pada tanggal 11 Agustus 1915. Sementara itu, dengan dipengaruhi 
ketegangan yang muncul di tengah masyarakat Arab Indonesia kala itu, organisasi 
Jamiat Khair, justru tak berjalan baik.11 
Sebagaimana telah disinggung, lebih dari sekedar adanya konflik antara 
kalangan sayyid dan non-sayyid, inti kemunculan al-Irsyad adalah dalam rangka 
menyuarakan pembaharuan Islam dan sebagai gerakan modern Islam yang 
mengkritisi tradisi-tradisi lama dalam praktik beragama, sebagaimana yang 
digagas Ahmad Syurkati.12 Sementara itu, konsep pembaharuan Ahmad Syurkati 
                                                                                                                                                                      
kemudian melanjutkan pendidikan di Mekkah selama 15 tahun dan menjadi pengajar di Mekkah 
selama 3 tahun. Kedatangannya ke Indonesia pada tahun 1911 adalah atas undangan Jami’at Khair. 
Kehadiran Syurkati di Jami’at Khair pada awalnya disambut dengan baik dan membawa kemajuan 
bagi sekolah-sekolah Jami’at Khair. Namun, hal tersebut tak berlangsung lama. Karena perbedaan 
pandangan tentang konsep kafa’ah (hukum pernikahan antara wanita syarifah dan non-syarifah) 
dengan pengurus Jami’at Khair, Syurkati akhirnya memilih keluar dari Jami’at Khair dan 
mendirikan al-Irsyad. Lihat: Hussein Badjerei, Al-Irsyad Mengisi Sejarah Bangsa (Jakarta: Presto 
Prima Utama, 1996), h. 27. Lihat juga: Bisri Affandi, Syaikh Ahmad Surkati (1874-1943): 
Pembaharu dan Pemurni Islam di Indonesia, (Jakarta: Pustaka Al-Kausar, 1999). 
9Deliar Noer, Gerakan Moderen Islam …, h. 73. 
10Tanggal 6 September 1014 ditetapkan sebagai tanggal resmi berdirinya al-Irsyad al-
Islamiyyah, kendati baru mendapat pengakuan secara resmi dari pemerintah Hindia-Belanda 
setahun kemudian. 11 Agustus 1015. Akses: http://alirsyad.net/tentang-al-irsyad/ 
11Bisri Affandi, Syaikh Ahmad Surkati (1874-1943): Pembaharu dan Pemurni Islam di 
Indonesia, (Jakarta: Pustaka Al-Kausar, 1999), h. 208. 
12Ahmad as-Surkati al-Anshori, Tiga Persoalan: Ijtihad dan Taqlid, Sunnah dan 





banyak terpengaruh para pemikir seperti Muhammad Abduh,13 Rasyid Ridha, 
Ibnu Taimiyyah, dan Ibnu Qayyim. Dikatakan, Ahmad Syurkati begitu 
menghayati karya-karya para ulama tersebut.14 
Terkait dengan gerakan pembaharuan inilah, maka kebangkitan yang 
sedang dialami kaum Hadrami pada dasarnya membawa pandangan baru tentang 
pendidikan. Pendidikan adalah inti dari kebangkitan atau kemajuan sebagai pintu 
masuk menuju dunia modern. Model baru pendidikan ini mula-mula 
dipromosikan oleh Jamiat Khair, tetapi al-Irsyad-lah yang kemudian menjadi 
contoh terkemukanya. Filosofi pendidikan al-Irsyad berasal dari suatu pernyataan 
bahwa “selama ini Islam telah menjadi ‘rusak’”. Menurut mereka, Islam sebagai 
sebuah agama, telah menjadi suatu kumpulan tahayul, kekacauan dan sebuah 
permainan, sehingga dunia Islam berada dalam kemunduran. Ketika agama 
komunitas itu rusak, maka segalanya akan menjadi rusak karenanya. Untuk itu, 
menurut kalangan al-Irsyad satu-satunya solusi bagi dunia Islam adalah kembali 
pada Islam yang benar, yaitu kembali pada Alquran dan hadits.15   
                                                             
13Muhammad Abduh adalah seorang pemikir, teolog, dan pembaharu dalam Islam di 
Mesir yang hidup pada akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20. Kapan dan di mana Muhammad 
Abduh lahir tidak diketahui secara pasti, karena ibu bapaknya adalah orang desa biasa yang tidak 
mementingkan tanggal dan tempat lahir anak-anaknya. Tahun 1849 M / 1265 H adalah tahun yang 
umum dipakai sebagai tanggal lahirnya. Bersama muridnya Rasyid Ridho, Abduh menerbitkan 
majalah al-Manar. Muhammad Abduh seorang Pemikir Pembaru Islam yang sangat berpengaruh 
di dalam sejarah pemikiran Islam. Pemikirannya membawa dampak yang signifikan dalam 
berbagai tatanan kehidupan pemikiran masyarakat meliputi aspek penafsiran quran, pendidikan, 
sosial kemasyarakatan, politik, peradaban dan sebagainya. Pemikiran Abduh begitu mendalam 
pengaruhnya bagi kehidupan umat Islam, baik di negeri kelahirannya Mesir, maupun dunia Arab 
lainnya, bahkan sampai ke dunia Islam luar Arab seperti Indonesia. Tentang Abduh dan 
pemikirannya, lihat, misalnya, Harun Nasution, Muhammad Abduh dan Teologi Rasional 
Mu’tazila (Cet. I, Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1989). Baca juga, Musthafa Kamal Pasha, 
et.al., Muhammadiyah Sebagai Gerakan Islam Dalam Perspektif Historis dan Ideologis, 
(Yogyakarta: LPPI, 2000), h. 32. 
14Bisri Affandi, Syaikh Ahmad Surkati…., h. 211-213. 





Namun, yang penting dicatat adalah bahwa prinsip pendidikan al-Irsyad 
dibuat menjadi sistem sekolah yang terpisah sebagai daya dorong untuk 
menyebarkan rasa ke-Hadrami-an di antara anak-anak sekolah al-Irsyad. Sekolah 
itu dengan bebas memelihara dan mempromosikan suatu identitas. Sekolah al-
Irsyad dalam kenyataan membuat sistem yang bersifat paralel namun tidak 
bersinggungan dengan sistem pemerintah kolonial. Dalam hal ini, para siswa tidak 
bisa saling berpindah antara suatu sekolah al-Irsyad dengan suatu sekolah 
pemerintah. Dengan demikian, ketika sistem pemerintah telah menanamkan 
perasaan kesatuan nasional bagi orang Indonesia, maka sekolah al-Irsyad 
menanamkan suatu perasaan “keterpisahan”.16 Hal terpenting yang ditanamkan 
sebagai nilai-nilai modern oleh sekolah al-Irsyad pada siswa-siswanya adalah 
semangat patriotisme. Walaupun kurikulum sekolah pada dasarnya tidak 
menyebutkan secara spesifik pengajaran mata pelajaran wathaniyyah, tetapi para 
peserta didik diajarkan untuk mencintai tanah airnya (Hadramaut). Mereka 
berpandangan  bahwa  mencintai  tanah  air  merupakan  karakteristik  esensial 
dari  manusia  modern.17 Dalam  perkembagan  selanjutnya,  tampaknya   tidak  
semua  misi  sekolah  al-Irsyad  dapat  tercapai  dan  diserap  oleh  murid-
muridnya.  Kenyataannya,  pada tanggal 4 Oktober 1934 sekelompok  muwallad18 
yang berjumlah 40 orang mengadakan pertemuan di wilayah pantai utara Jawa 
                                                             
16Natalie Mobini-Kesheh, The Hadrami Awakening…, h. 74. 
17Natalie Mobini-Kesheh, The Hadrami Awakening…, h. 87. 
18Muwallad adalah istilah yang dipakai untuk menyebut orang-orang Arab keturunan 
yang lahir di Indonesia dari ibu asli nusantara. Istilah lain yang juga penting diketahui adalah 
wullayati. Wullayati adalah istilah untuk Arab totok yang lahir di Hadramaut. Umumnya mereka 





tengah, Semarang.19 Setelah tiga hari melakukan perdebatan yang sengit, mereka 
memutuskan untuk membentuk organisasi baru, PAI (Persatuan Arab Indonesia). 
PAI bertujuan untuk menyatukan para muwallad dengan keanggotaan yang 
terbuka untuk setiap orang Arab yang lahir di Indonesia. Pertemuan Semarang itu 
terdiri dari anggota aktif Al-Irsyad dan anggota aktif organisasi pro-sayyid, al-
Rábithah al-‘Alawiyyah. Ke-40 partisipan menyetujui dengan bulat bahwa dasar 
organisasi ini adalah pengakuan bahwa Indonesia merupakan tanah air mereka, 
bukan Hadramaut.20 Kasus ini menunjukkan bahwa suatu kewajaran apabila kaum 
Hadrami sebagai masyarakat yang terdiaspora mengalami ambivalen. Jadi, 
minimal ada dua permasalahan kebudayaan yang dihadapi kaum Hadrami, yaitu 
budaya asal negara mereka dan budaya lokal sebagai tempat tinggal mereka.21 
Terang, kemunculan PAI kemudian mendapatkan serangan dari al-
Irysad yang disuarakan dalam majalah utamanya, Al-Mursyid. Kelompok Irsyadi 
menganggap bahwa pembentukan PAI telah memecah belah al-Irsyad dan 
menghilangkan para pendukung muda yang energik. Pada intinya ada dua hal 
yang dituduhkan kepada PAI, yaitu pertama, organisasi ini telah memilah 
masyarakat Hadrami ke dalam dua kelompok, peranakan dan totok, sehingga 
menimbulkan konflik yang tidak ada gunanya. Kedua, PAI mengakui Indonesia 
sebagai tanah airnya dan para pemimpinnya menolak identitasnya sebagai warga 
                                                             
19Pertemuan ini diprakarsai oleh Abdul Rahman Baswedan dan berhasil menyatukan 
suara para muwallad  dan mendeklarasikan Sumpah Pemuda Keturunan Arab Indonesia. Salah satu 
butir kesepakatan dalam pertemuan ini adalah pernyataan dengan tegas bahwa tanah air mereka 
adalah Indonesia. Bukan Hadramaut. Lihat: Natalie Mobini-Kesheh, The Hadrami Awakening…, 
h. 128. Akses juga: http://historia.id/modern/sumpah-pemuda-indonesia-keturunan-arab 
20Natalie Mobini-Kesheh, The Hadrami Awakening…, h. 128. 
21Frode F. Jacobsen, Hadrami Arabs in Present-day Indonesia: An Indonesia-oriented 





Arab. Jadi, penolakan PAI tidak hanya terhadap kebangsaan Hadraaut, tetapi juga 
terhadap ‘urúbah (kebangsaan Arab) itu sendiri, sehingga mengejutkan sebagian 
besar masyarakat Hadrami.22 
Pasca terbentuknya PAI, tampaknya ada perubahan orientasi gerakan 
dalam tubuh al-Irsyad, yang tidak hanya berkecimpung dalam hal pendidikan. 
Terbukti, ketika MIAI (Majelis Islam A’la Indonesia) muncul pada tahun 1938, 
al-Irsyad ikut bergabung di dalamnya. Selanjutnya, pada kongres ke-2 MIAI 
tanggal 2-7 Mei 1939 di Solo, al-Irsyad mengrim Ahmad Bahasyuan sebagai 
wakil resmi Hoofdbestuur (Pengurus Tertinggi) mendampingi Umar Hubeish23 
yang sudah duduk lebih dulu di dewan MIAI.24 
Selanjutnya, memasuki masa pendudukan Jepang, MIAI sebagai produk 
masa Belanda dilumpuhkan. Untuk itu, pada tanggal 4 September 1942 diadakan 
Konfrensi Besar MIAI yang dihadiri oleh pemimpin-pemimpin Islam untuk 
membentuk MIAI “gaya baru”. Al-Irsyad, dalam kurun waktu ini, praktis 
menghentikan seluruh kegiatannya. Cabang-cabang al-Irsyad banyak yang tutup 
(bahkan kemudian sebagian cabang tutup untuk selamanya). Baru pada masa 
pasca kemerdekaan, al-Irsyad mulai menampakkan aktivitasnya kembali. Pada 
tanggal 10 Oktober 1948, al-Irsyad mulai mencoba merehabilitasi tubuhnya, 
                                                             
22Natalie Mobini-Kesheh, The Hadrami Awakening…, h. 142-143. 
23Umar Hubeish merupakan salah satu tokoh yang sangat dikagumi di lingkungan al-
Irsyad. Pernah menjabat sebagai direktur Madrasah al-Irsyad Surabaya. Di waktu yang bersamaan 
ia juga aktif di Masyumi (Majelis Syura Muslimin Indonesia). Umar Hubeis bahkan pernah 
menjadi anggota DPR mewakili Masyumi. Ia juga menjadi guru besar di Universitas Airlangga, 
Surabaya. Semasa hidupnya beliau menulis beberapa buku, terutama fikih. Yang terkenal adalah 
Kitab Fatáwá. 
24Hussein Badjerei, Al-Irsyad Mengisi Sejarah Bangsa (Jakarta: Presto Prima Utama, 





mengangkat Ali Hubeish sebagai Ketua Umum PB Al-Irsyad,25 dan aktif kembali 
dalam dunia politik. Hal tersebut terbukti, pada Kongres Muslimin tanggal 20-25 
Desember 1949 yang dihadiri 129 organisasi Islam, baik lokal, regional, maupun 
nasional. Yang menarik untuk dicermati, dalam kesempatan tersebut Adnan 
Nurdiny sebagai wakil Pemuda al-Irsyad, menyatakan bahwa pemuda al-Irsyad 
bukanlah pemuda Arab. Adnan mengatakan bahwa “kami datang untuk mencari 
persatuan”. Berawal dari kongres tersebut, sejak tahun 1951 al-Irsyad resmi 
menjadi anggota istimewa partai politik Islam, Masyumi (Majelis Syuro Muslimin 
Indonesia). Demikian pula, para anggota Pemuda al-Irsyad akhirnya aktif dalam 
GPII (Gabungan Pemuda Islam Indonesia), sedangkan dana organisasi selebihnya 
banyak mengalir ke Masyumi. Hanya saja menurut Hussein Badjerei, 
perkembangan baru pasca kemerdekaan ini, dengan sasaran wihdatul ummah 
(Persatuan Ummat), diakui menghambat upaya dan sasaran rehabilitasi internal al-
Irsyad.26 
Memasuki masa awal Orde Baru, pada tanggal 15 Maret 1967 
dikeluarkan pernyataan bersama yang ditandatangani oleh DPP (Dewan Pimpinan 
Pusat) al-Irsyad dengan ke-empat badan otonomnya (Pemuda al-Irsyad, Gerakan 
Pelajar al-Irsyad, Wanita al-Irsyad, dan Putri al-Irsyad) mengenai dukungan 
jajaran al-Irsyad kepada Keputusan Sidang Istimewa MPRS (Majelis 
Permusyawaratan Rakyat Sementara) dan mengakui Soeharto sebagai Presiden 
Republik Indonesia.27 Selanjutnya, sejak lahirnya Orde Baru, al-Irsyad bersama 
arus besar kaum nasionalis-Islam lainnya, berupaya keras menuntut rehabilitasi 
                                                             
25Hussein Badjerei, Al-Irsyad Mengisi…, h. 155-157. 
26Hussein Badjerei, Al-Irsyad Mengisi…, h. 158-160.   





Masyumi, yang pada akhirnya melahirkan SK Presiden RI No. 70 Tahun 1968 
tertanggal 20 Februari 1968 tentang pengesahan berdirinya Parmusi (Partai 
Muslimin Indonesia), sebagai ganti Masyumi. Namun, karena komposisi 
kepengurusan partai yang dipaksakan secara ekstrim harus sesuai SK Presiden 
oleh Muhammadiyah, yaitu Ketua dan Sekretaris wajib dipegang oleh 
Muhammadiyah, menjadikan orang-orang al-Irsyad tidak berkenan. Oleh karena 
itu, sejak tahun 1970 ketika Muktamar al-Irsyad yang ke-30 di Bondowoso, Jawa 
Timur, al-Irsyad memutuskan tak lagi terlibat dalam politik praktis.28  
Sementara itu, sejak paruh kedua tahun 1990-an, aktifitas 
keorganisasian dalam tubuh al-Irsyad mulai mengendur akibat konflik yang 
mencuat kembali dalam internal organisasi. Al-Irsyad tidak berkembang 
sebagaimana ormas Islam lainnya, seperti Muhammadiyyah dan Nahdhatul 
Ulama. Pada masa ini, kuantitas lembaga pendidikan formal dan kesehatan al-
Irsyad di semua jenjang pendidikan mulai menurun. Tercatat, pada kurun waktu 
ini, amal usaha organisasi berupa sekolah, dari tingkat pendidikan anak (Taman 
Kanak-Kanak) hingga sekolah menengah di seluruh cabang tidak lebih dari 450 
unit, sedangkan lembaga kesehatan berupa Rumah Sakit, tidak lebih dari 8 unit.29 
Benih-benih konflik yang pada akhirnya mengacaukan aktifitas organisasi 
dalam tubuh al-Irsyad, pada dasarnya, sudah mulai muncul sejak tahun 1985, 
ketika pemerintah Orde Baru menetapkan Undang-Undang Keormasan yang 
                                                             
28Hussein Badjerei, Al-Irsyad Mengisi…, h. 210-214.   
29“Seabad Al-Irsyad di Simpang Jalan” http://www.kompasiana.com/advokat-






menetapkan pancasila sebagai asas tunggal.30 Hal serupa juga melanda beberapa 
organisasi lain, seperti HMI (Himpunan Mahasiswa Indonesia). Hanya saja, 
eskalasi konflik dalam tubuh al-Irsyad berjalan lebih lambat, sedangkan HMI 
segera pecah menjadi dua (HMI-MPO dan HMI Diponegoro). Sementara dalam 
tubuh NU dan Muhamadiyyah, para tokoh sentral di kedua organisasi, dapat 
segera mengambil sikap yang tepat tanpa menimbulkan goncangan yang berarti, 
sementara di tubuh al-Irsyad, kebijakan ini berhasil menanamkan benih konflik 
dalam internal organisasi. Puncaknya, pada tahun 2007, al_irsyad pecah menjadi 
dua organisasi kembar tapi tak serupa,31 al-irsyad al-Islamiyah --atau bernama 
lengkap Jam’iyyah al-Irsyád al-Islámiyyah--, sebagai organisasi resmi yang 
memiliki latar sejarah perjuangan yang sangat panjang, dan Perhimpunan al-
Irsyad, organisasi baru yang lahir dari rahim konflik ideologi dalam internal 
organisasi. Dari segi ideologi, kedua organisasi tampak berdiri di dua sudut ring 
yang berbeda. Perhimpunan al-Irsyad didominasi oleh orang-orang yang 
cenderung berpandangan tertutup (eksklusif), sementara al-Irsyad al-Islamiyyah 
cenderung moderat dan terbuka (inklusif). Dalam berbagai kesempatan, kedua 
organisasi terlibat aksi saling tuding satu sama lain. Al-Irsyad al-Islamiyyah 
                                                             
30Kebijakan tersebut menjadi kontroversial karena oleh sebagian besar ormas Islam 
dianggap berkaitan dengan beberapa pokok masalah prinsip, di antaranya: Pertama, menjadikan 
Pancasila sebagai asas tunggal dianggap bertentangan dengan agama (Islam) oleh sejumlah umat 
Islam, termasuk dalam kelompok ini misalnya K.H. Noer Ali (BKSPP), K.H. Malik Ahmad 
(Muhammadiyah), K.H. A.R. Fachruddin (Muhammadiyah), Moh. Natsir (DDII), Syafruddin 
Prawiranegara, Daliar Noer, dan Abdul Qodir Djaelani. Kedua, menjadikan Pancasila sebagai asas 
tunggal berarti juga menyeleweng atau bertentangan dengan UUD 1945, terutama pasal 29. 
Ketiga, konsep asas tunggal itu bersifat ahistoris dan berarti menghianati perjuangan para tokoh 
pendiri bangsa Indonesia. Lihat; Djayadi Hanan, Gerakan Pelajar Islam di Bawah Bayang-Bayang 
Negara: Studi Kasus Pelajar Islam Indonesia tahun 1980-1997 (Yogyakarta: UII Pres, 2006), h. 
132-133. 
31“Ada Apa dengan al-Irsyad”, diposkan oleh DPC Perhimpunan al-Irsyad Aceh 
Tamiang 02 Juni 2010, http://al-Irsyadtamiang.blogspot.com/2010/06/ada-apa-dengan-al-
Irsyad.html, diakses tanggal 13 Februari 2017. Lihat pula “Putusan Kasasi MA Harus Jadi 





menuduh Perhimpunan Al-Irsyad sebagai sarang kaum fundamentalis dan bughot. 
Sebaliknya, kubu Perhimpunan Al-Irsyad menuduh kalangan al-Irsyad al-
Islamiyyah sebagai gudang liberalis Islam. 
Sulit dibantah, bahwa kelompok-kelompok Islam –tak terkecuali al-Irsyad-
- memiliki peran penting dalam proses kelahiran Orde Baru dan pada masa awal 
tegaknya menggantikan Orde Lama, wajar, kemudian, jika kelompok-kelompok 
Islam menyambut rezim Orde Baru dengan penuh harapan dan semangat. Akan 
tetapi, sebagaimana kata Yudi Latif “tindakan-tindakan yang dijalankan Orde 
Baru selama lebih dari dua dekade tidak memungkinkan keterlibatan Islam dalam 
pelaksanaan kekuasaan negara”.32 Sehingga, rezim Orde Baru, ditilik dari 
berbagai kebijakan politiknya oleh berbakai kalangan diberi predikat sebagai 
rezim yang melakukan ‘depolitisasi’ pada seluruh kekuatan sosial-politik yang 
(dicurigai) membahayakan kekuasaanya. Kebijakan asas tunggal Pancasila yang 
diterapkan melalui UUK (Undang-Undang Keoramasan) No 8/1985 adalah salah 
satu kebijakan Orde Baru yang mendapat perhatian serius oleh gerakan atau 
organisasi Islam, dan mendapat respon beragam. Taufik Abdullah menyebut 
kebijakan itu sebagai “halaman terakhir” bagi perjalanan Islam politik.33  
Jika dirunut secara kronologis, keinginan Soeharto untuk menjadikan 
Pancasila sebagai Ideologi tunggal sebenarnya sudah dirintis sejak masa awal 
pemerintahannya, hal itu sebagaimana ditulis Zuhri Humaidi: 
“Menurut Andree Feillard, sejak awal Orde Baru memang 
menginginkan Pancasila sebagai ideologi tunggal yang mesti 
                                                             
32Yudi Latif, Ingelegensia Muslim dan Kuasa; Geneologi Intelegensia Muslim 
Indonesia Abad ke-21 (Edisi digital, Jakarta: Yayasan Abad Demokrasi, 2012), h. 526 






diterima oleh semua golongan. Demi tujuan tersebut, pemerintah 
kemudian menggunakan berbagai langkah politik sebagai tahapan 
perwujudannya. Pada 1966 Angkatan Bersenjata Republik 
Indonesia (ABRI) menyelenggarakan seminar di Bandung tentang 
ideologi nasional. Seminar itu merekomendasikan Pancasila 
sebagai asas ideologi setiap partai, organisasi sosial-keagamaan, 
serta administrasi pemerintahan. Hal itu kemudian dilanjutkan 
dengan usaha memberlakukan asas tunggal pada 1975 meskipun 
menemui kegagalan karena muncul respons negatif.”34  
 
Gagasan untuk menjadikan Pancasila sebagai asas tunggal bagi organisasi 
politik disampaikan secara terbuka oleh Presiden Soeharto pertama kali dalam 
Rapat Pimpinan (RAPIM) ABRI di Riau pada tahun 1982, kemudian dipertegas 
pada HUT KOPASANDA di Cijantung Jawa Barat pada tahun yang sama, dan 
secara formal digelar pada pidato kenegaraan 16 Agustus 1983, di depan Majlis 
Permusyawaratan Rakyat (MPR),35 kemudian diformalkan dalam ketetapan Garis-
garis Besar Haluan Negara (GBHN) sampai pada pengesahan UU No 8/198536 
oleh DPR yang mengharuskan Pancasila dijadikan asas tunggal bagi seluruh 
organisasi kemasyarakatan baik politik mapun non politik, termasuk organisasi 
pelajar dan mahasiswa, organisasi umat Islam merespon kebijakan tersebut 
sebagian ada yang menerima dan tidak sedikit juga yang menolak. NU secara 
organisasi merupakan organisasi Islam yang menyambut baik dengan 
                                                             
34Zuhri Humaidi, ‘Islam dan Pancasila: Pergulatan Islam dan Negara Periode Kebijakan 
Asas Tunggal’ dalam Kontekstualita, Vol. 25, No. 2, 2010. h. 295. 
35Soharsono, HMI Pemikiran dan Masa Depan (Yogyakarta: CIIS, 2006), h. 27. 
36Penting dicatat bahwa UU No. 8 Tahun 1985, pada tanggal 22 Juli 2013 lalu, secara 
resmi telah digantikan oleh Undang-Undang No. 17 Tahun 2013 tentang Organisasi 
Kemasyarakatan (RUU Ormas). Salah satu perubahan mendasar adalah tidak dijadikannya 
Pancasila sebagai asas tunggal. Mengenai asas, ciri, dan sifat ormas, diatur di Bab II. Pasal 2 
menyatakan," Asas Ormas tidak bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 
Negara Republik Indonesia Tahun 1945." Pasal 3," Ormas dapat mencantumkan ciri tertentu yang 
mencerminkan kehendak dan cita-cita Ormas yang tidak bertentangan dengan Pancasila dan 
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945." Selanjutnya, di Pasal 4 
dinyatakan," Ormas bersifat sukarela, sosial, mandiri, nirlaba, dan demokratis. Lihat: UU No. 17 





menerimanya melalui kongres pada akhir 1983, sedangkan Muhammadiyah 
menunggu hingga UU tersebut diformalkan. Hal ini Menurut 
Kuntowijoyo37 menunjukkan bahwa penolakan maupun penerimaan asas tunggal 
Pancasila itu  tidak langsung berkaitan dengan gagasan itu sendiri, melainkan 
menyangkut legitimasi pemerintah Orde Baru dan keabsahan kebijaksanaan 
pembangunan pada umumnya. 
Dari paparan di atas dapatlah ditegaskan, bahwa kondisi sosial-budaya 
serta politik dalam perjalanannya tampak berpengaruh pada perubahan dan 
dinamika gerakan al-Irsyad sebagai organisasi pembaharuan yang dimotori kaum 
Hadrami. Misalnya, perubahan ini tampak ketika sebagian anggota al-Irsyad 
mendirikan PAI yang menyatakan pengakuannya bahwa Indonesia sebagai tanah 
air mereka dan bukan Hadramaut. Akhirnya, timbullah konflik antara al-Irsyad 
dan PAI, karena orientasi awal munculnya gerakan al-Irsyad adalah untuk 
memperkuat rasa ke-Hadrami-an di kalangan mereka. Demikian pula, yang pada 
awalnya tampak hanya pendidikan sebagai fokus gerakan al-Irsyad, namun 
kemudian mulai ikut bersama dengan organisasi Islam lainnya berkecimpung 
dalam bidang politik, bahkan sampai mengantarkan kemunculan pemerintahan 
Orde Baru. Sebagaimana telah disinggung, al-Irsyad adalah anggota resmi dari 
organisasi politik MIAI pada masa akhir pemerintahan Hindia Belanda dan 
anggota Masyumi pada masa pasca kemerdekaan. 
 
 
                                                             






B. Rumusan Masalah 
Berdasarkan paparan latar belakang tersebut, penelitian ini memfokuskan 
objek kajian pada pokok masalah yaitu bagaimana dinamika pergumulan identitas 
kaum Hadrami serta kiprah gerakan al-Irsyad al-Islamiyyah mulai dari era pra-
kemerdekaan sampai pasca reformasi.  
Untuk itu, sub-masalah yang akan dikaji dalam penelitian ini, yaitu; 
1. Elemen-elemen apa saja yang menyusun konstruksi identitas kaum 
Hadrami di Indonesia? 
2. Faktor-faktor apa saja yang mendorong proses integrasi kebangsaan 
komunitas Hadrami di Indonesia? 
3. Faktor apa yang mempengaruhi munculnya dualisme organisasi al-
Irsyad pasca refornasi? 
C. Pengertian Judul dan Rua`ng Lingkup Penelitian 
1. Pengertian Judul 
Untuk menghindari deviasi atau pelebaran ruang lingkup pembahasan 
serta mempermudah upaya memberi gambaran ruang lingkup 
pembahasan, maka penting untuk memberi eksplanasi sederhana 
terhadap istilah-istilah teknis yang digunakan pada judul tesis ini. 
a. Jam’iyyah al-Irsyád al-Islámiyyah 
Jam’iyyah al-Irsyad al-Islamiyyah adalah nama lengkap dari 
organisasi al-Irsyad al-Islamiyyah atau sering juga disebut sebagai al-






b. Napak Tilas 
Mengambil istilah dari bahasa Jawa, napak tilas  yang berarti 
menapaki atau menyusuri kembali jalan yang pernah ditempuh 
seseorang. Boleh jadi untuk mengenang perjuangannya, ikut 
merasakan penderitaannya, mencontoh suri-tauladannya, atau bahkan 
menghidupkan kembali semangatnya yang dulu pernah ada. 
Sedangkan “napak tilas” yang dimaksud dalam tulisan ini adalah 
berkaitan dengan catatan atau rekaman sejarah organisasi al-Irsyad 
al-Islamiyyah serta masyarakat Arab Hadrami di Indonesia. 
c. Identitas  
Kata “identitas” berasal dari bahasa Inggris “identity” yang 
berarti ciri, tanda-tanda atau jatidiri yang melekat pada seseorang 
atau sesuatu yang membedakannya dengan orang lain. Menurut Stella 
Ting Toomey, identitas adalah refleksi diri atau cerminan diri yang 
berasal dari keluarga, gender, budaya, etnis dan proses sosialisasi.38 
Identitas, pada dasarnya, merujuk pada refleksi dari diri kita sendiri 
dan persepsi orang lain tentang diri kita. Sementara itu, Gardiner W. 
Harry dan Kosmitzki Corrine melihat identitas sebagai pendefinisian 
diri seseorang sebagai individu yang berbeda dalam perilaku, 
keyakinan dan sikap.39 
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Identitas bisa berdampak positif juga bisa berdampak negatif. 
Jika identitas tersebut dapat menimbulkan rasa bangga, baik bagi 
dirinya maupun komunitasnya, maka identitas bernilai positif. 
Sebaliknya identitas dapat melahirkan masalah manakala ia menjadi 
alasan untuk berkonflik atau, bahkan, berperang. Banyak contoh 
konflik yang tidak lepas dari persoalan identitas kelompok, seperti 
konflik SARA (suku, ras dan agama) yang sering terjadi di berbagai 
belahan dunia. Konflik suku di Rwanda (suku Hutsi dan Tutsi), 
konflik agama di Kashmir, India (Muslim-Hindu), di Serbia (Islam 
dan Katolik), di Palestina (Islam dan Yahudi), di Irak (Sunni dan 
Syi’ah). Konflik serupa terjadi pula di sejumlah daerah di Indonesia, 
seperti konflik suku di Kalimantan Barat antara suku Madura dan 
Dayak, atau konflik bernuansa keyakinan di Ambon antara komunitas 
Muslim dan Kristen. 
Identitas dipahami juga sebagai ungkapan nilai-nilai budaya 
yang dimiliki suatu komunitas, kelompok, atau bangsa yang bersifat 
khas dan membedakannya dengan kelompok atau bangsa yang lain.  
Secara teoretis, hakikat identitas  adalah sesuatu yang 
dinamis dan beragam ekspresi: individu maupun kelompok yang 
terlibat dalam prosesnya hanyalah bersifat parsial dan tidak lengkap. 
Identitas sangat sering dibentuk oleh praktik-praktik yang khas dan 
kejadian-kejadian yang saling terkait satu dengan lainnya. Dalam 





yang dijelaskan oleh seseorang atau kelompok untuk dikenali oleh 
pihak luar atau pernyataan orang luar yang disematkan kepada 
kelompok tersebut. Penyematan pihak luar terhadap suatu kelompok 
seringkali tidak sesuai dengan kenyataannya. Penyematan bisa saja 
terbentuk atas reduksi hakikat seseorang atau kelompok yang 
sesungguhnya majemuk.40 
d. Hadrami 
Kaum Hadrami adalah bangsa Arab yang tinggal di 
Hadramaut, Yaman Selatan khususnya daerah seluruh pantai Arab 
Selatan mulai ‘Aden hingga Tanjung Raas al-Hadd. Menurut 
Azyumardi Azra, yang mengutip pendapat Mobini-Kesheh, istilah 
kata “ Hadrami” muncul dari kalimat “Naĥnu ĥadhrámiyyún ‘alá kull 
syai’ ” (kami adalah orang-orang Hadrami di atas lain-lainya) yang 
ada dalam Majalah al-Basyír tanggal 15 April 1915.41 Kaum 
Hadrami yang dimaksud dalam tulisan ini adalah orang-orang 
keturunan Arab-Hadramaut yang menetap di Indonesia.  
2. Ruang Lingkup Penelitian 
Ruang lingkup penelitian dalam tulisan ini adalah pembahasan 
tentang sejarah pergulatan identitas kebangsaan kaum Hadrami di 
Indonesia serta dinamika gerakan al-Irsyad al-Islamiyyah di Indonsia.  
                                                             
40Baca lebih lengkap dalam A. Ubaedillah, Pendidikan Kewarganegaraan (Civic 
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2015). 
41Lihat Umar Ibrahim, Thariqah ‘Alawiyyah: Napak Tilas dan Studi Kritis atas Sosok 
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D. Kajian Pustaka 
Penelitian tentang kaum Hadrami –atau yang secara spesifik berbicara 
tentang al-Irsyad dan pendirinya, Ahmad Syurkati-- di Indonesia telah banyak 
dilakukan. Dilihat dari terminologi waktu, penelitian dengan tema ini dapat dibagi 
dalam dua kerangka waktu. Pertama, penelitian yang dilakukan terhadap kondisi 
kaum Hadrami sebelum kemerdekaan. Biasanya memaparkan awal mula 
terbentuknya diaspora kaum Hadrami di Indonesia. Penelitian dalam kerangka 
waktu ini. Misalnya, dilakukan oleh Natalie Mobini-Kesheh untuk disertasi 
doktoralnya di Cornell University.42 Begitu juga studi yang dilakukan oleh Hamid 
Algadri yang diterbitkan dalam bentuk buku dengan judul C. Snouck Hurgronje: 
Politik Belanda terhadap Islam dan Keturunan Arab di Indonesia.43 Kedua, 
peneltian yang muncul dalam kerangka waktu pasca-kemerdekaan. Penelitian-
penelitian ini berusaha meng-capture peran-peran sosio-politik masyakat Hadrami 
yang terdiaspora dalam setting Indonesia muda pasca proklamasi. Beberapa 
penelitian yang bisa disebutkan, antara lain; penelitian Frode F. Jacobson, 
Hadrami Arabs in Present-day Indonesia: an Indonesia-Oriented Group with an 
Arab Signature (Penelitian ini diterbitkan dalam bentuk buku oleh penerbit 
Routhledge, New York. Pada tahun 2009). Dan penelitian yang dilakukan oleh 
Martin Slama dari University of Vienna yang berjudul Indonesian Hadhramish 
and the Hadhramaut: an Old Diaspora and Its New Connection.44 Adapun 
penelitian yang membahas tentang al-Irsyad –yang oleh Natalie Mobini-Kesheh 
                                                             
42Penelitian ini telah diterbitkan dalam bentuk buku oleh almamaternya dengan judul 
The Hadrami Awakening: Community and Identity in the Netherlands East Indies, 1900-1942. 
43Diterbitkan pertama kali pada tahun 1983 oleh penerbit Sinar Harapan. 





dianggap sebagai organisasi Hadrami yang paling menonjol dalam proses 
nahdhah al-hadhramiyyah— dan tokoh pendirinya secara khusus, dapat 
ditemukan dalam beberapa buku dan karya tulis ilmiah, baik berupa skripsi, tesis 
maupun disertasi.  
Berikut adalah beberapa contoh penelitian yang dimaksud. 
1. The Hadrami Awakening: Community and Identity in the Netherlands East 
Indies, 1900-1942. 
Penelitian yang dilakukan oleh Natalie Mobini-Kesheh ini 
menitikberatkan pada proses nahdhah (kebangkitan) komunitas Hadrami 
di Hindia Belanda terutama yang terjadi pada 1900-1942. Menurut 
Mobini-Kesheh, nadhah memiliki ciri-ciri mengadopsi modernitas, metode 
organisasi dan pendidikan tipe barat yang bertujuan untuk mencapai 
kemajuan dalam arti luas. Kebangkitan Hadrami mewujud dalam tiga 
bentuk institusi sosial: perkumpulan sukarela, sekolah modern dan surat 
kabar. Organisasi yang menonjol dalam proses nahdhah ini adalah Jam’iyyah 
al-Ishláh wa al-Irsyád al-‘Arabiyyah yang diartikan secara harfiah sebagai 
Asosiasi  Masyarakat Arab untuk Reformasi dan Hidayah. Salah satu tokoh 
al-Irsyad adalah seorang ulama asal Sudan bernama Ahmad Syurkati. Syurkati 
dan beberapa tokoh non-sayyid yang tergabung dalam al-Irsyad menolak 
keras adanya stratifikasi sosial di antara keturunan Hadrami di Hindia 
Belanda. Penolakan inilah yang banyak mewarnai perjalanan sejarah 
komunitas Hadrami di Indonesia (atau Hindia Belanda pada saat itu). Di 





stratifikasi sosial di antara mereka, penelitian ini juga mengungkapkan 
proses pengenalan diri mereka sebagai komunitas diaspora dalam sebuah 
wilayah yang kelak menjadi Indonesia. Sejarah panjang komunitas ini 
diceritakan sejak gelombang pertama diaspora datang sebagai pedagang, 
hingga masa-masa perjuangan yang menuntut mereka untuk 
mempertanyakan kembali identitas kolektif mereka.  
Penelitian Mobini-Kesheh dilakukan melalui studi dokumen terhadap 
sekitar dua belas surat kabar dan majalah yang diterbitkan oleh kaum 
Hadrami di Indonesia pada tahun 1914-1942. Pembacaan ini dimaksudkan 
oleh Mobini-Kesheh untuk mendapatkan pemahaman yang lebih atas kata-
kata kunci dan konsep yang ditulis para tokoh Hadrami serta menelusuri 
bagaimana maknanya berkembang selama periode kajian.  
Penelitian ini memberi gambaran yang cukup lengkap tentang sejarah 
kaum Hadrami di Indonesia, terutama pada masa-masa awal perjuangan 
kemerdekaan. Karena kekayaan data yang dimilikinya, buku ini dapat 
dipergunakan sebagai salah satu pijakan untuk melakukan perbandingan pola 
perubahan identitas pada masa pra kemerdekaan dengan masa kini.  
2. Indonesian Hadhramish and the Hadhramaut: an Old Diaspora and Its New 
Connection. 
Penelitian ini dilakukan oleh Martin Slama. Penelitian dengan 
metode field research ini dilakukan di pulau Jawa dan Bali pada tahun 
2003-2005. Dalam penelitiannya, Martin Slama berusaha menjelaskan 





dan bagaimana mereka melihat atau memperlakukan tanah Hadhramaut 
sebagai tempat asal nenek moyang mereka. Salma memfokuskan studinya 
dengan membuat perbandingan kondisi yang terjadi pada saat fase utama 
pembentukan diaspora Hadhrami di Indonesia dengan kondisi Indonesia 
pasca kolonial, terutama pasca berakhirnya perang dingin. Slama juga 
menemukan dan menekankan kondisi komunitas Hadhrami di Indonesia 
yang terbelah dalam setidaknya dua kelompok besar yaitu ‘Aláwiyyín yang 
mengklaim sebagai keturunan langsung nabi Muhammad sehingga memiliki 
kedudukan tertinggi dalam komunitasnya dan Irsyádi (orang-orang Hadrami 
yang tergabung dalam organisasi al-Irsyad), kelompok elit terdidik Hadhrami 
yang mendirikan organisasi pendidikan al-Irsyad bagi kaum muda 
Hadhrami. Temuan Slama menunjukkan bahwa kedua kelompok tersebut 
memiliki perbedaan cara pandang dalam melihat kontruksi identitas 
mereka dan ’bayangan’ tentang Hadhramaut sebagai tanah asal nenek 
moyang mereka. Menurut Salma kaum ‘Aláwiyyín masih menganggap 
Hadramaut sebagai tanah leluhur yang ‘kadang-kadang’ masih dirindukan, 
sebaliknya kaum Irsyádi telah meghapus memori tentang Hadramaut dan 
menganggapnya sebagai bagian dari masa lalu. Kerinduan akan Hadramaut 
menyebabkan banyak orangtua ‘Alawiyyín yang mengirimkan anak-
anaknya untuk belajar ke Hadhramaut. Sebaliknya orangtua Irsyádi 
enggan mengirimkan anak-anak mereka karena menganggap kondisi di 





Walaupun data yang dimunculkan tidak sekaya Mobini Kesheh, 
penelitian Slama dapat membantu penulis dalam mencari pola konstruksi 
identitas Hadrami karena memuat informasi yang lebih baru mengenai 
komunitas tersebut.  
3.  Hadrami Arabs in Present-day Indonesia: an Indonesia-oriented group with 
an Arab Signature. 
Penelitian lain dilakukan oleh Frode F Jacobsen. Penelitian dengan 
metode fieldwork ini dilakukan di Surabaya, Bali, Lombok dan Sumbawa. 
Penelitian dilakukan pada tahun 1999 s.d. 2001. Konteks waktu penelitian ini 
adalah setelah reformasi 1998. Menurut Jacobsen, pada masa ini Indonesia 
telah menjadi negara yang lebih terbuka terhadap berkembangnya nilai-nilai 
demokrasi, seperti, misalnya, persamaan hak-hak kewarganegaraan. Dalam 
penelitiannya, Jacobsen melakukan perbandingan terhadap pola kehidupan 
Hadrami dengan kerabatnya yang berada di Hadramaut. Tetapi walaupun telah 
memberi keuntungan yang cukup besar, bagi sebagian besar informannya, 
Hadramaut hanyalah tempat untuk melakukan bisnis. Keadaan tersebut juga 
tidak merubah pandangan mereka tentang Indonesia sebagai tanah airnya. 
Ketika Indonesia mengalami krisis ekonomi baik sebelum maupun sesudah 
reformasi banyak perjalanan dan hubungan bisnis ke dan dengan Hadramaut 
menjadi terhenti. Ketidakmampuan pergi ke Hadramut juga tidak menimbulkan 
kerinduan akan tanah leluhur. Salah satu yang menarik dalam penelitian 
Jacobsen adalah soal stratifikasi sosial, terutama yang berhubungan dengan 





stratifikasi sosial ini sudah tidak  lagi  menjadi  persoalan  besar,  data  
statistik  yang  dihimpun  Jacobsen menunjukkan bahwa antara tahun 1999-
2000 pernikahan di antara Hadrami dalam satu kelas stratifikasi masih menjadi 
pilihan terbesar. 
Seperti halnya penelitian Martin Slama, penelitian Jacobsen berisi 
data-data terbaru dari komunitas Hadrami. Data-data ini dapat banyak 
membantu penulis dan mungkin penelitian yang lain untuk mendapat 
gambaran kondisi terbaru dari komunitas Hadrami di Indonesia. 
4. Dialektika Hubungan dan Penyelesaian Konflik pada Perkawinan antar  
budaya  Orang  Sunda  dan  Arab. 
Mona  berangkat  dari  asumsi  bahwa perkawinan antar budaya 
berpotensi memiliki lebih banyak persoalan dibanding dengan perkawinan 
yang memiliki latar belakang budaya yang sama. Menurut Mona hal tersebut 
terjadi karena kedua pihak kerap bereaksi berdasar latar belakang budayanya 
dan tidak menerima bila pasangannya bereaksi menggunakan standar budaya 
yang berbeda. Karena latar belakang ilmu komunikasi yang dimilikinya, Leila 
meneliti proses dialog dan penyelesaian konflik tersebut dengan 
mempergunakan Teori Dialektika Hubungan. Penelitian ini merupakan 
penelitian dengan pendekatan kualitatif dengan studi kasus pada empat 
keluarga pasangan Arab dan Sunda. 
Pada dasarnya penelitian ini berusaha mengupas persoalan identitas. 
Yaitu dengan meneliti bagaimana seseorang menampilkan dirinya ketika 





budaya itu terjadi karena identitas masing-masing berusaha menunjukkan 
keaku-annya. Karena berorientasi pada identitas, studi ini juga melakukan 
penelitian terhadap latar belakang dan sejarah serta nilai-nilai yang dipercaya 
oleh masing-masing pihak, baik orang Arab maupun orang Sunda. 
Berdasar penelusuran itulah, dapat dikonfirmasi adanya stratifikasi 
sosial di antara orang Arab di Indonesia. Dapat dikonfirmasi juga bahwa 
walaupun diantara komunitas Irsyadi telah banyak terjadi perkawinan campur, 
tetapi di kalangan Alawiyin  masih  berlaku  pembatasan  pernikahan.  Mona   
mengutip  riset  yang dilakukan Adlin Sila45 tentang sistem pernikahan 
diantara komunitas Arab yang menunjukkan bahwa meskipun terjadi 
pernikahan antara Alawin dan Irsyadi, pernikahan tersebut selalu antara 
seorang pria Alawin dan perempuan Irsyadi. Pernikahan tersebut dapat terjadi 
atas dasar bahwa anak-anak dalam pernikahan tersebut akan turut dalam 
garis/status ayah. 
Seperti telah terbaca dari judulnya, penelitian Mona lebih menekankan 
pada hubungan etnis Arab dengan etnis lain di luar lingkungannya, utamanya 
dalam hubungan pernikahan. Walaupun berbeda fokus dengan penelitian yang 
dilakukan penulis, bagi penulis penelitian ini menarik karena membahas 
persoalan yang cukup sensitif di dalam komunitas Hadrami. Yaitu berkaitan 
dengan pernikahan yang ujung-ujungnya juga berhubungan dengan persoalan 
stratifikasi sosial di dalam komunitas tersebut. 
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5. Sumpah Pemuda Arab, 1934: Pergulatan Identitas Orang Arab-Hadrami dI 
Indonesia. 
Penelitian yang ditulis oleh Rabith Jihan Amaruli dkk46 ini 
membahas mengenai Sumpah Pemuda Indonesia Keturunan Arab pada tahun 
1934 yang menjadi cikal bakal pembentukan organisasi Arab-Hadrami 
nasionalis pertama, Persatuan Arab Indonesia (PAI) yang di kemudian hari 
berubah menjadi Partai Arab Indonesia (PAI). Penelitian ini disusun dengan 
menggunakan metode penelitian sejarah. Sumpah Pemuda Indonesia 
Keturunan Arab 1934 adalah jawaban dari pergulatan identitas dan 
nasionalisme Arab-Hadrami untuk menunaikan haknya sebagai bagian dari 
multietnisitas bangsa Indonesia. Kajian historis mengenai hal ini penting 
mengingat fenomena gerakan Arabisme yang saat ini mengemuka melalui 
pelibatan simbol-simbol dan identitas kearaban cenderung menempatkan orang 
Arab-Hadrami seolah berseberangan dengan arah dan komitmen kebangsaan. 
Karena waktu penelitian yang masih baru, penelitian ini mampu 
meng-capture peristiwa sejarah yang juga relatif lebih segar dari penelitian-
penelitian sebelumnya. Peneliti membuka penelitiannya dengan mengungkit 
gejala politik identitas yang mewabah beberapa tahun terakhir dalam kontestasi 
politik nasional dan daerah. Tampilnya beberapa tokoh Hadrami sebagai 
mobilisator aksi unjukrasa politik berjilid-jilid membuat peneliti tertarik 
mengkaji sejarah pergulatan identitas Hadrami di Indonesia. Penelitian ini 
berfokus pada moment sejarah ketika sekelompok pemuda keturunan Arab 
                                                             





mendeklarasikan Sumpah Pemuda Indonesia Keturunan Arab pada tahun 1934. 
Berbeda dengan penelitian Amaruli, penulis berpandangan bahwa pergulatan 
identitas Hadrami di Indonesia, sesungguhnya, tak berhenti sampai titik itu 
saja. Dinamika pencarian jatidiri kaum Hadrami itu masih terus terjadi, meski 
dalam beberapa bentuk yang berbeda.   
E. Kerangka Teoretis 
Pada dasarnya, dalam kajian sejarah gerakan al-Irsyad, secara mendalam 
hendak dilakukan analisis tentang faktor-faktor kausal, kondisional, kontekstual, 
serta unsur-unsur yang merupakan komponen dan eksponen dari proses sejarah 
yang dikaji. Untuk itu, langkah yang sangat penting dalam membuat analisis 
sejarah adalah menyediakan suatu kerangka pemikiran atau kerangka referensi 
yang mencakup berbagai konsep dan teori. 
Demikian pula, masalah pendekatan penting posisinya ketika akan 
mengkaji gerakan al-Irsyad al-Islamiyyah secara mendalam. Sementara itu, 
pendekatan sebagai pokok metodologi hanya dapat dioperasikan dengan bantuan 
seperangkat konsep dan teori. Dengan mengacu konsep ini, maka dalam penelitian 
ini akan dikembangkan melalui pendekatan sejarah sosial dan keagamaan. 
Pendekatan dalam penelitian ini digunakan dalam rangkan mencari pemahaman 
dinamika gerakan al-Irsyad yang dimotori oleh kaum Hadrami ketika dihadapkan 
pada kondisi sosial-budaya dan politik di Indonesia. Oleh karena itu, konsep-
konsep seperti, perubahan sosial, gerakan sosial (pembaharuan atau modern), serta 





teori untuk menganalisis perkembangan dinamika gerakan al-Irsyad al-Islamiyyah 
di Indonesia.  
Kerangka konseptual yang berarti gagasan atau ide47 dalam konteks ini 
dapat digunakan untuk menggambarkan fenomena sosial48 yang melingkupi 
sejarah gerakan al-Irsyad al-Islamiyyah di Indonesia. Kerangka konseptual ini 
dapat juga digunakan untuk memahami dan mengidentifikasi objek, peristiwa, 
individu, dan ide yang ditemukan.49  
Secara rinci beberapa kerangka konseptual tersebut dapat didefinisikan 
sebagai berikut: 
1. Perubahan Sosial 
Masyarakat Arab keturunan (hadrami) di Indonesia dan gerakan al-
Irsyad al-Islamiyyah seperti dua sisi mata uang pada kepingan logam yang 
sama. Keduanya, nyaris, tak terpisahkan. Sulit untuk membincangkan satu sisi 
tanpa menyinggung sisi lain. Berbicara al-Irsyad, berarti kita juga sedang 
bicara kaum Hadrami. Sebaliknya, bercerita tentang kaum Arab keturunan di 
Indonesia juga akan terasa tak lengkap tanpa menyinggung al-Irsyad al-
Islamiyyah.  
Seperti telah disinggung, al-Irsyad lahir dari dinamika social dan 
budaya yang menimpa kaum Hadrami di Indonesia. Karena perbedaan 
pandangan antara sayyid dan non-sayyid, al-Irsyad melepaskan diri dari Jami’at 
Khair yang juga merupakan organisasi Hadrami. Ahmad Syurkati, yang 
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belakangan dianggap sebagai pendiri, dengan dukungan dari kalangan Hadrami 
yang sepaham mendirikan organisasi baru yang pada awalnya juga 
diperuntukkan (khusus) untuk orang Arab keturunan yang ada di Indonesia. Al-
Irsyad sendiri, pada awalnya bernama Jam’iyyah al-Ishláh wa al-Irsyád al-
‘Arabiyyah. Tapi, belakangan organisasi ini membuka diri pada keanggotaan 
dari kalangan non-Arab (‘ajam atau dalam bahasa sehari-hari di lingkungan 
Arab keturunan dikenal dengan sebutan “ahwal”). 
Kaum Hadrami, sebagai masyarakat yang terdiaspora, menghadapi dua 
persoalan identitas kebudayaan sebagai konsekwensi kehadiran mereka di luar 
tanah leluhur mereka (Hadramaut, Yaman). Dalam konteks Indonesia, tentu 
mereka harus berhadapan dengan dua identitas sekaligus, yaitu identitas 
budaya (Arab) hadramaut tanah leluhur mereka dan budaya lokal Indonesia 
tanah kelahiran mereka. Untuk itu, sejarah perjalanan gerakan al-Irsyad -dan 
kaum Hadrami, secara umum- dapat dilihat dalam kerangka perubahan sosial 
yang erat kaitannya dengan perubahan budaya kaum Hadrami.  
Adapun, perubahan social, menurut Selo Soemardjan, pada umunya 
bisa berasal dari berbagai sumber. Misal, suatu perubahan ideologi dasar suatu 
masyarakat atau perubahan orientasi dari masa lampau ke masa depan juga bias 
dengan mudah menimbulkan kekuatan-kekuatan yang menyebabkan timbulnya 
perubahan sosial.50 
Selanjutnya, Soemardjan menegaskan, suatu perubahan sosial tidak lain 
adalah penyimpangan kolektiif dari pola-pola yang telah mapan dan karena 
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menimbulkan gangguan pada keseimbangan sosial yang ada. Intinya, bahwa 
keseimbangan sosial adalah syarat yang harus dipenuhi agar suatu masyarakat 
bisa berfungsi sebagaimana mestinya. Yang dimaksudkan dengan 
keseimbangan atau ekuilibrium sosial adalah situasi di mana segenap lembaga 
sosial utama berfungsi dan saling tunjang-menunjang. Dalam keadaan seperti 
ini, tiap warga masyarakat bisa memperoleh ketentraman batin karena tidak 
ada konflik norma dan nilai dalam masyarakat. Tiap kali keseimbangan sosial 
terganggu, ia akan menolak kekuatan pengganggu itu atau menata kembali 
lembaga-lembaganya untuk memasukkan unsur baru tersebut ke dalam 
strukturnya.51 
Dengan demikian, pada dasarnya perubahan sosial merupakan bagian 
dari perubahan kebudayaan. Sementara itu, perubahan dalam kebudayaan 
mencakup semua bagiannya, seperti kesenian, ilmu pengetahuan, teknologi, 
filsafat, dan bahkan perubahan-perubahan dalam bentuk serta aturan-aturan 
organisasi sosial. Kebudayaan adalah suatu kompleks yang mencakup 
pengetahuan, kepercayaan, kesenian, moral, hukum adat istiadat, dan setiap 
kemampuan serta kebiasaan manusia sebagai warga masyarakat, sehingga 
perubahan kebudayaan merupakan setiap perubahan dari unsur-unsur 
tersebut.52 
Perubahan-perubahan sosial dan kebudayaan mempunyai satu aspek 
yang sama, yaitu keduanya bersangkut-paut dengan suatu penerimaan cara-cara 
baru atau suatu perbaikan dalam cara suatu masyarakat memenuhi kebutuhan-
                                                             
51Selo Soemardjan, Perubahan Sosial…, h. 306. 





kebutuhannya.53 Adapun pola-pola perubahan dengan faktor yang mem-
pengaruhinya begitu beragam. Untuk menganalisis perubahan yang terjadi 
dalam gerakan Al-Irsyad dapat dilihat dengan beberapa kerangka analisis, 
pertama, bahwa perubahan terjadi karena ada pertentangan (conflict) 
masyarakat, termasuk di dalamnya kebudayaan. Pertentangan bisa terjadi 
antara individu dengan kelompok atau perantara kelompok dengan kelompok. 
Pertentangan antar-kelompok mungkin terjadi antara generasi tua dengan 
generasi muda. Pertentangan demikian itu kerap terjadi, apalagi pada 
masyarakat yang sedang berkembang dari tahap tradisional ke tahap modern.54  
Kedua, perubahan terjadi karena adanya pelopor perubahan (agents of 
change). Pelopor perubahan yang dimaksud adalah seseorang atau sekelompok 
orang yang dipercayai oleh masyarakat sebagai pemimpin dalam salah satu 
atau beberapa lembaga sosial. Orang atau kelompok seperti ini mempelopori 
jalan meninggalkan masa lampau menuju ke jaman baru, yakni menetapkan 
kaidah sistem sosial baru atau yang diperbaharui yang diikuti oleh para anggota 
masyarakat lainnya berdasarkan otoritas sang pemimpin yang diakui. Selagi 
melakukan tindakan-tindakan ini, pelopor perubahan itu sendiri terpengaruh 
oleh tekanan-tekanan sosial yang menyertai proses perubahan awal dan yang 
lebih sering menimbulkan perubahan pada lembaga-lembaga sosial lainnya.55 
Ketiga, perubahan terjadi karena adanya proses akulturasi. Sartono 
menyebutkan, bahwa proses akulturasi adalah proses yang mencakup usaha 
masyarakat menhadapi pengaruh kultural dari luar dengan mencari bentuk 
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penyesuaian terhadap komoditi, nilai atau ideologi baru, suatu penyesuaian 
berdasarkan kondisi, disposisi, dan referensi kulturalnya, yang kesemuanya 
merupakan faktor-faktor kultural yang menentukan sikap terhadap pengaruh 
baru. Sehubungan dengan proses akulturasi itu muncul adanya proses seleksi 
dengan diferensiasi berdasarkan lokalisasi sosio-historis pelbagai golongan 
sosial.56 
2. Gerakan Sosial 
Dari perspektif sosiologi, gerakan al-Irsyad dapat dikategorikan 
sebagai bagian dari gerakan sosial. Gerakan sosial sendiri mengandung arti 
kolektifitas orang yang bertindak bersama atau upaya kolektif untuk 
membangun tatanan kehidupan yang baru. Gerakan Sosial dapat diartikan pula 
sebagai upaya kolektif untuk mengubah tatanan sosial atau mengubah norma 
dan nilai. Adapun tujuan bersama tindakannya adalah perubahan tertentu dalam 
masyarakat dengan menetapkan partisipan menurut cara yang sama.57 
Gerakan sosial juga dipandang sebagai bagian sentral modernitas. 
Gerakan sosial menentukan ciri-ciri politik modern dan masyarakat modern. 
Gerakan sosial berkaitan erat dengan perubahan struktural mendasar yang telah 
terkenal sebagai modernisasi yang menjalar ke bidang “sistem” dan kehidupan 
dunia. Sementara itu, peningkatan pendidikan adalah salah satu ciri modernitas. 
Partisipasi dalam gerakan sosial membutuhkan kesadaran, imajinasi, kepekaan 
moral, dan perhatian terhadap masalah publik dalam derajat tertentu serta 
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kemampuan menggenalisirnya dari pengalaman pribadi dan lokal. Kesemuanya 
ini berkorelasi positif dengan tingkat pendidikan.58 
Pada sisi lain, Blumer mendefinisikan gerakan sosial sebagai usaha 
kolektif untuk mewujudkan sebuah tatanan kehidupan baru, dan ditegaskan 
bahwa pada awalnya gerakan sosial adalah tidak berbentuk dan kurang 
terorganisir. Lang Lang mendefinisikan gerakan sosial sebagai sebuah tindakan 
dalam skala besar, luas, dan berkelanjutan, atau aksi yang mendasari dalam 
pencarian suatu kebenaran yang mempengaruhi dan membentuk tatanan sosial 
dalam beberapa aspek fundamental.59 Dalam pandangan McCarthy dan Zald, 
gerakan sosial adalah seperangkat pendapat dan keyakinan pada suatu 
penduduk yang mewakili beberapa pilihan untuk melakukan perubahan dalam 
beberapa elemen struktur sosial.60 
Dari pengertian di atas dapatlah ditegaskan, bahwa pada intinya 
gerakan sosial adalah gerakan yang dilakukan oleh sekelompok orang menuju 
suatu perubahan, pembaharuan, atau modernisasi. Dengan demikian, gerakan 
al-Irsayad dapat diketegorikan sebagai salah satu organisasi gerakan sosial, 
karena pada dasarnya gerakan al-Irsyad mengusung perubahan masyarakat 
melalui modernisasi atau yang sering disebut dengan gerakan pembaharuan. 
Hal ini, senada dengan ungkapan Harun Nasution bahwa pembaharuan sama 
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artinya dengan modernisasi dan modernisme.61 Modernisme sendiri dalam 
masyarakat Barat mengandung arti pikiran, aliran, gerakan dan usaha untuk 
merubah paham-paham, adat-istiadat, institusi-institusi lama, dan sebagainya, 
untuk disesuaikan dengan suasana baru yang ditimbulkan oleh kemajuan ilmu-
pengetahuan dan teknologi modern. 
Dengan demikian, modernisme dalam kehidupan keagamaan di Barat 
mempunyai tujuan untuk menyesuaikan ajaran-ajaran yang terdapat dalam 
agama Katholik dan Protestan dengan ilmu pengetahuan dan falsafah modern.62 
Demikian pula, sebagaimana di Barat, di dunia Islam juga timbul pikiran dan 
gerakan untuk menyesuaikan paham-paham keagamaan Islam dengan 
perkembangan baru yang ditimbulkan kemajuan ilmu pengetahuan dan 
teknologi modern. Dengan jalan demikian, para pemimpin Islam modern 
mengharapkan akan dapat melepaskan umat Islam dari suasana kemunduran 
untuk selanjutnya dibawa kepada kemajuan.63 
Sementara itu, Deliar Noer menggolongkan al-Irsyad sebagai salah 
satu organisasi yang mempunyai tipologi modern dalam gerakannya. Menurut 
Deliar, gerakan modern Islam di Indonesia, sebagaimana di negeri Islam lain, 
dimulai dari persoalan-persoalan yang bersifat ‘ubudiyyah.64 Hal ini meliputi 
upaya memberantas TBC (takhayyul, bid’ah dan churafat/khurafat). 
Senada dengan Deliar, Bisri Afandi juga memberi apresiasi yang 
cukup tinggi bagi gerakan al-Irsyad, Bisri bahkan memandang al-Irsyad 
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sebagai tandem Muhammadiyyah dalam membentuk tahap-tahap awal 
perkembangan pembaharuan Islam masa awal abad ke-20.65 
Sementara itu, Pieter Korver menyebut gerakan pembaharuan Islam 
yang muncul pada awal abad ke-20 dengan sebutan gerakan reformasi Islam. 
Dalam pandangannya, gerakan reformasi Islam di Indonesia berjuang untuk 
menghapuskan banyak dari tradisi dan kepercayaan lokal yang, dengan 
berlalunya waktu, telah bercampur dengan ajaran-ajaran yang dicangkokkan 
pada inti dari sistem keagamaan Islam, sehingga mengaburkan kekuatan dan 
kesederhanaan dari ajaran-ajaran nabi yang asli. Gerakan reformasi ini juga 
mencoba untuk menyelaraskan Islam dengan pandangan dunia modern.66 
3. Identitas Budaya 
Masyarakat Arab Hadrami yang ada di Indonesia ini adalah bagian 
masyarakat yang terdiaspora. Merekalah yang kemudian menggagas 
terbentuknya organisasi al-Irsyad. Selanjutnya, perlu diketahui bahwa posisi 
kelompok diaspora, sebagaimana dialami kaum Hadrami di Indonesia, 
sebenarnya ambivalen, baik dalam kaitannya dengan bagaimana mereka dilihat 
dari tanah air Hadramaut, maupun bagaimana mereka dirasakan oleh berbagai 
lapisan masyarakat tuan rumah. Terkait hubungan dengan beberapa masyarakat 
tuan rumah pada titik sejarah waktu tertentu mereka mungkin telah bernasib 
relatif baik dan menikmati prestise, seperti pada masa kolonial Hindia Belanda. 
Sementara itu, dalam situasi lain, mereka telah mengalami sebuah keberadaan 
yang sangat rentan dan berhadapan dengan beberapa masalah. Adaptasi mereka 
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dengan masyarakat tuan rumah mungkin berbeda walaupun dalam negara yang 
sama. Oleh karena itu, untuk menganalisis lebih jauh keberadaan masyarakat 
Hadrami di Indonesia tepat apabila dilihat dari kerangka identitas budaya dan 
diaspora.  
Menurut Hall, identitas budaya dapat dijelaskan dengan dua perspektif. 
Partama, ada budaya kolektif yang dimiliki bersama oleh sebuah komunitas 
yang berbagi sejarah dan juga silsilah. Dalam pengertian ini, identitas budaya 
komunitas tersebut mencerminkan pengalaman sejarah dan kode budaya yang 
sama, yang kemudian memberikan satu pondasi makna yang stabil bagi 
identitas masyarakatnya. Kedua, bahwa ada hal-hal yang membedakan 
identitas masyarakat walaupun ada pengalaman sejarah dan silsilah. Masa lalu 
dan sejarah memang membentuk identitas budaya, namun pembentukan 
identitas terus berlanjut untuk masa depan dan tidak berhenti pada hal-hal yang 
menyusunnya di masa lalu. Identitas adalah sesuatu yang tidak pernah berhenti 
pembentukannya, bukan hanya sesuatu yang “ada”, namun sesuatu yang terus 
“menjadi”.67 
Sementara itu, diaspora sendiri berasal kata benda dalam bahasa Yunani 
‘diaspora’, yang kemudian menjadi ‘dispersion’ dalam bahasa Inggris, yang 
bermakna leksikal “pencar” atau “penyebarluasan”. Bentuk verba dari kata 
diaspora adalah 'diaspeiro', yaitu menyebar ke luar negeri ataupun menyebar 
ke sekitar.68 Pada saat ini, para ilmuwan sosial menggunakan istilah “diaspora” 
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untuk merujuk kepada para imigran yang tinggal di daerah perantauan dan 
melahirkan generasi-generasi baru di perantauan yang semuanya tetap menjaga 
hubungan kekeluargaan dengan melakukan kunjungan berkala terhadap satu 
sama lain dan dengan daerah asal mereka.69 
Orang-orang yang terdiaspora tampaknya dapat juga disebut dengan 
istilah “sang lain”, yaitu orang lain di suatu negeri. Dalam tradisi filosofis 
Fenomenologi dan Eksistensialisme, “sang lain” adalah faktor yang 
memungkinkan subjek membangun sebuah citra-diri (self-image). Sang lain 
merupakan orang atau kelompok yang memberi makna pada subjek dengan 
menolongnya maupun memaksanya mengadopsi sebuah pandangan dunia 
tertentu dan mendefinisikan posisinya menurut pandangan dunia tersebut. 
Lebih lanjut, konsep tentang “sang lain” digunakan untuk meletakkan persepsi 
dan pengetahuan melampaui perspektif individu terbatas. Apa yang diusulkan 
Fenomenologi dan Eksistensialisme adalah sebuah dunia intersubjektif, di 
mana setiap interpretasi individual seseorang atas realitas senantiasa 
berinteraksi dengan interpretasi individual orang lain yang tak terbilang 
jumlahnya dan senantiasa terbuka bagi pendefinisian ulang.70 
Menurut Vertovec, sebagaimana dikemukakan Aji Damanuri, diaspora 
menyangkut beberapa hal, yaitu: proses penyebaran, masyarakat yang tinggal 
bagian asing, tempat atau ruang geografis di mana mereka tinggal di diaspora. 
Secara sosiologis dan antropologis masyarakat diasporik mengalami pola 
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perubahan akibat interaksi dan adaptasi dengan masyarakat lokal. Pola 
perubahan seputar migrasi dan status minoritas biasanya meliputi: organisasi 
dan mobilisasi, politik pengakuan, posisi dan aturan tentang wanita, regenerasi, 
etnis dan pluralisme agama, identitas dan kemasyarakatan, praktik ritual, 
respasialisasi, jaringan: horizontal-vertikal, kesadaran identitas keagamaan 
global, lokalitas vs universalitas, reorientasi pengabdian, dan lintasan 
(trajectories). Secara lebih luas, Vertovec menjelaskan diaspora sebagai bentuk 

















F. Metodologi Penelitian 
Studi ini berusaha melacak dinamika sejarah pergulatan identitas 
kebangsaan kaum Hadrami di Indonesia yang terwakili dalam perkembangan 
organisasi al-Irsyad al-Islamiyyah mulai awal berdirinya hingga era reformasi. 
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Adapun, peristiwa yang relevan dan kontekstual dengan permasalahan penelitian 
ini dikaji dengan pendekatan sejarah. Berdasarkan pendekatan ini, penjelasan atas 
peristiwa masa lampau gerakan al-Irsyad sebagai objek penelitian ini 
dikembangkan secara kronologis berdasarkan peristiwa sejarah yang terjadi. 
1. Jenis Penelitian 
Penelitian yang dilakukan adalah penelitian pustaka (Library 
Research). Fakta yang penulis telusuri terdapat pada teks atau sumber-tertulis 
berupa; arsip, buku, majalah, dan teks-teks lain yang memuat tentang gerakan 
al-Irsyad al-Islamiyyah di Indonesia. Metode penelitian adalah kualitatif-
deskriptif. Penelitian kualitatif merupakan proses penemuan data untuk 
memahami masalah secara menyeluruh, memahami jejaring ide yang terkait 
dan terlibat di dalamnya.72 Deskriptif adalah penelitian yang bertujuan 
menggambarkan suatu fakta secara factual, sistematis dan analitis.73 
2. Pendekatan Penelitian 
Penelitian ini dikonstruk dengan menggunakan pendekatan sejarah 
sosial untuk menjelaskan dinamika gerakan al-Irsyad dan persoalan yang 
melingkupinya. Sejarah sosial pada dasarnya adalah mengungkap setiap gejala 
sejarah yang memanifestasikan kehidupan sosial suatu komunitas atau 
kelompok.74 Karakteristik sejarah sosial, pada dasarnya mencoba membahas 
atau memahami pola-pola tingkah laku kolektif menurut konsep teoritis dan 
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model-model. Untuk mencapai tujuan itu, sedapat mungkin bertolak dengan 
penyertaan-penyertaan eksplisit mengenai asumsi-asumsi, konsep-konsep, dan 
hipotesis-hipotesis, yang bersandar pada bukti-bukti yang dapat diverifikasi.75 
Sejarah sosial dapat juga berarti “sejarah tentang masyarakat” dalam 
pengertian yang amat luas, sehingga mengandung implikasi dalam penelitian 
sejarah. Untuk itu, tugas utama para sejarawan adalah mengungkap secara 
dalam kehidupan manusia secara totalitas dalam segala aspeknya. Pengertian 
inilah yang akan dijadikan acuan dalam kajian ini. Hanya saja perlu disadari 
bahwa untuk mengungkap kehidupan manusia dalam segala aspeknya amatlah 
sulit dalam implementasinya. Akan tetapi, hal ini dapat diatasi apabila ada 
batasan dalam kajian,76 sehingga dalam kajian ini batasannya adalah gerakan 
Al-Irsyad dengan segala persoalan yang melingkupinya.  
3. Sumber Data 
Data-data yang berhasil dikumpulkan dalam penelitian diperoleh dari 
berbagai sumber tertulis yang relevan dengan objek penelitian. Sumber data 
tersebut berupa sumber data primer dan sumber data sekunder.  
Sumber data primer yang digunakan adalah berupa dokumen tertulis 
dan wawancara. Dokumen tertulis dalam hal ini, misalnya, dapat berupa 
dokumen organisasi al-Irsyad (arsip organisasi, majalah atau buletin yang 
diterbitkan al-Irsyad), sementara wawancara dilakukan kepada beberapa tokoh 
al-Irsyad yang dianggap dapat mewakili. Yang dimaksud dengan para tokoh al-
Irsyad adalah para pengurus al-Irsyad sebagai pelaku sejarah, baik yang sudah 
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tidak menjabat maupun yang sedang memangku jabatan dalam kepengurusan. 
Sementara itu, sumber sekunder dapat berupa berbagai kajian terkait dengan 
gerakan al-Irsyad yang telah dilakukan. Untuk melengkapi semua itu, dalam 
penelitian ini juga mengunakan informasi dari berbagai media yang relevan, 
baik cetak maupun elektronik (misalnya, informasi dari dunia maya yang dapat 
dipercaya). 
Setelah sumber terkumpul, dilakukanlah langkah kritik atas sumber-
sumber tersebut, baik secara eksternal (kritik eksternal) untuk memperoleh 
otentisitas maupun internal (kritik internal) untuk mendapatkan kredibilitas.  
Selanjutnya, dari dokumen yang telah ditemukan kemudian diseleksi 
untuk dapat diyakini keasliannya, misalnya betulkah dokumen tersebut 
dikeluarkan oleh organisasi al-Irsyad. Demikian pula dengan sumber 
wawancara, untuk mendapatkan otentisitas sumber dilakukan langkah dengan 
cara menjawab pertanyaan, betulkah yang bersangkutan adalah pelaku sejarah 
atau saksi sejarah dalam gerakan al-Irsyad. Sementara itu, berkaitan dengan 
berita dari media dapat dilakuakan kritik dengan pertanyaan siapa yang 
mengkabarkan berita tersebut dan otoritas apa yang dimiliki si pembuat berita. 
Setelah semua sumber dapat diyakini keasliannya, maka untuk mendapatkan 
kebenaran dan kredibilitas isi sumber-sumber tersebut dilakukan perbandingan 
antara isi sumber satu dengan lainnya. Dalam hal ini,  akan ditelisik lebih jauh 
“bagaimana” dan “mengapa” berita-berita itu dihadirkan, maka kita akan 
segera mengetahui bahwa terdapat motif politik dan ideologis tertentu yang 





mendalam dan jauh ini disebut dengan “analisis wacana”. Melalui analisis 
wacana, kita akan tahu, bukan hanya bagaimana isi teks berita, tetapi 
bagaimana dan mengapa pesan itu dihadirkan. Bahkan, kita bisa lebih jauh 
membongkar penyalahgunaan kekuasaan, dominasi, dan ketidakadilan yang 
dijalankan dan diproduksi secara samar melalui teks-teks berita. Menurut Dr. 
Deddy N Hidayat, analisis wacana atau critical discourse analysis tidak saja 
untuk melakukan textual interrogation tetapi juga untuk mempertautkan hasil 
interogasi tersebut dengan konteks makro yang “tersembunyi” di balik teks, 
sehingga suatu academic exercise ataupun dalam rangka upaya penyadaran, 
pemberdayaan dan transformasi sosial.77 
Langkah selanjutnya, setelah data diperolah dari beberapa sumber 
yang tersedia, maka dilakukanlah analisis sebagai proses interpretasi terhadap 
data yang telah terkumpul, yaitu diklasifikasikan, dicari hubungannya, dan 
kemudian disimpulkan berdasarkan dalil-dalil logika dan konstruksi teoritis. 
Adapun dalam proses analisis ini dilakukanlah reduksi dari data yang telah 
terkumpul, dirangkum, dipilih hal-hal yang pokok difokuskan pada hal-hal 
yang penting sesuai dengan pola kajian ini. Selanjutnya, agar mempermudah 
dalam proses penyimpulan, maka dalam proses analisis dilakukanlah display 
data. Dalam display data yang dilakukan adalah membuat kategorisasi, 
mengelompokkan dalam kategori-kategori tertentu, membuat klasisfikasi dan 
menyusunnya dalam suatu sistem sesuai dengan peta masalah penelitian ini.78 
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Jadi, metode analisis data yang digunakan dalam penelitan ini adalah 
metode interpretasi. Penafsiran atau interpretasi dapat berarti memperantarai 
pesan yang secara eksplisit dan implisit termuat dalam realitas. Makna yang 
terkandung dalam realitas dirumuskan dan berupaya mengubah hal yang 
terselubung dalam bahasa atau simbol lainnya, sehingga makna yang 
terkandung menjadi dapat dipahami. Sementara itu, proses memperantarai dan 
menyampaikan pesan agar dapat dipahami mencakup tiga pengertian yaitu: 
pengungkapan, menerangkan, dan menerjemahkan.79 Interpretasi dapat pula 
berarti analisis dan sintesis. Analisis berarti menguraikan dan sintesis berarti 
menyatukan data-data yang diperoleh.80 Dari analisis inilah diperoleh fakta-
fakta sejarah yang akan dijadikan sebagai bahan penulisan sejarah 
(historiografi). 
Sementara itu, historiografi yang akan disuguhkan adalah berupa 
sejarah gerakan al-Irsyad sejak masa awal berdirinya, berserta lingkup 
dinamikanya, baik terkait dengan hal pembaharuan, pendidikan, maupun 
perubahan identitas masyarakat Hadrami. 
G. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 
Seluruh pembahasan kajian ini diharapkan menghasilkan temuan-
temuan mengenai gambaran sejarah pergulatan identitas kaum Hadrami serta 
gerakan al-Irsyad yang utuh. Adapun, kajian ini secara khusus bertujuan: pertama, 
menjelaskan sejarah pergulatan identitas kebangsaan kaum Hadrami di Indonesia. 
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Kedua, menjelaskan dinamika gerakan al-Irsyad mulai dari masa pra kemerdekaan 
dan masa reformasi. 
Hasil penelitian ini lebih lanjut diharapkan dapat memberikan 
kontribusi terhadap pengetahuan sejarah, baik bagi masyarakat Arab atau 
masyarakat Indonesia pada umumnya. Sementara itu, kegunaan secara praktis 
adalah, bahwa setelah melihat dinamika gerakan al-Irsyad baik dalam hal 
pembaharuan maupun aktivitas pendidikan, dapat dijadikan pertimbangan dalam 
pengambilan sikap dalam bidang sosial-keagamaan terkait dengan hubungan antar 































AL-NAHDHAH AL-HADHRAMIYYAH:   
DINAMIKA AWAL GERAKAN AL-IRSYAD AL-ISLAMIYYAH 
 
A. Diaspora Perdagangan: Migrasi Kaum Hadrami ke Nusantara 
Bagi masyarakat Indo-Hadramati, Indonesia hari ini, tentu, tak lagi 
mereka pandang sebagai tanah rantau seperti anggapan sebagian generasi awal 
Hadrami di nusantara dulu. Indonesia adalah homeland. Tanah kelahiran yang 
harus dijunjung sepenuh hati. Suka tak suka, masyarakat Indo-Hadrmati harus 
lebur dalam jatidiri baru sebagai bagian dari bangsa Indonesia yang majemuk.  
Jauh sebelum puncak pencarian identitas Indo-Hadramati itu 
terumuskan, Indonesia –atau, nusantara kala itu- hanya dianggap tanah rantau, 
sementara Hadramaut -yang terletak jauh di seberang Samudera Hindia- tetap 
dipandang sebagai kampung halaman yang selalu memanggil untuk kembali 
pulang.  
Hadramaut adalah salah satu wilayah kegubernuran governete Republik 
Yaman.81 Letak geografisnya mebujur antara laut merah dan teluk Aden di barat 
daya wilayah Semenanjung Arabia. Di Timur berbatasan langsung dengan Oman. 
Sementara di Utara berbatasan dengan Arab Saudi. Republik Yaman merupakan 
Negara berkembang. Dengan populasi penduduk mencapai 26 juta jiwa. Republik 
Yaman tercatat sebagai Negara dengan tingkat ekonomi paling rendah di kawasan 
Timur Tengah.  
Hadramaut terbagi menjadi dua wilayah. Garis pantainya mencakup dua 
kota utama, yaitu Mukalla dan Shihr yang merupakan pintu gerbang menuju 
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Samudera Hindia. Garis pantai ini dipisahkan oleh gunugng-gunung batu dan 
lembah yang curam atau wadi’. Iklim di wilayah ini sangat tak bersahabat. Panas 
di siang hari tapi sangat dingin di malam hari. Hal ini terjadi terutama di wilayah 
dataran tinggi yang berbatu. Sebagian besar wilayah daratan di Hadramaut terdiri 
dari batu karang yang tandus. Dengan intensitas hujan yang sangat rendah, 
wilayah ini nyaris tidak mungkin ditanami. Aktifitas pertanian dalam skala kecil 
hanya ada di wilayah tertentu yang memiliki sumber air tanah yang memadai.82  
Sepanjang akhir abad 19 hingga awal abad 20, W. H. Ingrams mencatat 
bahwa produktifitas pertanian di wilayah Hadramaut sangat rendah. Tak banyak 
varietas bernilai komersial tinggi yang bisa dihasilkan dari wilayah ini. Selain 
tembakau dan madu yang kuantitas produksinya cukup besar, dalam skala yang 
lebih kecil Hadaramaut hanya mampu memproduksi varietas untuk konsumsi 
dalam negeri. Seperti kurma, gandum, wijen, dan beberapa jenis sayuran serta 
buah-buahan.83 Hal ini memberi gambaran yang cukup jelas bahwa aktifitas 
perdagangan eksternal jauh lebih berarti dalam mendukung kehidupan masyarakat 
Hadramaut ketimbang produksi domestiknya. Inilah yang menjelaskan kenapa 
banyak kaum Hadrami yang bermigrasi ke Negara lain termasuk nusantara.  
Sejalan dengan faktor perdagangan, gelombang migrasi masyarakat 
Hadrami juga didukung oleh instabilitas politik dalam negeri. Sepanjang 
sejarahnya, Hadramaut hampir tidak pernah dipimpin satu kekuasaan tunggal. 
Berbagai suku dan keluarga yang berkuasa telah memecah-belah wilayah negeri 
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tersebut menjadi beberapa Negara kecil. Sempat berkembang pada awal abad ke-
19, dua kekuatan kemudian muncul untuk berebut kekuasaan, yakni keluarga al-
Qu'aity dan al-'Abdallah al-Kathiri. Pada awalnya, dua kelurga tersebut bersatu 
ketika sama-sama menentang kekuasaan anarkis suku al-Yafi'i, yang telah 
bertanggungjawab terhadap kondisi ketidakadilan di masyarakat. Pertentangan 
dua keluarga tersebut terus berlangsung mewarnai perkembangan Hadramaut 
sepanjang abad ke-19.84  
Masyarakat Hadrami menghadapi masalah ekonomi yang berat. Bisa 
diasumsikan, kondisi politik yang tidak stabil akibat pertentangan berbagai 
keluarga selanjutnya memperburuk kondisi ekonomi Hadramaut. Pada masa ini 
kehidupan ekonomi Hadramaut sangat bergantung pada impor dari negara luar. 
Bahkan, menurut Christian Lekon,85 kekayaan Hadramaut Pada 1930 hanya bisa 
memenuhi kebutuhan seperempar penduduknya. Penting dicatat, pada tahun itu, 
20 sampai 30 persen penduduk Hadramaut tinggal di berbagai Negara di 
sepanjang pesisir Samudera Hindia. 
Dari data-data di atas, bisa dipastikan bahwa kondisi ekonomi dan 
politik merupakan masalah besar yang dialami masyarakat Hadiami di 
Hadramaut, khususnya pada abad 19 M. Dan kondisi inilah yang turut mendorong 
mereka melakukan migrasi ke berbagai negara. Dengan demikian, menjadi jelas 
bahwa migrasi orang-orang Hadrami ke berbagai negara termasuk Nusantara 
didasari oleh kebutuhan mencari sumber ekonomi bagi kehidupan mereka, setelah 
kekayaan negeri Hadramaut tidak mampu memenuhi kebutuhan hidup mereka. 
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Dalam buku berjudul Riwayat Kepulauan Hindia Timur oleh L. Van 
Rijck Vorsel, disebutkan bahwa orang-orang Hadrami telah tiba di Pulau 
Sumatera 750 tahun mendahului ekspansi penjajah Belanda. Demikian pula 
dengan Rowland Son, Sturrock, dan Frracis Dai, beberapa tokoh sejarawan yang 
menyatakan bahwa sejak abad 7 – bahkan sebelumnya – orang-orang Arab telah 
menelusuri Hindia Barat yang kemudian menyebar ke pelbagai penjuru 
Nusantara, namun sebagian besar masih mendiami wilayah Malabar. 
G. R. Tibbets dalam Pre-Islamic Arabia juga menyebutkan bahwa 
hubungan dagang antara kawasan Arab Selatan dan Asia Tenggara telah 
berlangsung sejak abad 7 M.86 Menurut J. A. E. Morley, sebagaimana dikutip oleh 
Natalie Mobini Kesheh, pada abad 13 M sejumlah migrant asal Eropa melaporkan 
adanya sejumlah kecil pemukiman pedagang Arab di beberapa kawasan Asia 
Tenggara. Hanya saja, menurut Morley, individu-individu ini tak bisa 
diidentifikasi sebagai Hadrami.87 Gelombang migrasi kaum Hadrami secara 
substansial ke wilayah Asia Tenggara baru terjadi pada pertengahan abad 18 M. 
Generasi awal kaum Hadrami ini mula-mula mendarat di Aceh, lalu Palembang 
dan Pontianak. Dan sejak tahun 1820, koloni Arab mulai bermunculan di Pantai 
Utara Jawa.88  
Gelombang migrasi masyarakat Hadrami ke Nusantara kemudian 
mengalami perkembangan pesat pada pertengahan abad ke-19. Ini menyusul 
perubahan kebijakan pemerintah kolonial yang secara perlahan menjadikan 
                                                             
86Tibbets, Pre-Islamic Arabia and South-East Asia, h. 207. Dalam Natalie Mobini 
Kesheh, Hadrami Awakening., 21-22. 
87Natalie Mobini Kesheh, Hadrami Awakening., 21-22. 





wilayah Jawa dan kepulauan lain di Nusantara terbuka bagi pasar internasional. 
Selain itu, meningkatnya jumlah migrasi ini juga didukung pembukaan Terusan 
Suez pada tahun 1869, sehingga lalu lintas laut antara dunia Arab-Nusantara 
semakin intensif. 
Perjalanan orang-orang Arab Hadramaut ke wilayah Nusantara 
dilakukan menggunakan kapal-kapal uap yang mirip bentuknya dengan kapal 
pinisi. Bertolak dari pelabuhan Al-Mukalla, mereka kemudian berlayar hingga ke 
Malabar di India Selatan. Dari India Selatan, mereka kemudian melanjutkan 
perjalanan ke Sri Langka melintasi selat Malaka, hingga pada akhirnya sebagian 
besar menetap di Sumatera. Sedangkan sebagian rombongan lain meneruskan 
perjalanan ke wilayah yang lebih jauh seperti Kalimantan, Jawa, dan Sulawesi.89 
Tujuan utama kaum Hadrami ke nusantara adalah untuk berdagang. 
Dalam hal ini G. R. Tibbets menulis; 
Tempat-tempat tersebut hanyalah perkampungan sementara 
untuk pedagang yang selalu berpindah-pindah. Kebanyakan 
tinggal hanya di musim dingin untuk mengumpulkan muatan, 
walaupun ada di antara mereka yang tinggal sebagai 
perantara hingga 10 tahun lamanya.90 
 
Senada dengan Tibbets, Morley menyatakan, 
Bangsa Hadrami mungkin datang ke Asia Tenggara hanya 
untuk berdagang dan baru berniat untuk menetap mulai 
tahun 1750 ke atas. Di masa itulah koloni Arab di daerah 
Malaya dan Palembang dimulai. Kendati diketahui orang 
Arab sudah lebih dahulu menetap di Siak dan Pontianak, tapi 
kebanyakan dari koloni etnis ini dipastikan mulai tumbuh di 
akhir abad 19.91 
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Kendati pun tujuan utama migrasi Hadrami ke nusantara adalah 
berdagang, menurut Bisri Affandi, harus tetap diakui bahwa sosialisasi Hadrami 
dengan penduduk local memberi andil besar dalam mempersiapkan nusantara 
menerima ajaran Islam.92 
Pada awal abad 20, komunitas Hadrami di wilayah Asia Tenggara 
mangalami pertumbuhan yang sangat signifikan. Di Hindia-Belanda kala itu, 
komunitas Hadrami bahkan tercatat sebagai minoritas terbesar kedua setelah etnis 
Tionghoa. Menjelang akhir masa kolonial di Indonesia, jumlah keseluruhan 
masyarakat Hadrami di nusantara diperkirakan mencapai 80. 000 jiwa. Jumlah itu 
mengalami peningkatan pesat dari tahun-tahun sebelumnya. Secara lengkap 
statistik kaum Arab-Hadrami di Hindia-Belanda dapat dilihat dari tabel berikut.  
JUMLAH HADRAMI DI HINDIA-BELANDA 
NO TAHUN JIWA 
1 1859 7.786 
2 1870 12.412 
3 1885 20.501 
4 1900 27.399 
5 1920 44.902 
6 1930 71.355 
7 1942 80.000 
 
Menurut van den Berg, sebelum 1859 tidak tersedia data yang jelas 
mengenai jumlah orang Arab yang bermukim di Hindia Belanda. Di dalam catatan 
statistik resmi, mereka dirancukan dengan orang Benggali (India) dan orang asing 
beragama Islam. Data sensus penduduk keturunan Arab di Hindia-Belanda ini 
juga tak memilah secara tegas antara Arab Hadramaut dan Arab yang berasal dari 
daerah lain. Tapi, kendati pun demikian, penting diketahui bahwa mayoritas 
                                                             





penduduk keturunan Arab yang ada di Hindia-Belanda kala itu berasal dari 
Hadramaut.  
Masyarakat Hadrami secara tradisional terbagi dalam sistem yang disebut 
sebagai sistem stratifikasi sosial yang mempengaruhi hampir setiap aspek kehidupan. 
Sistem stratifikasi ini mengatur masyarakat dalam kelompok-kelompok yang 
berbeda menurut keturunan mereka. 
Golongan Sayyid, Habib, Syarif dan Wan (komunitas Melayu) bagi orang 
Arab Hadhrami merupakan penggolongan tingkatan sosial tertinggi berdasarkan 
profesi secara turun menurun yang kemudian menentukan status sosial dan 
melahirkan tata krama pergaulan di lingkungannya. Mereka mengaku keturunan 
Rasulullah, melalui cucunya Husain yang merupakan putra dari puteri Rasulullah 
Saw yang bernama Sayyidah Fatimah Az-Zahra yang menikah dengan Sayyidina Ali 
bin Abi Thalib. Dari jalur Ahmad bin ’Isa al-Muhajir (seorang emigran) yang 
merupakan generasi kedelapan keturunan Putri Rasulullah, Fatimah ra. Dia 
memasuki Hadhramaut pada tahun 925 M setelah bertolak dari Basyrah di Iraq. 
Para Sayyid ini dikenal sebagai ulama yang paham tentang Islam sehingga banyak 
dari mereka yang menjadi guru, mubaligh, da’i yang berpengaruh dan dihormati 
oleh masyarakat.93 Tingkatan sosial kedua adalah golongan Masyayikh (sarjana) dan 
Qaba’il (anggota suku). Pada awalnya Masyayikh memegang kepemimpinan 
religius, tetapi terpinggirkan oleh para sayyid yang datang belakangan di daerah 
tersebut. Meskipun demikian mereka memiliki ’kebaikan’ secara turun temurun. 
Keturunannya melanjutkan suatu peran religius yang sama walaupun praktis lebih 
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rendah posisinya mengingat sayyid-lah yang memimpin upacara religius. Sementara 
Qaba’il meskipun memiliki status yang setara dengan Masyayikh, memiliki peran sosial 
yang sangat berbeda. Mereka merupakan suku bangsa yang kompetitif, yang 
menduduki dan mengawasi sebagian besar daerah pedalaman, membawa senjata dan 
dianggap kurang saleh. Tingkatan sosial ketiga adalah golongan Masakin (poor; 
orang miskin) dan dhuafa (weak; tidak mampu), yang mayoritas bekerja sebagai 
pedagang, pekerja rendahan, penjaga kebun, tukang bangunan, buruh kasar dan 
lain-lain. Tingkatan terendah dari sistem stratifikasi ini adalah budak, yang 
merupakan keturunan Afrika dan bukan orang Arab.94 
Menurut Van den Berg, gelar sayyid sebagai status sosial tertinggi di 
Hadramaut pada mulanya adalah wakil agama dan hukum. Mereka mengatur opini 
publik dan masyarakat memberi perhatian yang sangat tinggi kepada mereka, jika 
ada seorang sayyid yang masuk dalam ruangan penuh orang, maka semua yang 
hadir harus mencium tangannya walaupun mereka sudah lebih tua dan pintar.  
Pada hakikatnya masyarakat Arab itu umumnya adalah masyarakat 
yang menganut sistem Kapitalisme Feodalisme yang memprioritaskan kaum 
bangsawan sebagai orang yang mempunyai kedudukan di masyarakat dan 
mempunyai kapital yang cukup untuk menguasai roda perekonomian. Kapitalis 
biasanya menerapkan sistem open social stratification yang memungkinkan akan 
adanya dinamika kelas-kelas sosial yang ditandai oleh kepemilikan modal oleh 
seseorang atau segolongan masyarakat. Di samping mereka mendasarkan struktur 
masyarakatnya pada kepemilikan modal yang bersifat open social stratification, 
                                                             





juga menerapkan landasan keturunan tinggi sebagai dasar lain yang lebih cenderung 
bercirikan closed social stritification. 
Tingkatan-tingkatan sosial tersebut menggejala hampir di seluruh lapisan 
masyarakat Arab. Penggolongan dalam komunitas Arab diasosiasikan dengan 
suatu kedudukan tertentu (tinggi atau rendah). Penilaian tinggi rendah status sosial 
masyarakat tentu berbeda bagi setiap warganya, namun mereka mengetahui 
dengan tepat, siapa di antara warga-warganya dalam lingkungan pergaulan 
mereka sendiri yang dapat dianggap lebih tinggi, dan karena itu harus 
diperlakukan dengan hormat, dan siapa yang mereka anggap lebih rendah 
kedudukannya daripada mereka sendiri. Karena itu setiap warga masyarakat Arab 
sudah mengetahui sopan santun pergaulan apa yang harus mereka terapkan dalam 
menghadapi warga-warga masyarakat yang lain. Stratifikasi social tersebut pada 
akhirnya sangat berpengaruh dalam dinamika perumusan identitas masyarakat 
Hadrami di nusantara. 
B. Konteks Sosial-Politik Kebangkitan Hadrami 
Motif  dagang  dari  migrasi  Hadrami  ke  nusantara,  yang  bisa 
diistilahkan  "diaspora perdagangan"  (trade diaspora),  pada  praktiknya  tidak 
hanya  terbatas  pada  kegiatan  ekonomi  semata.  Melainkan,  hal itu juga berarti  
perjumpaan  budaya  (cultuural  ecounter).  Dalam  hal  ini,  para   pedagang Arab 
sekaligus bertindak sebagai pialang yang memperkenalkan budaya Arab-Islam 
kepada masyarakat nusantara. Sebagaimana umumnya masyarakat yang 
mengalami diaspora, perumusan identitas senantiasa menjadi satu tema penting. 





Negara  kerap  kali  rentan  dengan perubahan-perubahan  sosial  dan  politik.95 
Dan hal demikian itu pula yang dialami masyarakat Hadrami di Indonesia masa 
penjajahan Belanda. 
Sebagaimana diketahui, imigran Arab di Indonesia harus menerima 
kenyataan bahwa kebijakan pemerintah kolonial Belanda telah menempatkan 
mereka (bersama kaum minoritas lain, yakni Cina dan India) dalam satu 
kelompok sosial tersendiri, yang disebut "Masyarakat Timur Asing" (Vreemde 
Oosterlingen). Posisi ini berada di tengah Antara masyarakat Eropa dan pribumi. 
Bersamaan dengan itu, berbagai regulasi juga ditetapkan  pemerintah Belanda-
seperti surat jalan-yang semakin mempersempit ruang gerak mereka. Peraturan ini 
tampaknya berimplikasi penting bagi keberadaan masyarakat Hadrami di 
Indonesia. Ia tidak hanya menghambat proses integrasi secara mulus dengan 
masyarakat Indonesia, tapi juga membawa masyarakat Hadrami (dan Arab secara 
umum), cenderung mendefinsikan diri mereka "berbeda" dengan masyarakat 
pribumi.  
Kendati secara tradisional terbagi ke beberapa kelas social sebagaimana 
telah disinggung, namun setibanya di nusantara, perlahan-lahan strata social kaum 
Hadrami tersebut mengalami pergeseran-pergeseran. Segregasi social berdasarkan 
pekerjaan di negeri asal, misalnya, tak lagi berlaku setibanya di nusantara. Hampir 
semua imigran asal Hadramaut, tanpa melihat latar belakang status social, terlibat 
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dalam aktifitas ekonomi yang sama yaitu perdagangan. Menururt van den Berg, 
system stratifikasi ini sebenarnya sudah runtuh di akhir abad 19.96 Hal ini dipicu, 
antara lain, oleh kebijakan pemerintah Hindia-Belanda di atas. Di samping itu, 
kesediaan pemerintah Hindia-Belanda mengangkat ‘pejabat’ Arab dari kalangan 
non-sayyid juga mempengaruhi pergeseran dimaksud. Pejabat Arab ini diberi 
gelar hoofd der Arabieren atau kadang-kadang digelari Luitenant atau Kapitein. 
Pejabat Arab ini biasanya diangkat ketika populasi Arab di sebuah kota 
berkembang pesat. Pengangkatan pertamanya bertempat di Semarang pada tahun 
1819. Kemudian diikuti oleh kota-kota lain sepanjang abad 19.97 Kebijakan 
pemerintah Hindia-Belanda ini, sedikit banyak, mereduksi kedudukan istimewa 
kaum sayyed terutama di hadapan non-sayyid di Hindia-Belanda. Tapi di saat 
bersamaan para sayyid baca; Habaib berhasil memperoleh kedudukan social 
istemewa baru, terutama di hadapan para penduduk local yang beragama Islam.  
Sejarah masyarakat Hadrami yang ada di Indonesia adalah bagian dari 
sejarah diaspora dari generasi awal (first generation) menjadi generasi hibrida 
yang tersebar di sepanjang Negara-negara di pesisir Samudera Hindia. Proses 
hibridasi ini umumnya terjadi melalui asimilasi perkawinan. Para imigran 
Hadrami, yang sebagian besar terdiri dari kaum Adam, menikahi wanita-wanita 
lokal di Negara tujuan. Budaya patriarkhal, tampaknya, cukup berpengaruh dalam 
mendorong para wullaity untuk menikah dengan penduduk nusantara tanpa harus 
takut kehilangan jatidiri sebagai Hadrami. Sistem penentuan nasab berdasarkan 
garis kebapakan ini lumrah berlaku di hampir seluruh wilayah Timur-Tengah. 
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Oleh karena itu, keturunan dari seorang pria Hadrami dan seorang wanita lokal 
Indonesia dapat dianggap sebagai Hadrami.98 Hal ini, di sisi lain, membuat posisi 
kaum Hadrami menjadi unik. Di satu sisi mereka menikmati privillage dalam 
kasta social pemerintahan Hindia-Belanda sebagai bangsa Timur-Asing, tapi pada 
saat bersamaan, muwallad Hadrami tetap menyandang status ‘’pribumi’’ dari 
garis keturunan ibu.99 Pada masa-masa selanjutnya, hal ini berimpilikasi pada 
perumusan identitas kebangsaan mereka statehood. Antara mempertahankan 
Hadramaut sebagai tanah air wathan dalam spirit patriotisme teritorial atau 
menjadi orang Indonesia sepenuhnya. 
Hingga awal abad ke-20, identitas "ke-Arab-an" Masyarakat Hadrami, 
yang disandangnya sejalan dengan peran mereka sebagai "pemimpin umat Islam" 
diterima luas di kalangan masyarakat Nusantara. Klaim bahwa mereka datang 
untuk "mengislamkan orang pribumi" makin memperkuat posisi superioritas 
mereka di kalangan masyarakat Nusantara. Posisi demikianlah yang kemudian 
membuat kehadiran masyarakat Hadrami di Nusantara bisa diterima kalangan 
Muslim Nusantara. Sifat-sifat ke-Arab-an yang terus diperlihara masyarakat 
Hadrami, sebagai wujud perumusan diri mereka, justru dipahami Muslim 
Nusantara sebagai artikulasi keislaman. Karena itu, dibanding misalnya 
masyarakat Cina, proses integrasi masyarakat Hadrami dengan masyarakat 
Nusantara berlangsung lebih mulus. Meskipun, harus pula diakui bahwa klaim 
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mereka sebagai ras lebih tinggi tetap bertahan dalam kesadaran masyarakat 
Hadrami. 
Gerakan nasionalisme Indonesia pada awal abad ke-20 telah 
menempatkan kalangan Hadrami pada posisi dilematis. Masyarakat Hadrami 
benar-benar berada di persimpangan jalan; apakah tetap menjadi Hadrami atau 
melepaskan sama sekali identitas ke-Hadrami-annya dan menjadi "orang 
Indonesia". Tidak mudah mereka memberikan respon terhadap persoalan ini. 
Bahkan, ketika respon diberikan, tidak ada format tunggal. Di sinilah menariknya 
sejarah kaum Hadrami di Indonesiai, yaitu tarik menarik antara kalangan 
konservatif yang ingin mempertahankan ke-Hadrami-an mereka, dengan kalangan 
yang berpikir moderat, bahwa ke-Hadrami-an tidak perlu dipertahankan lagi. 
Sampai kira-kira dua dekade awal abad 20, kaum Hadrami masih berkutat di 
perdebatan seputar identitas itu.   
C. Awal Kebangkitan Hadrami 
Titik awal kebangkitan –atau meminjam istilah Natalie Mobini Kesheh, 
al-nahdhah- kaum Hadrami di Indonesia dapat dilihat dari munculnya keinginan 
kolektif untuk mendirikan organisasi. Jaimiat Khair, sebagai organisasi pertama 
yamg didirikan oleh kaum Hadrami terilhami oleh Tiong Hwa Hoe Kwan 
(THHK), sebuah organisasi masyarakat Tionghoa di Batavia. Kebangkitan 
komunitas Tinghoa di Nusantara menjadi pendorong utama bagi masyarakat 
Hadrami untuk mendirikan organisasi.100 Kebangkitan ini pada mulanya berkisar 
pada masalah bagaimana mempertahankan identity of community. Melihat 
                                                             





kemajuan yang pesat pada kalangan Cina, kaum Hadrami lalu mendirikan 
organisasi Jami'at Khair. Jami'at Khair bertujuan memajukan masyarakat Hadrami 
di Indonesia. Organisasi ini didirikan di Batavia pada tahun 1901, dan tahun 1905 
mendapat pengesahan dari pemerintah Belanda. Tokoh-tokoh yang terlibat pada 
umumnya adalah elit Hadrami  dari keluarga Sayyid bin Shahab dan Al-Mashhur. 
Said bin Ahmad Basandid adalah ketua pertama organisasi ini, sedangkan 
wakilnya Salim bin Awad Balweil. Mereka juga mendirikan lembaga pendidikan 
modern di Krukut, Tanah Abang, dan Bogor, yang kemudian ditiru oleh 
masyarakat Hadrami lainnya di Pekalongan, Solo, Surabaya, dan Palembang.101  
Bersamaan dengan perkembangan di atas, gerakan nasionalisme 
semakin berkembang di masyarakat Indonesia. Sejumlah organisasi modern 
didirikan, bersamaan dengan penerbitan majalah dan suratkabar, dan 
pembaharuan pendidikan. Namun, sejauh menyangkut masyarakat Hadrami, 
berdirinya Sarekat Dagang Islam (SDI) pada 1909 dan selanjutnya Sarekat Islam 
(SI) pada 1911 memiliki makna penting terhadap perkembangan masyarakat 
Hadrami. Perkembangan kedua organisasi itu, lebih khususnya SI, telah 
mempercepat proses perumusan identitas di kalangan masyarakat Hadrami. 
Didirikan karena alasan-alasan yang lebih bersifat ekonomi, SDI dan juga SI pada 
awalnya melibatkan kalangan masyarakat Hadrami pada kepengurusan organisasi. 
Bersama-sama dengan Muslim Indonesia, masyarakat Hadrami terlibat dalam 
pengembangan ekonomi, di samping tentu saja kebangkitan Islam. Masyarakat 
Hadrami menjadi penyandang dana bagi kegiatan-kegiatan organisasi.  
                                                             





Di anta^ra tokoh Hadrami yang paling berpengaruh adalah Sayyid 
Hasan bin Sumait. Ia adalah seorang residen Surabaya yang menjadi anggota 
pengurus pusat SI dari I9I4 hingga 1919. Selain itu, keterlibatan Hadrami dalam 
SI juga terdapat pada kepengurusan cabang SI di berbagai daerah di Nusantara.102 
Mereka umumnya menjadi pengurus inti SI karena dukungan finansial yang 
diberikannya bagi kegiatan organisasi. 
Namun demikian, sejalan makin menguatnya orientasi politik dalam 
gerakan SI, keterlibatan masyarakat non-pribumi –tepatnya masyarakat Hadrami- 
mulai dipertanyakan. Sentimen anti non-pribumi ini mulai muncul pada kongres 
SI pertama pada 1917. Dalam kongres itu disepakati bahwa keterlibatan non-
pribumi dalam SI dibatasi hanya sebagai anggota, bukan pengurus. Suasana anti 
non-pribumi dalam SI semakin kuat, sehingga pada 1919 sejumlah besar 
masyarakat Hadrami secara resmi menyatakan keluar dari SI. Selain itu, 
masyarakat Hadrami juga semakin tidak memiliki tempat dalam SI menyusul 
makin kuatnya arus komunisme dalam tubuh SI. Oleh karena itu, pernyataan "anti 
kapitalis" yang secara keras disuarakan kalangan SI dirasa mengancam posisi 
masyarakat Hadrami yang dikenal banyak memiliki modal dan mengambil 
keuntungan atas keterlibatan mereka dalam SI. Dalam suasana demikian itulah, 
masyarakat Hadrami di Nusantara semakin terdorong untuk merumuskan kembali 
identitas mereka di tengah masyarakat Nusantara. Di satu pihak, mereka 
dihadapkan pada kebangkitan masyarakat Cina, dan di pihak lain mereka harus 
menerima sikap anti non-pribumi yang semakin keras dalam tubuh SI. Kondisi 
                                                             





tersebut akhirnya semakin memaksa mereka melihat kembali identitas "ke-Arab-
an" ya^ng telah lama disandang masyarakat Hadrami di Nusantara. Dalam 
konteks inilah, istilah "Hadrami" (the Hadrami-ness) mulai tampil ke permukaan 
menjadi ajang perdebatan di kalangan masyarakat Hadrami. Perasaan sebagai 
"orang Hadrami" semakin tumbuh di kalangan mereka, yang dirumuskan untuk 
membedakan mereka dari masyarakat Indonesia yang semakin memperlihatkan 
sikap anti terhadap non-pribumi. 
Upaya untuk merumuskan identitas ke-Hadrami-an di kalangan 
masy^rakat Hadrami di Nusantara tercermin dalam pengembangan konsep 
wathaniyyah. Konsep tersebut sebenarnya merupakan langkah difensif, karena ia 
bersifat inward looking. Hal ini sangat berkaitan erat dengan dinamika pergerakan 
nasionalisme Indonesia yang dalam beberapa hal semakin menempatkan posisi 
kaum Hadrami ke dalam posisi "terdesak". Posisi Hadrami dalam beberapa 
organisasi pergerakan semakin terdesak setelah para tokoh nasionalis 
menyimpulkan bahwa nasionalisme Indonesia harus dijauhkan dari berbagai hal 
yang berbau Arab. Keputusan ini mungkin terdengar apriori, namun berbagai 
preseden buruk mengakibatkan kaum Hadrami dianggap sebagai kalangan 
oportunis. 
Dalam keadaan seperti inilah konsep wathaniyyah (cinta tanah air) 
dilahirkan. Fenomena seperti ini sebenarnya tidak terlalu mengherankan pada 
kalangan masyarakat minoritas di mana pun juga. Di tengah-tengah masyarakat 
pribumi Indonesia yang menjadi mayoritas, rasa keterancaman ini menjadi sesuatu 





mengembangkan  konsep China-ness. Bila orang Cina untuk Cina, maka orang 
Hadrami untuk Hadramaut, dan seterusnya.  
Ironisnya, konsep wathaniyyab masyarakat Hadrami ini dikembangkan 
atas prinsip penolakan bahwa ketika seorang Hadrami menjadi "Hadrami", maka 
ia otomatis tidak bisa menjadi seorang Indonesia. Orang Cina tampaknya dapat 
menghindari perdebatan demikian. Menjadi seorang Cina tidak berarti tidak bisa 
menjadi seorang Indonesia. Paling tidak dalam Proses perumusan identitas 
mereka, Cina tidak menghadapi dilema seperti itu. Karena itu, Cina mendahului 
kalangan Hadrami dalam Perumusan identitas ke-Indonesia-annya. Maka pada 
dekade pertama awal abad ke-20, tidak seorang pun tokoh Hadrami yang 
berpandangan bahwa seorang Hadrami dapat saja menjadi seorang Indonesia.  
Fenomena ini sebenarnya sulit sekali diterangkan, kecuali kita 
berpendapat bahwa kalangan Hadrami selalu menganggap Indonesia adalah 
daerah peranrauan, tempat mencari rejeki, yang sewakru-wakru dapat 
ditinggalkan. Inilah sebenarnya yang menghambat masyarakat Hadrami dalam 
proses perumusan mereka sebagai bagian dari bangsa Indonesia. Oleh karena itu, 
masyarakat Hadrami kemudian terjebak dalam pusaran perdebatan wathaniyyah 
ini. Harus diakui, perdebatan ini sangat  membosankan dan berlarut-larut, dan 
mempengaruhi generasi selanjutnya untuk memberi interpretasi yang lain sama 
sekali terhadap konsep itu.  
Salah satu penyebabnya adalah bahwa konsep, wathaniyyah itu sendiri 
sebenarnya tidak begitu jelas. Siapakah yang disebut Hadrami? Apakah seorang 





mengklaim bahwa ia adalah Hadrami yang sebenarnya. Sebaliknya non-sayyid 
berdalih bahwa ia adalah Hadrami yang sebenarnya. Sayyid adalah pendatang di 
Hadramaut, karena itu mereka tidak pernah menjadi seorang Hadrami.  
Konflik sayyid versus non-sayyid ini pada tahap berikutnya menjadi 
semacam "senjata makan tuan". Konsep wathaniyyah (Hadrami untuk Hadramaut) 
mengalami anti-klimaks dengan munculnya ide tandingan pada kalangan generasi 
muda Hadrami yang mengembangkan konsep yang didasarkan atas prinsip 
penolakan segala ide wathaniyyah di atas; Indonesia-lah tanah alr mereka. Bukan 
Hadramaut.  
Fenomena berdirinya Jami'at al-Khair dan al-Irsyad, dua organisasi 
pendidikan yang didirikan oleh masyarakat Hadrami, harus dilihat dalam konteks 
di atas. Dua organisasi ini didirikan sebagai media persemaian ide-ide 
wathaniyyah tersebut; yaitu Hadrami untuk Hadramaut. Meskipun dua organisasi 
ini dianggap modern -yakni menggunakan sisrem pendidikan modern seperri yang 
dikenal di kalangan Muhammadiyah- konsep wataniyyah yang mereka 
kembangkan sangat konservatif. Jargon "Hadrami untuk Hadramaut" tidak boleh 
dikutak-katik. 
Sistem pendidikan yang ditawarkan oleh Jami'at al-Khair dan al-Irsyad 
persis sama dengan sistem pendidikan kolonial Belanda. Dalam hal pendidikan, 
al-Irsyad sebenarnya jauh lebih sukses. Mereka mendirikan sekolah di mana-
mana. Pendidikan ditawarkan secara klasikal dan berjenjang; dasar, menengah, 
dan tinggi. Para siswa diwajibkan memakai seragam; kemeja, celana panjang, 





kepanduan, musik dan olahraga. Kemandirian merupakan sikap yang selalu 
ditekankan kepada para murid. Pendek kata, al-Irsyad tengah mempersiapkan 
generasi Hadrami yang modern. Wathaniyyah (cinta tanah air) tetap merupakan 
prioritas utama. Hal ini diimplementasikan di antaranya dalam pelaiaran geografi 
dan sejarah, di mana pembelajaran semata diarahkan untuk memahami negeri 
Hadramaut dan negeri-negeri Timur Tengah secara umum. Dan pelajaran ini 
digabung dengan pelajaran bahasa Arab.  
Para siswa yang dapat menyelesaikan pendidikannya dengan baik diberi 
beasiswa untuk mendapatkan pendidikan tinggi mereka di Tarim dan Say'un, dua 
kota di Hadramaut. Berkat pendidikan seperti ini kalangan muda Hadrami 
memiliki wawasan negeri Hadramaut dengan baik, bahkan jauh lebih baik 
daripada orang tua mereka.  
Kalangan Hadrami pada umumnya menerjemahkan wathaniyyah ini 
dengan sikap dan tanggung jawab untuk membangun tanah leluhur. Hal ini lebih 
lanjut berkaitan dengan program pembangunan nasional di Hadramaur yang 
dicanangkan oleh Sultan Ali Ibnu Salah. Karena itu, semua orang yang merasa 
drrinya Hadrami harus rurut serta dalam program ini. Dalam majalah al-
Irshad,konsep wathaniyyah ini dielaborasi lebih lanjut:  
Orang yang mencintai tanah airnya harus berjuang untuknya dengan 
menyinarinya cahaya ilmu pengatahuan, dan membangunnya demi kejayaannya. 
Kemakmuran harus dipersembahkan untuk tanah air. Tak ada yang lebih berarti 
dari pada menyinari masyarakatnya dengan cahava ilmu pengetahuan.103  
                                                             





Dalam Imagined Community, Ben Anderson menerangkan bahwa 
politik sentralisasi dan kompartementalisasi pendidikan Belanda –penyekatan 
golongan pribumi, Timur Jauh, dan Eropa– telah mempercepat kesadaran 
kalangan pribumi yang berada dalam satu koridor bahwa mereka sebenarnya satu 
dan sama.104 Dari sini kemudian benih-benih nasionalisme mulai tumbuh. Namun 
perasaan demikian tidak tumbuh di kalangan masyarakat Arab-Hadrami. 
Alasannya adalah karena sistem pendidikan kaum Hadrami tidak terintegrasikan 
ke dalam sistem pendidikan kolonial. Mereka memiliki sekolah, guru, kurikulum, 
metode, dan bahasa yang berbeda, sehingga Hadrami betul-betul menjadi another 
world, terpisah dari lingkungan luar. Sistem pendidikan yang benar-benar terpisah 
ini tidak hanya menghambat tumbuhnya kesadaran nasionalisme, tapi juga 
melahirkan orientasi pendidikan yang berbeda pada jenjang selanjutnya yang 
akhirnya mempengaruhi pilihan karir dalam kehidupan mereka. Pendidikan 
kolonial Belanda bermuara pada satu titik, kota Batavia, di mana para siswa 
melanjutkan pendidikan tinggi mereka, dan setelah itu mengembangkan karir. 
Sebaliknya pendidikan Hadrami bermuara pada Kairo dan kota-kota lainnya di 
Timur Tengah. Setelah menyelesaikan pendidikan di Tanah Air, banyak kalangan 
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D. Ahmad Syurkati dan Lahirnya al-Irsyad al-Islamiyyah 
Sejalan dengan makin kuatnya proses perumusan kembali apa itu 
Hadrami (the Hadrami-ness), masyarakat Hadrami di Nusantara kemudian terbagi 
ke dalam dua kelompok utama yang memiliki pandangan berbeda mengenai 
rumusan kehadramian. Perbedaan ini terefleksikan dengan jelas pada pertentangan 
dan konflik antara Jami'at al-Khair dan al-Irsyad, di mana kelompok pertama 
menekankan hubungan darah dengan Nabi -yakni sayyid sebagai prasyarat utama 
untuk bisa disebut sebagai Hadrami. Sementara itu, kelompok kedua, memiliki 
pandangan yang lebih moderat. Kelompok kedua bahkan mengklaim bahwa 
mereka adalah Hadrami yarg sesungguhnya.105 
Pada mulanya Jami'at al-Khair tidak mempersoalkan anggotanya, 
saryyid atau bukan. Bagi mereka yang penting adalah Hadrami. Namun sejak 
kedatangan Shaikh Ahmad Surkati pada tahun 1911, seorang reformis dari Sudan, 
situasi ini secara perlahan berubah. Pada tahun-tahun pertama kedatangannya, 
Surkati diangkat menjadi pengawas pendidikan di Jami'at al-Khair. Dalam dua 
tahun, organisasi ini maju dengan pesat. Namun, kemajuan ini tampaknya cukup 
tidak mengenakkan bagi kalangan sayyid yang konservatif. Pengaruh Surkati yang 
semakin besar, ditambah lagi sikapnya yang kritis terhadap tradisi sayyid, benar-
benar merupakan ancaman.  
Teori tentang otoritas yang terfragmentasi (fragrnented authority) 
terbukti di sini; yaitu bila kedua belah pihak mengalami penguatan, maka konflik 
terbuka akan segera terjadi. Masing-masing ingin mengambil kesempatan untuk 
                                                             





mengambil alih pimpinan. Dalam satu kesempatan, Surkati menjelaskan bahwa 
perkawinan antara non-sayyid dan sayyidah sah-sah saja menurut kacamata kaum 
reformis. 
 Jawaban Surkati ini tentu saja membakar telinga pimpinan Jami'at al-
Khair di Batavia. Dan sejak tahun 1914, Surkati secara resmi keluar dari Jami'at 
al-Khair. Peristiwa ini telah menimbulkan kegoncangan di kalangan Hadrami. 
Mereka terbagi ke dalam dua kelompok. Kelompok yang tetap mempertahankan 
tradisi kesayyidan, dan kelompok Surkati, terdiri dari sejumlah non-sayyid dan 
sayyid yang reformis.  
Pada mulanya Syurkati bermaksud mundur dari ketegangan ini dengan 
kembali ke Mekkah. Namun karena langkah persuasif Umar al-Manqush, seorang 
penentang tradisi sayyid, Surkati mengurungkan niat dan melanjutkan 
perjuangannya di Indonesia. Mereka kemudian mendirikan Madrasah al-Irsyad 
al-Islamiyyah di Jakarta dan organisasi Jam'iyyah al-Ishlah wa al-Irsyad al-
Arabiyyah. Al-Irsyad adalah organisasi yang bertujuan menjaga kemurnian Islam 
dan memerangi keterbelakangan yang terjadi di kalangan masyarakat Muslim 
pada umumnya dan kalangan Hadrami pada khususnya.  
Pada prinsipnya Jami'at al-Khair dan al-Irsyad tidak banyak berbeda. 
Keduanya reformis-modernis, kecuali yang pertama didominasi para sayyid yang 
menjaga prinsip kafa'ah, sedangkan kedua didominasi kalangan non-sayyid. 
Dengan mengatasnamakan Arab, al-Irsyad tampaknya ingin, paling tidak ini 
ambisi orang-orang seperti al-Manqush, mengambil alih tampuk pimpinan yang 





Pada mulanya orang dengan mudah menduga bahwa al-Irsyad akan 
mengalami perkembangan berbeda dari Jami'at al-Khair. perbedaan ini paling 
tidak tercermin dalam konsep Hadrami-ness yang tidak terlalu kental, seperti 
dalam tujuan organisasi yang diarahkan untuk memajukan kaum Muslimin. 
Namun, dalam kenyataannya -karena bersifat inwardI o o k in g- al-Irsyad ti dak 
bisa melepaskan diri dari sokongan kaum Hadrami, bahkan konsep Hadrami-ness 
ini meniadi semakin kental. Kenyataan lain yang turut mengidentikkan al-Irsyad 
dengan Hadrami adalah fakta bahwa hampir semua pemimpinnya adalah 
masyarakat Hadrami. Masyarakat pribumi tidak dapat sepenuhnya mengikuti 
pendidikan yang ditawarkan oleh al-Irsyad. Salah saru alasannya adalah di 
samping kurikulum yang dikembangkan mengharuskan para siswa mengikuti 
pelajaran dalam bahasa Arab, juga sejak semula al-Irsyad sulit menghindarkan 
kesan bahwa sekolah tersebut memang secara eksklusif diperuntukkan bagi anak-
anak Hadrami.106  
Ini sebenarnya tidak menguntungkan, baik bagi kalangan Hadrami 
sendiri, maupun bagi pribumi. Oleh karena itu, generasi muda Hadrami praktis 
tidak memiliki komunikasi yang memadai dengan para pribumi. Begitu pula 
sebaliknya golongan pribumi memandang Hadrami sebagai bagian yang memang 
benar-benar terpisah dari pribumi. Kondisi ini kemudian menimbulkan banyak 
pandangan negatif terhadap kalangan Hadrami. Cerita yang banyak beredar di 
kalangan pribumi berikut ini melukiskan betapa miringnya pandangan kalangan 
pribumi terhadap kaum Hadrami.  
                                                             





Konon, diceritakan bahwa dalam suatu kesempatan, Rasulullah 
diundang oleh sepasang suami istri. Dalam kesempatan itu Rasulullah dihidangi 
berbagai makanan yang lezat. Namun sedikit pun beliau tidak mencicipi hidangan 
tersebut. Beliau tahu bahwa daging itu bukan sapi, tapi daging babi, sehingga 
beliau murka. Keduanya lalu diasingkan ke sebuah gurun tandus, di mana 
kematian (maut) dapat hadir (hadhara) setiap saat. Daerah itu lalu disebut 
Hadramaut.107  
Meski demikian, konflik Hadrami-pribumi tidak sedahsyat konflik 
sayyid non-sayyid. Al-Irsyad menetapkan, seorang sayyid tidak diperkenankan 
untuk menjadi anggota pelaksana harian al-Irsyad. Hal ini tentu berkaitan dengan 
konflik antara Surkati dengan Jam'iat al-Khair beberapa tahun sebelumnya. 
Namun demikian, menganggap al-Irsyad sebagai organisasi anti sayyid 
sepenuhnya juga keliru. Beberapa sayyid, dengan kriteria khusus tentu saja, 
seperti Sayyid 'Abdulllh bin 'Alwi al-'Attas dan Sayyid 'Abdullah bin Abu Bakr 
al-Habsyi malah menjadi penyandang dana al-Irsyad. Umar al-Manqush, 
misalnya, meski tidak memiliki jabatan resmi, sangat berpengaruh dalam 
menentukan mereka yang menjabat dalam kepengurusan al-Irsyad.  
Generasi pertama al-Irsyad umumnya didominasi oleh non-sayyid yang 
lahir di Hadramaut. Baru pada masa berikutnya, para muwuallad yang lahir di 
Indonesia menggeser posisi non-sayyid tersebut. 'Abdullah bin 'Aqil Bajurai, 
diangkat sekretaris tahun 1921, adalah seorang muwallad yang lahir di Batavia 
pada 1904. Bajurai kemudian mengangkat beberapa orang muwallad seperti 'Ali 
                                                             





bin Sa'id bin Mugaith, 'Ali bin 'Abdullah bin Harharah, Umar bin Sulaimln bin 
Naji, dan 'Ali bin Salim bin Hubaish untuk duduk bersama-sama sebagai 
pengurus.  
Sementara itu pada 1920-1930, konflik antara sayyid dan non-sayyid 
semakin memburuk. Para non-sayyid menuduh golongan sayyid sebagai serigala 
berbulu domba. Mereka sebenarnya adalah foreigner di Hadramaut. Karena 
dianggap orang asing, seorang sayyid sebenarnya tidak bisa meniadi seorang 
Hadrami. Di samping itu, mereka juga mempertanyakan titel sayyid; bahwa titel 
itu sebenarnya dapat dipakai oleh siapa saja, terlepas apakah ia keturunan Nabi 
atau bukan. Seorang Muslim yang baik, berilmu, dan terhormat bisa saja disebut 
sayyid. Kalangan sayyid menyerang balik dengan mengatakan bahwa al-Irsyad 
tidak bisa menjadi reprsentasi kalangan Hadrami. Terlalu banyak darah Afrika di 
sana. Surklti negro, dan negro bukan Arab. Konflik sayyid versus non-sayyid ini 
sebenarnya bukan hal baru dalam sejarah kaum Hadrami. Dikenal sebagai 
masyarakat patriarkhi, orang Hadrami sangat menekankan konsep kafaah 
(kesederajatan), yang selanjutnya memunculkan tiga kelas sosial masyarakat 
Hadrami. Golongan sayyid menempati tempat tertinggi dalam sistem masyarakat 
Hadrami. Mereka adalah keturunan Nabi dan menjadi pemimpin agama. 
Golongan kedua ditempati masyayikh dan qaba'il, yakni para ulama dan 
pemimpin suku yang memiliki syarf (kemuliaan). Golongan paling rendah adalah 
masakln (orang-orang miskin), yang terdiri dari para pekerja, pedagang, pengrajin 





Golongan masyayikh pada mulanya memiliki posisi penting, namun 
sejak kedatangan kaum sayyid, peran mereka diambil alih oleh kaum sayyid. 
Meski demikian, bila memperhatikan konteks sosial-politik pertentangan kedua 
kelompok Hadrami di atas, tampak bahwa faktor internal di Nusantara lebih 
dominan. PertentanganJamia'at al-Khair dan al-Irsyad lebih merupakan hasil dari 
sebuah proses historis di Nusantara, di mana mereka memang tengah terlibat 
dalam upaya perumusan kembali ke-Hadrami-an (the Hadrami-ness). Dalam 
konteks inilah, isu sayyid dan non-sayyid, yang menjadi salah satu isu utama 
perdebatan mereka, lebih merupakan hasil dari perbedaan mereka dalam 
merumuskan kehadramian yang berbasis pada pengalaman historis mereka di 
Nusantara.  
Pandangan ini didasarkan pada fakta bahwa stratifikasi social 
masyatakat Hadrami yang didasarkan pada konsep kafa'ah (persamaan)  -di mana 
seorang sayyid yang harus menjadi pemimpin pada dasarnya telah hancur akibat 
kebiiakan rasial pemerintah kolonial. Sebagalmana diketahui, pemerintah kolonial 
menempatkan seorang non-sayyid sebagai hoofdder Arabien (kepala masyarakat 
Arab) dengan pangkat liutenan atau kapiten. Sebagian besar para kapiten atau 
lietenan berasal dari kalangan non-sayyid.  
Pengangkatan ini bagaimana pun juga memicu ketegangan antara 
kalangan sayyid dengan non-sayyid. Beberapa tokoh non-sayyid, seperti Umar 
Manqush, seorang kapiten dan pengusaha yang berhasil, menjadi ancaman yang 
serius terhadap otoritas sayyid. Dalam sebuah kesempatan Manqush mengatakan 





dan bahwa perkawinan antara non-sayyid dengan sayyidah adalah sah menurut 
agama.108  
Persoalan-persoalan seperti inilah yang mempercepat konflik Jami'at al-
Khair' dan al-Irsyad. 
1. Biografi Ahmad Syurkati 
Ahmad Syurkati lahir di Desa Udfu, Jazirah Arqu, daerah Dongula, 
Sudan109 pada tahun 1292 H/1875 M. Dia diyakini masih keturunan Jabir bin 
Abdullah al-Ansari dari seorang bapak yang bernama Muhammad. Dengan 
demikian nama lengkapnya adalah Ahmad Muhammad Syurkati al-Anshari. 
Dan kemudian lebih dikenal dengan sebutan Syaikh Ahmad Syurkati. Sedang 
Syurkati berarti banyak kitab (dalam bahasa setempat Sur artinya kitab, dan 
Katti artinya banyak).110 
Beliau berasal dari keluarga terpelajar dalam ilmu agama Islam. 
Menurut penuturan saudara kandungnya, Syurkati sejak kanak-kanak telah 
ditandai kelebihan berupa kejernihan pikiran dan kecerdasan. Dan hal ini 
cenderung membuat ayahnya memperlakukan dia lebih istimewa dari saudara-
saudara kandung lainnya.111 Bentuk dari perlakuan istimewa ayahnya 
diantaranya adalah diajaknya dia dalam majelis-majelis ilmiah yang dihadiri 
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para guru agama. Di samping itu sejak kecil dia juga menghafal Al-Qur’an 
dengan kecerdasan di atas teman-temannya. 
Namun demikian tidaklah dapat dipungkuri bahwa Syurkati kecil juga 
butuh bermain seperti layaknya teman-teman seusianya. Pada waktu jam 
menghafal yaitu sesudah shalat subuh di mesjid al-Qaulid ia tidak datang dan 
tidak hanya sekali, tapi dua kali berturut-turut. Hal tersebut membuat pimpinan 
masjid marah dan memerintahkan untuk mencari dan membawanya 
menghadap. Setelah sekian lama dicari ternyata Syurkati dalam keadaan tidur 
nyenyak di suatu bilik. Pimpinan masjid lengsung menghukum dia dengan 
berdiri di depan teman-temanya dan mendengarkan teman-teman yang 
menghapal Alqur’an. Dan setelah temen-temannya selesai giliran Syurkati 
yang menghafal ayat yang dihafal teman-temannya dan ternyata ia sudah hafal 
dengan benar. Sekilas tentang masa kecil Syurkati.112 
Setelah dari masjid al-Qaulid ayahnya mengirim Syurkati ke Ma’had 
Sharqi Nawi. Setelah tamat dari ma’had tersebut ayahnya mermaksud 
mengirim putranya melanjutkan ke al-Azhar supaya dapat meneruskan 
kedudukan ayahnya dan memperoleh gelar al-Azhari. Tapi kemudian hal 
tersebut tidak terlaksana karena pemerintah Mahdi yang pimpinannya dikenal 
dengan nama Abdullah al-Ta’ayishi pada waktu itu melarang siapa saja orang 
Sudan pergi ke Mesir.113 
                                                             
112Bisri Affandi, Syaikh Ahmad Syurkati (1874-1943) : Pembaharu dan pemurni Islam 
di Indonesia, ( Jakarta : Pustaka Al-Kautsar, 1999 ), hlm. 5-6 
113Bisri Affandi, Syaikh Ahmad Syurkati (1874-1943) : Pembaharu dan pemurni Islam 





Hal tersebut tidak membuat putus asa bagi seorang Syurkati untuk 
tetap menuntut ilmu. Sehingga pada tahun 1314 H/1896 M beliau menuju 
Makkah6 untuk menuntut ilmu yang lebih tinggi. Di Makkah inilah hubungan 
dengan    keluarganya di Sudan putus akibat putusnya jalan haji antara Sudan 
dan Hijaz. Baru pada tahun 1316 H/1898 setelah tentara Mesir dan Inggris 
memasuki negeri Sudan, hubungan itu terjalin kembali.114 Namun seorang 
temannya menyatakan bahwa Syurkati di Makkah tidaklah lama dan 
meneruskan perjalanannya ke Madinah. 
Kota ini adalah salah satu kota pusat perkembangan ilmu agama Islam 
pada waktu itu. Sampai sekarang kota ini diyakini sebagai kota suci kedua 
setelah kota Makkah. Di kota ini terdapat masjid Nabawi yang di dalamnya 
terdapat makam nabi Muhammad SAW, yang setiap saat dikunjungi para 
peziarah atau jama’ah haji. Dapat dikatakan dalam kota inilah beliau menimba 
ilmu agama Islam. Beliau bermukim di Madinah selama empat setengah tahun 
untuk memperdalan ilmu agama Islam dan bahasa Arab.115 Pendapat lain 
mengatakan bahwa beliau di Madinah selama empat tahun.116 
Di antara guru-guru beliau di Madinah adalah Syaikh Salih dan 
Syaikh Umar Hamdan (dua ulama’ besar ahli hadits asal Maroko). Beliau juga 
belajar Al-Qur’an pada ulama’ ahli qira’at yaitu Syaikh Muhammad al-Khuyari 
al-Maghribi;belajar fikih pada Syaikh Ahmad bin al-Haji Ali al-Mahjub dan 
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Syaikh Mubarak al-Nismat; dan berguru bahasa arab dari ahli bahasa yang 
bernama Syaikh Muhammad al-Barzanji. Namun beliau tidaklah seperti 
kebanyakan orang. Setelah merasa cukup memperoleh ilmu, beliau tidak 
bermaksud pulang ke Sudan. Beliau bertekad melanjutkan menuntut ilmu di 
Makkah. 
Seperti yang telah dibahas di atas, dalam Hadramaut as-Siyasi, Salah 
Abd al-Qadir al-Bakri menyatakan bahwa Ahmad Syurkati pindah dari 
Madinah ke Makkah dan bermukim di sana selama 11 tahun untuk 
memperdalam ilmu terutama fikih madzhab Syafi’i.117 
Di Makkah pula beliau mendapat gelar al-Allamah dari Majlis Ulama 
Makkah dan merupakan ulama Sudan yang pertama kali namanya tertulis 
dalam daftar ulama Makkah, walaupun waktu itu tidak sedikit ulama Sudan 
yang berada di Makkah. Padahal konon ulama Makkah sangat selektif untuk 
mencatat orang-orang Afagi (orang yang bukan Hijaz) dalam daftar ulama. Dal 
hal itu dilakukan untuk memelihara penghargaan yang diberikan pada ulama 
yang terdaftar dalam pemerintahan Usmaniyah dan berlaku bagi seluruh ulama 
yang berada di Makkah.118 
Seperti halnya di Madinah, di Makkah pun Ahmad Syurkati juga 
berguru sesuai dengan keahlian masing-masing. Diantara guru-guru beliau 
adalah Syaikh As’ad dan Syaikh Abd al-Rahman yaitu putra Syaikh al-Kabir 
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Ahmad al-Duhan. Selain itu adalah al-Allamah Syaikh Muhammad bin Yusuf 
al-Kayyath dan Syaikh Shu’aib bin Musa al-Maghribi.119 
Proses kedatangannya ke Indonesia tak bisa lepas dari proses yang 
terjadi dalam Jami’ah al-Khairat. Pada awal abad ke-20 merupakan babak baru 
bagi umat Islam di Indonesia, karena waktu itu mulailah masuk paham-paham 
pembaharuan ke Indonesia. Meskipun tekanan demi tekanan terhadap umat 
Islam di Indonesia dilakukan oleh Kolonial Belanda makin hebat dari berbagai 
kebijakan yang mempersempit ruang gerak umat Islam diantaranya larangan 
menerima buku-buku atau selebaran dari luar negeri. Karena dikhawatirkan 
dapat membangkitkan semangat Pan Islamisme di Indonesia.120 
Proses dan perjalanan ibadah hajipun menjadi pekerjaan colonial 
Belanda yang tidak bisa dianggap ibadah biasa. Dalam sejarah, setelah 
dipergunakan kapal uap sebagai alat transportasi laut pada abad ke-19 dan 
terutama setelah terusan Suez dibuka pada tahun 1869, jumlah jamaah haji 
Indonesia bertambah. Hal tersebut membuat tidak tenang colonial Belanda. 
Dikhawatirkan semangat Islam yang anti segala bentuk penindasan akan 
tumbuh dengan perginya umat Islam ke Mekkah.121 
Memang pada kenyataannya, ibadah haji pada waktu itu berperan 
ganda. Disamping sebagai ibadah mahdhah, juga dimanfaatkan sebagai media 
penyaluran ide-ide pembaharuan dari Timur Tengah. Dalam konteks inilah 
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Jami’ah al-Khairat menjadikannya sebagai media untuk memdatangkan guru-
guru agama dari Timur Tengah khususnya Arab Saudi.122  
Dengan proses seperti di atas Ahmad Syurkati akhirnya datang ke 
Indonesia sebagai guru bagi Jami’ah al-Khairat pada tahun 1911.123 
Kedatangan beliau disambut gembira dan penuh hormat oleh pengurus dan 
warga Jami’ah al-Khairat. Bahkan dalam sejarahnya Syaikh Muhammad bin 
Abd al-Rahman Shihab menyerukan kepada nasyarakat Arab untuk 
menghormati beliau. Penghormatan tersebut tidak hanya karena beliau berilmu 
tinggi, tapi lebih dari itu karena beliau memikiki kesabaran, ketekunan dan 
keikhlasan dalam mengajar dan mengembangkan Jami’ah al-Khairat.124 
2. Karya-Karya Ahmad Syurkati 
Di antara karya Ahmad Syurkati baik dalam bahasa Arab maupun 
yang sudah diterjemahkan dakam bahasa Indonesia, baik yang sudah diterbitlan 
maupum yamg disimpan murid-murid beliau adalah sebagai berikut: 
a. Risalah Surat al-Jawab ( 1915 ) 
Risalah ini merupakan jawaban dari H.O.S Tjokroaminoto 
(pimpinan surat kabar Suluh Hindia sehubungan makin meluasnya 
pembicaraan tentang kafa’ah. Ahmad Syurkati berpendapat bahwa seorang 
wanita syarifah yang menurut golongan Alawi (adalah keturunan Nabi) 
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tidak boleh menikah dengan laki-laki selain Alawi adalah salah. Tidak ada 
ayat dan hadits nabi yang menyatakan seperti itu. 
Beliau mengajak agar kafa’ah diletakkan pada orientasi ajaran 
Islam yang lebih luas, yiatu musawa (persamaan). Dengan demikian tidak 
ada keutamaan seseorang atas dasar keturunan. Dan hal ini membuat reaksi 
keras dari kalangan Arab Hadrami golongan Alawi.  
b. Risalah Taujih al-Qur’an ila Adab al-Qur’an (1917) 
Risalah ini berisi penguatan pemikiran beliau pada risalah di atas, 
antara lain:  
Pertama, kedekatan pada nabi Muhammad bukan berdasarkan 
atas keturunan, tapi lebih dari itu berdasarkan ketekunan dan kesungguhan 
dalam mengikuti jejaknya.  
Kedua, kedekatan pada nabi lebih ditekankan pada ketekunan dan 
kesungguhan dalam menjalankan ilmu dan agama.  
Ketiga, berisi tentang kritik terhadap kebodohan dan 
penyimpangan terhadap ajaran agama. Yakni denga adanya 
kelompokkelompok yang membanggakan diri sebagai keturunan Nabi dan 
memandang rendah umat Islam lainnya. 
c. Al-Dakhirah al-Islamiyyah ( 1923 ) 
Merupakan majalah bulanan yang beliau pimpin dan dibantu oleh 
Muhammad Nur al-Anshari sebagai administrator. Majalah ini terbit pada 
tanggal 1 Muharam 1342 H/Agustus 1923 dan terbit hingga 10 edisi. 





Muslim Indonesia. Dalam pendahuluan di antaranya beliau menuliskan 
tentang dasar-dasar perbuatan beragama yang dipandang salah, misalnya 
perbuatan itu ternyata didasarkan pada hadits yang palsu. Di samping itu, 
beliau juga menyatakan bahwa Islam yang bisa cocok atau bersesuain 
denga segala bangsa dan waktu. Yang terakhir beliau menghimbau untuk 
melakukan gerakan yang berorientasikan pendidikan dalam arti yang luas. 
Di antara artikel Ahmad Syurkati yang dimuat dalam majalah 
tersebut adalah sebagai berikut : 
1) Tulisan tentang fatwa-fatwa yang berisi jawaban atas pertanyaan-
pertanyaan yang oleh kaum muda dipandang sebagai bid’ah atau 
khurafat, misalnya ushalli, tawassul qubur, jimat, talqin, manaqib, 
berdiri pada saat pembacaan shalawat nabi. 
2) Kitab hak-hak suami istri 
3) Alquran dan Buddha 
4) Tafsir surat al-Fatihah 
5) Hadits lemah dan Dusta 
6) Golongan al-Irsyad dan golongan Sayyid di Jawa 
7) Khilafat 
8) Berbagai bertuk nasihat dan peringatan, misalnya “Seruan”, “Penutur 
Kata”, “Peringatan”, “Tegoran”, dan Keterangan-keterangan”. 
d. Al-Masail al-Tsalats (1925) 
Tulisan ini berisi pandangan Ahmad Syurkati tentang tiga masalah 





ijtihad dan taqlid, sunnah dan bid’ah, serta tentang zayarat al-qubur, dan 
tawassul melalui nabi dan orang-orang yang dipandang saleh. Tulisan ini 
dibuat dalam rangka persiapan dalam forum debat denga wakil golongan 
Alawi yaitu Ali al-Thayib yang mengaku sebagai alumnus al-Azhar dan 
pernah menjadi sekretaris Fatwa al-Syafi’iyyah di Madinah. 
Perdebatan yang telah direncanakan Persis tersebut gagal karena 
Ali menghendaki perdebatan dilakukan di Masjid Ampel Surabaya. Namun 
setelah Ali membaca tulisan tersebut menyatakan telah memahami 
pandangan Syurkati, sehingga tidak perlu lagi mengadakan forum yang 
telah direncanakan. 
e. Al-Wasiyyat al-Amiriyah (1918) 
Merupakan buku yang berisi tentang anjuran berbuat kebajikan. 
Buku ini dapat juga digunakan sebagai pegangan ajaran akhlak yang 
didasarkan pada Alquran dan hadits. Pada setiap pasal pada buku ini 
diawali dengan ayyyuha al-Mu’minun oleh G.F Pijper disamakan dengan 
karya Al-Ghazali yang berjudul Ayyuha al-Walad. Buku ini diterbitkan di 
Surabaya. 
f. Zedeleer Uit Den Qoran (1932) 
Buku ini berbahasa Belanda terjemahan dari risalahnya yang 
bejudul al-Adab al-Qur’aniyyah yang berisi tentang nukilan ayat-ayat al-
Qur’an yang berhubungan dengan akhlaq yang diberi komentarkomentar 
dan disertai dengan hadits Nabi. Dalam proses penterjemahan dibantu oleh 





Jong Islamieten Bond. Yang menurut Van Der Plas buku ini ditujukan 
kepada orang-orang yang berlatar belakang pendidikan Barat. 
g. Al-Khawatir al-Hisan (1941) 
Merupakan kumpulan sajak-sajak kenangan terhadap para 
sahabatnya seperjuangan termasuk pendiri Muhammadiyah dan tokoh 
Persis A. Hasan. Pada saat itu beliau telah beruasia lanjut dan mengalami 
sakit mata yang akhirnya menyebabkan kebutaan. Walaupun usaha telah 
dilakukan, namun akhirnya pada awal bulan Rajab 1359 H/1940 M beliau 
menerima pasrah dan beristirahat di Bogor. Sajak-sajat ini hampir semua 
dilandasi pengalaman beliau ketika beliau melakukan perjalanan sebagai 
penilik ke daerah-daerah. Dalam perjalanan beliau banyak bertemu dengan 
kader-kader dan tokoh-tokoh reformis lainnya, walaupun tidak 
menyebutkan satu persatu nama orang yang masuk dalam kenangan belaiu. 
Misal dari sajak-sajak beliau: 
Dan arahkan tujuanmu ke arah Bangil, kepada seorang cerdik 
pandai dan mereka berada dalam satu organisasi.  
Di antara daerah atau kota yang terkenang dalam sajak beliau dan 
pernah beliau kunjungi adalah Jakarta, Bandung, Sukabumi, Cirebon, 
Purwakarta, Solo, Yogyakarta, Surabaya, Bogor, Brebes, Tegal, Pemalang, 
Comal, Indramayu, Pekalongan, Surabaya, Bangil, Pasuruan, dan 
Bondowoso. 
Di samping sajak di atas beliau juga memperingatkan adanya watak 





Orang-orang pelit berpandangan bahwa harta adalah kemuliaan.  
Padahal harta itu bencana dan hina bagi si penumpuknya. 
h. Fatwa kepada Muhammadiyah 
Fatwa ini dikeluarkan atas permintaan PP Muhammadiyah ketika 
menghadapi Muktamar Tarjih Muhammadiyah pada tahun 1939. Dan oleh 
pengurus Al-Irsyad makalah itu diberi judul Fatwa Saikh al-Syurkaty 
kepada PP Muhammadiyah. 
i. Muhadharat Islamiyah (1937) 
Atas permintaan murid-muridnya beliau memberikan kuliah umum 
yang berjudul Muhadharat Islamiyah tentang tafsir. Adapun isi dari kuliah 
umum tersebut adalah sebagai berikut :  
1) Penguasaan Ilmu 
Beliau menjelaskan bahwa agar diperoleh pengertian yang luas 
tentang penafsiran, seorang mufassir harus konsultasi dengan berbagai 
macam ilmu, baik ilmu agama Islam maupum Ilmu umum. 
2) Pendekatan Ma’tsur 
Di samping menggunakan uraian kebahasaan Ahmad Syurkati 
juga menggunakan pendekatan ma’thur yaitu menafsirkan ayatayat 









3) Pendekatan Tauhid 
Pendekatan lain yang dipandang sangat penting dalam kuliah 
beliau adalah pendekatan tauhid. Sebagai contoh adalah sebagai 
berikut: 
Iyyaka na’bud wa iyyaka nasta’in artinya katakannlah 
demikian secara lisan sesuai dengan perbuatan dan keyakinan. Dan 
maka Iyyaka na’bud wa iyyaka nasta’in ialah kami menyembah hanya 
kepada Engkau sendiri dan tidak menyekutukanMu semata dan tidak 
meminta pertolongan kepada orang lain, siapapun dalam kepentingan 
urusan kita dengan pertolongan yang siatnya ghaib atau kerohanian, 
tidak dengan pertolongan raja, tidak pula nabi atau wali, ataupum jin 
dan lainnya. 
Karena menurut beliau masih banyak perbuatan-perbuatan 
beragama Arab Hadramaut yang menyimpang, yang seharusnya 
ditujukan kepada Allah tapi ditujukan kepada yang lainnya.  
Syaikh Ahmad Syurkati wafat pada hari kamis tanggal 16 September 
1943 pukul 09.00 di kediamannya di Jalan KH. Hasyim Asy’ari No. 25 






                                                             




AL-IRSYAD ANTARA SEMANGAT PATRIOTISME TERITORIAL DAN 
INTEGRASI KEBANGSAAN KAUM HADRAMI 
 
A. Al-Irsyad sebagai Organisasi Ekslusif 
Sebagaimana telah digambarkan pada pembahasan sebelumnya, kendati 
berdiri di masa pergerakan nasional, kelahiran al-Irsyad -dan Jami’at Khair-, 
sesungguhnya, tak terkait secara langsung dengan isu-isu pergerakan. Al-Irsyad 
muncul dari sentimen etnik yang terjadi dalam internal komunitas Hadrami di 
Nusantara.126 Pun halnya dengan Jami’at Khair yang lahir sebagai upaya 
mempertahankan identity of community di tengah ‘persaingan’ dengan komunitas 
Tionghoa.127 Natalie menggambarkan situasi komunitas Hadrami kala itu sebagai 
The Other World.128 Sebuah komunitas social ekslusif yang terpisah dari realitas 
sosial-politik bangsa Indonesia yang tengah bergejolak dalam menghadapi masa 
kebangkitan nasional.  
Untuk membuktikan ekslusifitas organisasi al-Irsyad sebagai organisasi 
dengan identitas Hadrani yang kental, Natalie mengajukan tiga alasan. Pertama, 
adalah fakta bahwa cabang-cabang organisasi yang kuat dan berpengaruh seperti 
cabang Surabaya, selalu didominasi oleh kaum Hadrami. Sebaliknya, cabang-
cabang dengan anggota pribumi yang tinggi cenderung tidak bertahan lama. 
Bahkam, dalam beberapa kasus beberapa cabang yang memiliki anggota 
penduduk lokal yang banyak akan bubar di tengah jalan. Kedua, identitas 
Hadrami al-Irsyad dapat diamati dari bahasa resmi yang digunakan dalam usaha 
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penerbitan yang dikelola oleh al-Irsyad. Di sepanjang decade awal pendiriannya, 
majalah yang diterbitkan oleh al-Irsyad selalu dalam bahasa Arab dengan 
suplemen kecil dalam bahasa Melayu. Hal ini tidak memungkinkan bagi 
penduduk local yang tak mengerti bahasa Arab untuk berpartisipasi penuh dalam 
kehidupan organisasi. Ketiga, sebagi point yang paling penting, Natalie 
menggarisbawahi bahwa puncak pimpinan organisasi selalu berada di tangan 
orang-orang Hadrami.129 
Laju serta kiprah organisasi al-Irsyad periode awal, lagi-lagi, tak terlepas 
dari ekslusifitas itu. Dalam nuansa al-nahdhah yang menggelora, melalui lembaga 
pendidikan dan penerbitan anak-anak al-Irsyad dibentuk dalam spirit patriotisme 
teritorial menjadi seorang Hadrami seutuhnya. Menjadi Hadrami mengandung 
pengertian bahwa seseorang harus menaruh rasa cinta yang dalam pada tanah 
leluhur Hadramaut. Hal ini semakin diperkuat oleh fakta bahwa rasa cinta tanah 
air wathamiyyah tersebut acap kali dibungkus oleh sentimen agama, sehingga 
dianggap sebagi artikulasi keislaman. Pada masa ini, menjadi Indonesia, 
tampaknya, belum menjadi opsi bagi Hadrami Nusantara.  
Selanjutnya yang perlu diketahui, sebagimana telah disinggung pada bab 
sebelumnya, bahwa masyarakat Arab Hadrami juga memiliki stratum yang 
membedakan kelompok-kelompok, seperti kelompok sayyid, Qabili, Syeikh, dan 
masakin. Ketika stratifikasi ini dimanifestasikan dalam komunitas keturunan Arab 
di Hindia Belanda maka akan membawa konsekuensi perbedaan pendapat yang 
tajam, khususnya ketika terjadi penyebaran paham kebangsaan teritorial, yakni 
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Negara kebangsaan. Misalnya, orientasi kebernegaraan (statehood) komunitas 
keturunan Arab awal abad ke-20 masih ditujukan pada negara Hadramaut (saat itu 
menjadi wilayah protektorat Inggris) yang secara langsung tercermin dalam 
kurikulum dan bahasa pengantar yang digunakan dalam lembaga pendidikan 
mereka, yaitu Jama’at Khair dan al-Irsyad. Pengajarnya-pun didatangkan dari 
negara Arab yang sudah lebih dahulu mengadopsi metode pendidikan modern, 
seperti Iraq, Hijaz, Mesir, dan Lebanon. Akan tetapi, orientasi kebernegaraan 
menjadi kendala ketika faham kebangsaan mulai melanda berbagai wilayah, 
khususnya tanah jajahan termasuk Hindia Belanda. Identitas dan orientasi politik 
ke-Araban yang diwacanakan dalam komunitas Arab Hadrami di Hindia Belanda 
menjadi kendala ketika dihadapkan pada realitas sosial keturunan Arab Hadrami. 
Diketahui, mayoritas keturunan Arab di Hindia-Belanda beradat-istiadat lokal, 
berbahasa setempat, dan menjadi bagian dari komunitas etnis lokal melalui 
perkawinan. Adalah sulit bagi mereka untuk memahami pendirian ayah-ayah 
mereka untuk menjadikan Hadramaut sebagai tanah air yang dicita-citakan.130 
Oleh karena itu, apabila pendidikan al-Irsyad pada masa awal dibuat 
menjadi sistem sekolah yang terpisah sebagai daya dorong untuk menyebarkan 
rasa ke-Hadrami-an di antara anak-anak sekolah al-Irsyad tentu dapat dibenarkan. 
Sekolah itu dengan bebas memelihara dan mempromosikan suatu identitas. 
Sekolah al-Irsyad dalam kenyataan membuat sistem yang bersifat paralel namun 
tidak bersinggungan dengan sistem pemerintah kolonial. Dalam hal ini, para siswa 
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tidak bisa saling berpindah antara suatu sekolah al-Irsyad dengan suatu sekolah 
pemerintah. Dengan demikian, ketika sistem pemerintah telah menanamkan 
perasaan kesatuan nasional bagi orang Indonesia, maka sekolah al-Irsyad 
menanamkan suatu perasaan “keterpisahan”.131 
Jadi, hal terpenting yang ditanamkan sebagai nilai-nilai modern oleh 
sekolah Al-Irsyad pada siswa-siswanya masa periode awal adalah semangat 
patriotisme. Walaupun kurikulum sekolah pada dasarnya tidak menyebutkan 
secara spesifik pengajaran watanniyyah, tetapi ada beberapa bukti yang diajarkan 
kepada para siswa bahwa mencintai tanah airnya (Hadramaut), menurut kalangan 
mereka, merupakan karakteristik esensial dari manusia modern.132 Akan tetapi, 
sulit untuk mengatakan yang demikian ketika melihat al-Irsyad dipegang oleh 
generasi kedau dari masyarakat Hadrami. Dikotomi sebagaimana disebutkan 
bahwa ibu-ibu mereka adalah orang Indonesia. Minimal orientasi wathaniyah 
Hadramaut yang diwacanakan al-Irsyad menjadi terkendala ketika muncul 
generasi kedua Arab-Hadrami. Dapatlah ditegaskan bahwa identitas ke-Araban 
terbangun dengan munculnya organisasi pendahulu al-Irsyad, yaitu Jamiat Khair. 
Perasaan ke-Arab-an sebenarnya tercermin dalam konstitusi Jamiat Khair. Jamiat 
Khair bertujuan menyediakan bantuan bagi laki-laki dan wanita Arab yang tinggal 
di Batavia dan sekitarnya, yaitu saat kematian anggota keluarganya atau perayaan 
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pernikahan. Bantuan ini mungkin dalam bentuk uang atau kontribusi barang 
seperti pakaian, kain kafan, dan sebagainya.133 
Demikian pula, identitas ke-Arab-an atau ke-Hadrami-an juga telah 
tampak sejak awal berdirinya al-Irsyad. Misalnya, dikatakan bahwa organisasi al-
Irsyad menjuruskan perhatiannya pada bidang pendidikan, terutama pada 
masyarakat Arab, ataupun pada permasalahan yang timbul di kalangan 
masyarakat Arab, walaupun orang-orang Indonesia Islam bukan Arab ada yang 
menjadi anggotanya. Secara resmi organisasi ini bertujuan untuk mengumpulkan 
dana dan memeliharanya agar dapat digunakan untuk membiayai keperluan-
keperluan, seperti pertama, menyelenggarakan kebiasaan dan adat istiadat Arab 
menurut ajaran agama Islam, dan untuk menyebarkan dalam kalangan orang-
orang Arab pengetahuan agama, bahasa Arab, bahasa Belanda dan bahasa-bahasa 
lain. Kedua, membangun dan memelihara apapun juga untuk mencapai apa yang 
telah disebutkan, seperti rumah dan sebagainya untuk keperluan rapat, sekolah-
sekolah, dan lain-lain yang berguna untuk umum. Ketiga, mendirikan 
perpustakaan.134 
Dapat disaksikan bahwa kemunculan Jami’at Khair maupun al-Irsyad 
tidak terlepas dari tuntutan adanya perubahan seiring dengan perkembanan zaman. 
Jadi, dengan adanya tuntutan untuk memperoleh pendidikan yang lebih maju, 
maka menggerakan sejumlah tokoh Arab di Hindia Belanda mendirikan sekolah 
modern dengan orientasi agama dan kearaban. Misalnya, Yayasan Jami’at Khair 
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di Batavia menjadi model pendidikan baru bagi keturunan Arab. Dengan segera, 
model sekolah ini kemudian diikuti dengan munculnya sekolah al-Irsyad al-
Islamiyah, dan al-Rabithah al-Alawiyah. Tidak hanya itu, di beberapa kota besar 
muncul sekolah dengan identitas Hadrami yang memberikan kesempatan anak-
anak keturunan Arab (dan pribumi) untuk memperoleh pendidikan dengan metode 
pengajaran modern.135 
Sebagai penguatan identitas kearaban atau kehadramian dalam al-Irsyad 
juga tampak dengan perkataan:  
“Bahwa kebahagiaan sejati tidak akan tercapai tanpa adanya 
keimanaan dan tauhid, sedangkan jalannya adalah Alquran dan 
sunnah rasul. Sementara itu, Alquran dan sunnah rasul tidak akan 
dapat dipahami secara luas apabila tidak mengetahui dan 
menguasai bahasa Arab dengan benar. Untuk itu, al-Irsyad sangat 
mementingkan bahasa Arab di samping pengetahuan umum yang 
diajarkan di sekolah.’’136 
 
Kemunculan al-Irsyad membantu pembentukan identitas komunal. Dari 
namanya (asosiasi Arab) memberi kesan bahwa pendirinya merupakan orang 
Arab, sementara penerbitan dan perhatian organisasi menunjukkan perasaan kuat 
ke-Hadrami-an. Misalnya, tanah air Hadrami (watan al-Hadramauwt) pernah 
menjadi tema surat kabar dan majalah yang diterbitkan oleh anggota asosiasi ini. 
Akan tetapi, sampai tahun 1930-an al-Irsyad gagal memperluas aktivitasnya ke 
negeri Hadramaut sendiri.137 Kegagalan ini terbukti, bahwa pada tahun 1930-an 
ini ternyata ada sekelompok pemuda Hadrami kelahiran Indonesia (muwallad) 
yang telah mengakui Indonesia sebagai tanah air mereka. Usaha mereka yang 
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dapat diterima oleh para nasionalis Indonesia ini, semakin memantapkan 
perkembangan konsep “bangsa Indonesia”.138 
Memang pada akhir tahun 1920-an, artikel-artikel yang dimuat 
korankoran pro al-Irsyad terus-menerus menyerukan kepada Perhimpunan untuk 
mengubah perhatiannya ke tanah air Indonesia ketimbang bekerja di Negara asing. 
Para penulis menekankan perlunya para Hadrami bekerja untuk meningkatkan 
negeri mereka, sama seperti warga negara Indonesia yang tengah bekerja untuk 
meningkatkan negaranya sendiri. Perubahan ini menggambarkan suatu perubahan 
dalam cara bagaimana para Hadrami mendefinisikan identitas mereka. Alih-alih 
membentuk sebuah bagian dari masyarakat muslim yang multi rasial, mereka 
lebih meningkatkan untuk mengidentifikasikan diri mereka sebagai bangsa 
Hadrami yang berbeda,139 
Paling tidak dapat dikatakan bahwa pada awal-awal berdirinya, rasa 
kebangsaan Indonesia kurang atau tidak sama sekali mempunyai tempat 
persemaian dalam al-Irsyad. Al-Irsyad tampak tersadarkan sebagai bagian dari 
bangsa Indonesia ketika ada sebagian dari masyarakat Arab yang mendirikan 
Persatuan Arab Indonesia (PAI) yang dipelopori A.R. Baswedan dan kawan-
kawannya. Identitas bangsa ini seakan-akan tergugahkan di kalangan al-Irsyad 
setelah perjuangan PAI menjadi partai politik.140 Bahkan dikatakan, PAI terlepas 
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sama sekali dengan al-Irsyad walaupun pendiri persatuan ini adalah bekas murid 
sekolah al-Irsyad. A.R. Baswedan yang mempelopori gerakan nasionalis pada 
dasarnya tidak mendapat respon dari al-Irsyad dengan alasan tidak sejalan dengan 
dasar dan tujuan didirikannya al-Irsyad pada tahun 1914, yang akhirnya 
menentukan sikap untuk keluar dari al-Irsyad dan mendirikan organisasi baru 
(PAI). Memang dalam hal ini, A.R. Baswedan mengajak seluruh warga keturunan 
Arab bersama-sama dengan bangsa Indonesia lainnya menantang penjajahan, 
mengakui negeri ini sebaga tanah air dan menghapuskan pertikaian yang selama 
ini terjadi (antara sayyid dan non-sayyid).141 
B. Integrasi Kebangsaan Kaum Hadrami 
Di perantauan, isu sayyid non-sayyid bukan satu-satunya pemicu konflik. 
Mereka menghadapi masalah baru menyusul munculnya generasi muda Hadrami 
yang lahir dari perkawinan dengan wanita lokal, yang dianggap tidak pure 
blooded. Dengan kata lain, ada dua isu yang telah membelah masyarakat Hadrami 
ke dalam dua kelompok. Pertama, sayyid dan non-sayyid, dan kedua, wullayti 
(pure blooded) dan muwallad (half blooded), meskipun ketegangan muwallad-
wullayti tidak sedahsyat ketegangan sayyid vs non-sayyid- Perkawinan campuran 
yang kemudian melahirkan generasi muwallad sebenarnya merupakan pilihan 
yang sulit. Di satu pihak, masyarakat Hadrami sangat ketat menjaga kemurnian 
darah, namun di lain pihak, perkawinan campuran tidak terhindarkan lagi. 
Perlu diketahui bahwa kaum Hadrami tidak membawa serta kaum wanita 
dalam pengembaraan, sebab hal itu merupakan larangan, sehingga kawin campur 
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dengan wanita setempat tidak dapat dihindarkan. Melalui perkawinan campuran 
itulah, pada masa berikutnya muncul generasi yang disebut muwallad 
(peranakan), yang membedakan dari generasi sebelumnya yang disebut wuullayti. 
Persoalan mulai mengemuka ketika identitas mereka dipersoalkan; muwuallad 
dianggap half blooded, tidak bisa berbahasa Arab, tidak patriotik, karena 
dibesarkan dalam suasana serba mudah sehingga hidup penuh dengan kemanjaan, 
dan tidak memiliki sense of Hadharmi-ness. Sementara generasi wullayti, karena 
dilahirkan di Hadramaut yang gersang dan tandus, hidup dalam kesederhanaan, 
dan memiliki jiwa patriotisme yang tinggi. Sebelum merasakan manisnya madu, 
mereka terlebih dahulu merasakan pahitnya jadam. Di mana pun mereka hidup, 
hati mereka hanya untuk Hadramaut. Inilah yang membedakan wullayti dengan 
muwallad. 
Dalam pada itu terjadi perkembangan yang menarik di kalangan 
muwallad. Mereka tidak lagi memiliki identity of community seperti generasi 
sebelumnya; mereka tidak peduli apakah mereka seorang Jami'at al-Khair atau 
seorang al-Irsyad. Hal ini sebenarnya tidak terlalu mengherankan. Beberapa 
dekade sebelumnya, karena tidak lagi dianggap pure blooded, para muwallad 
mengalami marjinalisasi dalam komunitas Hadrami. Di samping itu, kontak yang 
semakin jarang atau tidak sama sekali dengan Hadramaut, membuat mereka 
merasa menjadi komunitas sendiri. Karena itu periode ini ditandai dengan 







1. Organisasi-Organisai Muwallad  sebelum PAI 
Mura'at al-Ikhwan adalah organisasi muwallad yang pertama. 
Organisasi ini didirikan pada tahun 1913 di Surabaya.142 Tuiuannya adalah 
untuk memperbaiki nasib para muwallad di lndonesia. Seperti dikatakan 
sebelumnya, para^ muwallad mengalami proses marjinalisasi dalam 
masyarakat Hadhrami. Dalam Oetoesan Hindia, seorang muwallad melukiskan 
betapa ia dilecehkan karena ibunya seorang Jawa. Karena itu ia menyarakan 
agar para muwallad bersatu untuk memperbaiki harkat mereka.  
Sejak itu organisasi rnuwallad tumbuh di mana-mana. Di antaranya 
adalah Jam'iyyah al-Tahdhibiyyah, didirikan pada 1'924 di Surabaya.143 
Organisasi ini lebih visioner, ingin menyatukan para muwallad baik yang 
berasal dari kalangan Jam'iat al-Khair maupun al-Irsyad. Ide-ide organisasi 
disebarkan dalam jurnal dua bulanan, Zaman Baroe. Jurnal ini tersebar secara 
cukup luas, bukan hanya di Indonesia tapi juga di Malaysia dan Singapura. 
Dengan menyebut "zaman baroe," sebagai jurnal mereka, jelas sekali semangat 
para muwallad untuk menciptakan dunia yang lebih baik. Mereka tidak ingin 
terkungkung dalam masa lalu yang membelenggu.  
Ketika beberapa organisasi muwallad muncul, reaksi dari para 
wullayti sangat keras. Mereka menuduh organisasi ini mencoba memisahkan 
anak dari bapaknya, saudara dari saudaranya, dan seterusnya. Gencarnya 
serangan ini, baik dari kalangan Jami'at al-Khair atau al-Irsyad, menyebabkan 
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organisasi para nnuwallad dipandang sebelah mata oleh masyarakat.144 Bahkan 
tidak lama kemudian, mereka bangkrut. Namun, semangat muwallad untuk 
menciptakan paradigma baru mengenai persatuan masyarakat Arab terap 
bertahan, dan tercermin dalam berbagai organisasi besar dan kecil.  
Seorang muwallad dari Ambon, 'Abdullih al-'Amudi, pada tahun 1929 
membentuk sebuah komite muwallad di Surabaya.145 Dengan gayanya yang 
provokatif, ia berhasil mengumpulkan sejumlah tokoh muwallad dan 
menyelenggarakan kongres di Surabaya. Hasil kongres membagi masyarakat 
Arab secara tegas ke dalam dua bagian; Persatoean Arab (Arabiscb Verbond, 
AV), dan Persatoean Indo-Arab Indo-Arabisch Verrbond, IAV).146 IAV adalah 
organisasi induk untuk muwallad. Dengan memisahkan kelompok Arab asli 
(AV) dengan Indo-Arab, keinginan para rnuwallad untuk menentukan masa 
depan mereka secara independen, lepas dari komunitas Hadrami, tidak lagi bisa 
disembunyikan. Namun IAV gagal. Alasannya terletak pada al-'Amudi sendiri. 
Ia dituduh punya vested-interest sendiri berkaitan dengan keinginannya 
menggalang popularitas di kalangan Hadrami dan diangkat menjadi anggora 
Volksraad.147 
Namun demikian, factor utama yang menjadi penyebab runtuhnya 
organisasi ini adalah terjadinya konflik mengenai gelar ‘’sayyid’’ yang muncul 
segera setelah organisasi ini terbentuk. Pada bulan Mei 1931, kongres al-Irsyad 
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di Batavia mengeluarkan resolusinya yang terkenal dan memutuskan bahwa 
gelar sayyid dapat digunakan untuk setiap orang yang dihormati.148  
Sampai akhir tahun 1931, proses penyatuan muwallad tampak sulit 
terwujud. Namun demikian, format organisasi muwallad sendiri sudah cukup 
membuktikan bahwa kemungkinan untuk dapat berjalan seiring tetap ada. 
Setidak-tidaknya bagi sebagian muwallad yang telah menyatakan kesungguhan 
untuk bersatu. Kongres Arab tahun 1930 membuktikan bahwa ada kesepakatan 
yang dapat dicapai bersama. Muwallad dan wullayti –pun halnya dengan 
Irsyadi dan ‘Alawi- tampaknya masih bisa duduk semeja dalam persoalan yang 
bersifat umum. Seperti masalah keterwakilan kaum Hadrami di volksraad. 
Atau tentang pengajaran bahasa Belanda di lembaga-lembaga pendidikan yang 
dikelola oleh kaum Hadrami. Kesepakatn-kesepakatan ini, di sisi lain, memberi 
harapan bagi munculnya sebuah organisasi Hadrami yang besar dan solid di 
masa mendatang. Hal ini pula yang mendorong AR. Baswedan untuk 
menggagas pendirian sebuah organisasi muwallad baru pada tahun 1934. 
2. AR. Baswedan dan Spirit Nasionalisme Hadrami 
Abdurrahman Baswedan adalah seorang muwallad dari Surabaya. Ia 
lahir tahun 1908 dari seorang keluarga non-sayyid. Pendidikan pertamanya ia 
dapatkan di sekolah al-Irsyad di Batavia di bawah bimbingan Syaikh Ahmad 
Surkati. Di samping itu, ia juga belajar pada Sayyid Muhammad Hashim di 
Surabaya, sebuah kota di mana para sayyid banyak berdomisili.149 Pendidikan 
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Baswedan karenanya merupakan campuran ant^ara tradisi sayyid dan non-
sayyid. Tampaknya faktor pendidikan yang demikian telah mempengaruhi 
pikirannya untuk mempersatukan kalangan muwallad.  
Sejak usia muda Baswedan aktif di al-Irsyad cabang Surabaya. Namun 
sejak 1930, ia keluar dari organisasi itu dan masuk ke IAV.150 Ia termasuk 
orang yang membuat konstitusi IAV. Karena kecewa dengan al-Amudi, ia 
kemudian menjadi wartawan di koran Sin Tit Po dan juga koran Soeara 
Oemoem, corong nasionalisme Indonesia.151  
Dalam sebuah tulisannya, Orang Arab Totok dan Peranakan, 
Baswedan melukiskan perasaannya sebagai seorang muwallad, yang kemudian 
menjadi landasan organisasi yang ia dirikannya kemudian, Persatoean Arab 
Indonesia (PAI). Masyarakat Hadrami, seperri halnya Cina, menurut 
Baswedan, terbagi dua bagian: peranakan dan totok (asli). Antara dua 
kelompok ini, terdapat stereotype dan prejudice. Ada sikap antipasti satu sama 
lain. Sewaktu kecil, ia bersama teman-temannya^ yang muwallad menulis 
besar-besar kata "totok" di jalan. Sementara itu orang tua mereka yang totok 
mengatakan, "Kamu itu cuma seorang peranakan." Semua ini, kata Baswedan, 
merupakan akibat dari latar belakang sosiologis yang berbeda. Peranakan lahir 
di Indonesia, sementara totok lahir di Hadramaut. Totok Arab seperri seorang 
sparta, militan dan patriotik.152  
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Pengiriman muwallad ke Hadramaut untuk belajar sebenarnya 
mengurangi batas sosial antara totok dan peranakan. Peranakan dapat 
berbahasa Arab lebih fasih dan tahu budaya Hadramaut. Dalam tulisannya 
yang lain, Orang Arab Peranakan yang berdampingan dengan Orang 
Indonesia dan Baba (Cina-Hindia), Baswedan menjelaskan bahwa keadaan 
telah memaksa peranakan untuk memisahkan diri dari totok, sehingga akhirnya 
mereka menjadi lebih dekat dengan orang Indonesia dan Baba (cina). Karena 
itu Baswedan mendirikan organisasi di mana para rnulwallad dapat 
berintegrasi ke dalam masyarakat Indonesia. Organisasi itu adalah Persatoean 
Arab-Indonesia (PAI).153  
Langkah Baswedan ini merupakan langkah maju dalam 
perkembangan pemikirannya. Sebelumnya ia pernah menulis dalam sebuah 
artikel yang dimuat dalam Lembaga Baroe, majalah pro al-Irsyad, bahwa 
organisasi iangan sampai memecah belah komunitas Hadrami sebagai satu 
kesatuan. Bahkan pada saat itu Baswedan cenderung Hadrami-centris; suatu 
saat sejumlah pemusik pribumi dalam sebuah pertunjukan ia paksa untuk 
memakai tarbus, bukan peci, sehingga mereka tampak seperti orang Arab.154  
Tampaknya perubahan mendasar baru teriadi ketika Baswedan bekerja 
sebagai wartawan di sebuah surat kabar masyarakat Cina. Pada saat itu 
Baswedan menyaksikan perubaha^n ya^ng mendasar di mana masyarakat Cina 
mendefinisikan kembali identitas mereka seperri halnya terjadt beberapa 
dekade yang lalu. Pembagian totok-peranakan oleh Baswedan menandakan 
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kuatnya pengaruh Cina. Totok-peranakan adalah istilah Cina untuk 
mernbedakan mereka yang lahir di Cina, yang masih memiliki identitas sosio-
kultural asli, dengan kaum peranakan yang lahir di Indonesia, mungkin juga 
berdarah campuran, yang identitasnya tidak sekental kelompok pertama.155 
Langkah Baswedan ini tentu saja cukup radikal, di mana ia misalnya tidak lagi 
menggunakan istilah wullayti-muwallad yang sudah dikenal dalam masyarakat 
Hadrami.  
Keputusan menjadikan Indonesia, bukan Hadramaut, sebagai tanah air 
para muwallad merupakan pengaruh Cina lain yang diterima Baswedan. Pada 
tahun 1920, sekelompok peranakan Cina memutuskan untuk menjadikan 
Indonesia sebagai tanah air mereka. Ide ini tampaknya menular ke dalam diri 
Baswedan melalui Liem Koen Hian, seorang peranakan yang lahir di 
Kalimantan Selatan pada 1896 dan juga rekan Baswedan di Sin Tit Po.156 Liem 
mengkampanyekan kepada kelompok peranakan untuk menjadikan Indonesia 
sebagai tanah air. Karena itu, sebagai warga, mereka berkewajiban untuk 
memperjuangkan tanah air ini melalui gerakan perjuangan untuk mencapai 
kemerdekaan. Tahun 1932, Liem mendirikan Partai Tionghoa Indonesia (PTI) 
sebagai wadah perjuangan. Langkah Liem ini kemudian mengilhami Baswedan 
di mana ia dua tahun kemudian mendirikan Partai Arab-Indonesia.  
Seperti bisa diduga, langkah Baswedan ini mendapat tantangan yang 
cukup sengit dari generasi tua Hadrami. Mereka menganggap pembagian totok-
peranakan ini hanyalah upaya Baswedan untuk kepentingan dirinya sendiri. 
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Namun Baswedan tetap yakin dengan pendiriannya, bahwa totok dan 
peranakan itu ada. Dalam sebuah foto tahun 1934, Baswedan tampak bergaya 
dengan pakaian adat Jawa, yang kemudian menjadi perdebatan serius di 
kalangan masyarakat Hadrami. Baswedan ingin mengatakan bahwa ia memang 
bukan seorang totok, buktinya ia dapat mengenakan pakaian tradisional Jawa. 
Penentang Baswedan berdalih, bahwa Baswedan telah menghancurkan cita-cita 
bangsa Hadrami. Pembagian totok-peranakan ini telah memisahkan anak dari 
ayahnya, saudara dari saudaranya, dan seterusnya. Perdebatan ini masih tetap 
berlangsung pada tahun I940-an.  
Baswedan ternyata tidak berjalan tanpa kawan. Beberapa orang 
muwallad seperti Salim Maskati, Sayyid Nuh al-Kaf segera menyatakan 
dukungannya. Pada 4 Oktober 1934, mereka menyelenggarakan kongres di 
Semarang yang dihadiri 40 muwallad. Hasil kongres ini berupa deklarasi 
tentang berdirinya Persatoean Arab Indonesia, yang membatasi 
keanggotaannya pada Hadrami kelahiran Indonesia. Hadrami yang tidak lahir 
di Indonesia hanya menjadi anggota istimewa. Anggaran dasar PAI dijabarkan 
dalam sebuah komunike bersama seperti berikut: Dasar perjuangan Persatoean 
Arab Indonesia adalah Islam dan: 
a. Pengakuan dan penegasan bahwa tanah air peranakan adalah Indonesia; 
b. Hadramaut adalah negeri para leluhur; 
c. Bahasa Arab sebagai bahasa Islam; harus dijadikan bahasa sehari- hari 
seperti bahasa Indonesia; 





e. Peranakan harus meningkatkan tarap hidup mereka di bidang sosial, 
ekonomi, dan politik sesuai dengan hukum yang berlaku; 
f. Budaya peranakan adalah Indonesia, selama tidak bertentangan dengan 
ketentuan Islam; 
g. Peranakan harus menyebarkan Islam; 
h. Peranakan harus memiliki organisasi yang sehat.157 
Baswedan menetapkan tanggal 4 oktober sebagai Hari Kesadaran Hari 
itu dianggap hari bersejarah, sebab pada saat itu para rnuwallad secara sadar 
menentukan masa depan mereka. Masa depan mereka gantungkan pada 
Indonesia. 
 Peristiwa ini bagaimana pun juga harus dilihat sebagai rangkaian 
kebangkitan kaum Hadrami yang dicanangkan beberapa dekade sebelumnya. 
Mungkin ini tidak terlalu menggembirakan bagi generasi tua Hadrami. Konsep 
wathaniyyah tidak selalu ditafsirkan dengan cara yang sama. Sebagian 
Hadrami mengidentikkan konsep wathaniyyah ini dengan Hadrami-ness itu 
sendiri. Karena itu mereka kembali ke tanah leluhur pada tahun 1940-an dan 
mendirikan partai komunis, sebagai imbas pergaulan mereka dengan beberapa 
tokoh komunis di Indonesia. Sebagian lagi berpendapat konsep wathaniyyah 
tidak identik dengin Hadrami-ness. Konsep itu bisa diterapkan di mana saja, 
termasuk Indonesia.158 
Perlu ditekankan, PAI didirikan dalam periode ketika permusuhan dan 
kebencian sebagian pemimpin Indonesia terhadap kaum Hadrami begitu hebat. 
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Karena itu tanggapan pemimpin Indonesia atas berdirinya PAI sangar negatif. 
Hal ini sebenarnya berhubungan dengan konservativisme kaum Hadrami, 
ditambah peran mereka yang menguasai perekonomian Indonesia dengan cara-
cara^ yang tidak terpuji. Kaum Hadrami sering dianggap sebagai lintah darat 
yang meminiamkan uang kepada masyarakat dengan tingkat bunga yang sangat 
tinggi. Bahkan, Presiden RI pertama Soekarno misalnya, mengidentikkan 
Hadrami dengan "hadramautisme," sesuaru yang identik dengan 
keterbelakangan dan kepicikan.159  
Karena serangan yang cukup sengit ini, pada tahun-tahun pertama 
berdirinya, PAI mengaiami kesulitan untuk berkembang. Beberapa tokoh 
Indonesia bersikap wait and see rerhadap PAI. Namun tiga tahun kemudian, 
berbarengan dengan kongres PAI 1937 di Surabaya, PAI diterima lebih luas 
oleh tokoh-tokoh nasionalis dan aktif dalam gerakan perjuangan untuk 
kemerdekaan. Seorang tokoh PAI, Sayyid Abdullah bin Salim al-Attas, 
menyarakan bahwa PAI berjuang untuk kepentingan Indonesia dengan 
menyarankan agar Indonesia menjadi sebuah negara otonom dalam lingkup 
kerajaan Belanda. Pada 1939, PAI memberikan dukungannya dan menjadi 
anggota Gaboengan Politik Indonesia (GAPI), yang menuntut adanya parlemen 
untuk masyarakat Indonesia.  
Dalarn perkembangan selanjutnya, nasionalisme PAI terus diuji.  
Waktu itu ada persoalan, apakah menjadi Hadrami sekaligus Indonesia 
merupakan suatu hal yang mungkin. Jawabannya ternyata tidak. Menjadi 
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Indonesia artinya mereka harus menanggalkan jauh-jauh segala atribut yang 
berkaitan dengan Hadrami, termasuk di dalamnya mereka menggunakan 
bahasa Indonesia; menyarankan agar para pengusaha Hadrami tidak begitu saja 
membawa permodalannya ke Hadramaut; dan juga agar para Hadrami tidak 
lagi mempraktekkan pinjarrian uang dengan sistem riba kepada masyarakat.  
Di samping perlawanan kaum nasionalis, PAI juga mendapat serangan 
yang sengit dari kalangan muwallad, khususnya mereka yang tidak sependapat 
dengan Baswedan. IAV adalah organisasi muwallad pertama yang menentang 
PAI. Melalui al-Jaum, majalah IAV, mereka menuduh PAI telah mengabaikan 
nilai-nilai kesukuan yang selama ini dipelihara dengan baik. Al-Irsyad adalah 
lawan PAI yang paling provokatif. Ada alasan yang cukup mendasar mengapa 
al-Irsyad bersikap seperti ini. Waktu itu al-Irsyad merasa diperlakukan secara 
tidak adil oleh para pendiri PAI, yang notabene-nya adalah murid-murid al-
Irsyad sendiri. Namun dalam kongres PAI tahun 1939, Syaikh Ahmad Surkati, 
sang maha guru al-Irsyad, cukup bijaksana. Ia menyatakan bahwa PAI adalah 
hasil didikan al-Irsyad.160 
C. Kiprah Al-Irsyad dari Awal Kemerdekaan hingga Akhir Masa Orde Baru 
1. Al-Irsyad Masa Orde Lama 
Pada masa pendudukan Jepang al-Irsyad diketahui mengalami 
keterpurukan, yaitu dengan menghentikan seluruh kegiatannya. Demikian pula, 
sekolah-sekolah al-Irsyad yang belum pulih akibat pendudukan Jepang, 
kembali porak-poranda akibat Perang Kemerdekaan. Baru pada tahun 1949 
                                                             





tampak adanya kehidupan kembali di dalam tubuh al-Irsyad. Tepatnya pada 
tanggal 21-24 Agustus 1949 dilaksanakan kembali Muktamar al-Irsyad yang 
bertempat di Jakarta dengan serba sederhana setelah sekiat lama fakum. 
Muktamar al-Irsyad yang ke-27 ini, jika dihitung dari Muktamar ke-26 di 
Pekalongan, dapat dikatakan dalam rangka rehabilitasi organisasi.161  
Sejak tahun 1951, al-Irsyad resmi menjadi Anggota Istimewa Partai 
Politik Masyumi. Dalam hal ini, yang menjadi anggota resmi adalah Pengurus 
Besar al-Irsyad, sedangkan massa anggota al-Irsyad secara otomatis dianggap 
sebagai Anggota Masyumi walaupun secara pribadi tidak terdaftar. Demikian 
pula, para Pemuda al-Irsyad akhirnya aktif dalam GPII (Gerakan Pemuda Islam 
Indonesia)162 dan dana organisasi kemudian juga lebih banyak mengalir ke 
Masyumi. Diakui kegiatan dengan masuk sebagai anggota Masyumi ini cukup 
menghambat upaya dan proses rehabilitasi intern al-Irsyad sendiri. Terbukti, 
pada Mu’tamar al-Irsyad ke-27, Desember 1951, yang diselenggarakan di Solo, 
tidak dihadiri Pemuda al-Irsyad. Hal ini akibat dari di hampir semua Cabang 
para pimpinan Pemuda dan massa anggotanya hijrah ke GPII.163 
Jadi, gerakan al-Irsyad yang dapat diartikan sebagai gerakan 
pendidikan sosial, dan dakwah mencoba dibangkitkan kembali pada masa 
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pasca kemerdekaan. Di samping semua itu, gerakan pendidikan adalah modal 
utama untuk membuat kader-kader yang dapat diandalkan. Hanya saja 
kebangunan kembali pendidikan al-Irsyad masa pasca kemerdekaan dirasakan 
banyak kendala. Tampaknya situasi politik dan sosial pada masa ini kurang 
mendukung kebangkitan. Sebagaimana disinggung, pada tahun 1951 al-Irsyad 
masuk dalam kegiatan politik, yang pada saat itu sebagai anggota resmi Partai 
Politik Masyumi. Tentu saja, hal ini menyita energi yang seharusnya digunakan 
untuk memperbaiki organisasi, terutama membenahi bidang pendidikan. 
Perlu ditekankan, pada awal al-Irsyad berdiri dan sampai pendudukan 
Jepang di Indonesia, sistem pendidikan tampak baik sebagai tempat 
pengkaderan. Diketahui, sekolah atau madrasah tertua dan terkenal di Jakarta 
adalah madrasah al-Irsyad al-Islamiyah, yang didirikan pada bulan Sepember 
1914 oleh Ahmad Surkati. Madrasah itu terdiri dari beberapa bagian (jenjang): 
yaitu Awaliyah dengan lama pelajaran 3 tahun, Ibtidaiyah dengan lama 
pelajaran 4 tahun, Tajhiziyah dengan lama pelajaran 2 tahun, Muallimin dengan 
lama pelajaran 4 tahun, dan Takhasus dengan lama pelajaran 2 tahun.164 
Pendidikan model ini terbukti telah menelorkan kaderkader al-Irsyad yang 
mumpuni dalam ilmu agama dan juga bahasa Arab. 
Pada masa awal berdirinya al-Irsyad, bidang pendidikan memang 
menjadi prioritas utama. Misalnya, dalam perjuangan Syekh Ahmad Surkati, 
mabadi al-Irsyad disosialisasikan hanya pada lembaga pendidikan, dan hal 
tersebut terbukti efektif membantu perjuangannya. Murid-murid yang tamat 
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dari madrasah al-Irsyad merupakan tenaga siap pakai. Artinya, mereka telah 
dapat menguasai mabadi al-Irsyad yang menjadi bekal hidupnya dan sarana 
perjuangan mewujudkan pembaharuan Islam di Indonesia. Untuk mewujudkan 
hal ini, maka ada beberpa tahap jenjang pendidikan. Pertama, pendidikan 
diwujudkan dengan jenjang Awaliyah (3 th), Ibtidaiyah (4 th), Tajhiziyah (2 
th), dan Muallimin (4 th). Jenjang-jenjang ini dilengkapi dengan kurikulum 
pendidikan modern (pengetahuan umum) dan agama (bahasa Arab). Dalam 
jenjang ini murid diperkenalkan dengan aspek pembaharuan Islam dalam 
pelajaran agama yang bersih dari bid’ah dan khurafat.165 
Kedua, sasaran tahap kedua adalah mewujudkan kader-kader al-Irsyad 
dengan keahlian khusus dalam ilmu agama dan ilmu umum. Oleh karena itu, 
jenjang pendidikan kedua adalah sekolah Takhasus dalam ilmu agama yang 
dilakukan melalui pendekatan mandiri, melalui sitem diskusi dan pengarahan, 
dan tidak terkait oleh suatu kurikulum yang baku. Hanya saja, keahlian bidang 
ilmu pengetahuan umum belum menghasilkan wujud tertentu. Ketiga, dalam 
tahap ini murid-murid diarahkan agar menguasai bahasa Arab secara baik 
sehingga dapat menggali ajaran Islam dari sumbernya, yaitu Alquran dan 
hadits dan melakukan kajian terhadap kitab-kitab yang ditulis oleh ulama yang 
mu’tabar. Di samping itu, para alumni diarahkan menjadi guru dan pemuka 
agama, yang bertugas membentuk masyarakat Irsyadi dengan ajaran agama 
yang murni bebas dari bid’ah dan khurafat.166      
                                                             
165Geys Amar, “Mabadi”,  MABADI, Tahun  I  Edisi  Oktober 2005,  h. 20. 





Jelas, bahwa makna sekolah al-Irsyad hanya bisa dipahami dalam 
hubungannya dengan sekolah-sekolah Arab tradisional di Indonesia. Artinya, 
sampai akhir abad ke-19 sangat sedikit anak-anak Hadrami yang menerima 
pendidikan formal di luar rumah. Minoritas ini mengikuti apa yang disebut 
“Sekolah-sekolah Arab”, suatu lembaga pendidikan kecil yang didirikan oleh 
para Hadrami terdidik, sebagai bentuk pelayanan dan pengabdian kepada 
masyarakat mereka. Sekolah-sekolah ini diselenggarakan dengan jumlah 
kurang dari 20 murid setiap kelasnya, yang menyediakan pelajaran Tata 
Bahasa Arab, Fiqih, Ilmu Agama, dan “pengetahuan ekstra tentang Hadrami”. 
Subyek-subyek materi itu diajarkan dengan metode hafalan atas teks-teks 
klasik kesarjanaan Islam.167 
Selanjutnya, sekolah-sekolah al-Irsyad, dalam banyak hal, berbeda 
dengan model tradisional. Rata-rata muridnya lebih besar ketimbang sekolah 
Arab tradisional. Kebanyakan muridnya adalah laki-laki sekalipun pendidikan 
bagi perempuan juga digalakan. Beberapa sekolah bahkan membolehkan 
perempuan duduk di bangku yang sama dengan laki-laki, sebuah situasi 
dramatis jika dibandingkan dengan kebiasaan pada saat itu. Kebanyakan 
muridnya adalah anak para saudagar Hadrami, namun demikian anak-anak 
pribumi Indonesia ada yang sekolah di sekolah al-Irsyad. Biasanya anakanak 
itu berasal dari kalangan Muslim elit di Indonesia, yaitu para saudagar kaya, 
para guru agama, dan para pegawai pemerintah. Biaya sekolahnya relatif 
                                                             
167Natalie Mobini Kesheh, “Modernisasi Islam di Masa Kolonial: Gerakan Al-Irsyad 
Al-Islamiyah”, terj. Khalid Abud Attamimi, WARTA AL-IRSYAD (Media Informasi dan Komunikasi 





tinggi, sementara pendidikan pada sekolah-sekolah Arab tradisional diberikan 
secara gratis.168 
Pada tahun-tahun awal kurikulum sekolah al-Irsyad didominasi 
pelajaran Bahasa Arab dan Dasar-dasar Islam. Sejalan dengan meningkatnya 
kemajuan, mereka dikenalkan dengan mata pelajaran baru, seperti Geografi, 
Sejarah, Aritmatika, Kesehatan, Tata Buku, Olahraga, Bahasa Melayu, dan 
Bahasa Belanda. Sementara itu, tidak satupun pelajaran tersebut diajarkan di 
sekolah Arab tradisional. Tampaknya kurikulum dirancang untuk membekali 
siswa agar menjadi pedagang modern. Terpisah dari pelajaran Tata Buku, 
kepada mereka juga diajarkan Aritmatika perdagangan dan Surat Menyurat 
Bisnis. Di lain pihak, para wanita diajari menjahit, memasak, kebersihan, dan 
keterampilan lainnya yang terkait dengan kerumahtanggaan.169 
Sebagaimana telah disinggung, pada masa pendudukan Jepang al-
Irsyad praktis menghentikan seluruh kegiatannya. Pada masa ini, sebagian 
cabang al-Irsyad ditutup, gedung sekolah yang disewa dikembalikan kepada 
pemiliknya, gedung wakaf sebagian hilang, sebagian diwakafkan kepada 
Muhammadiyah, dan sebagaian lainnya dititipkan kepada Muhammadiyah. Al-
Irsyad kehilangan terlampau banyak pada pendudukan Jepang. Walaupun pada 
perengahan tahun 1943 sebagian sekolah al-Irsyad dibuka kembali, termasuk 
sekolah al-Irsyad Jakarta, tetapi kondisi sekolah al-Irsyad yang belum pulih 
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akibat pendudukan Jepang ini kembali porak-poranda akibat Perang 
Kemerdekaan.170 
Baru pada Muktamar al-Irsyad tahun 1954 di Surabaya, tampak 
diambil keputusan untuk mengubah Program Pelajaran di seluruh sekolah-
sekolah al-Irsyad dan menyesuaikan dengan Program Pelajaran di sekolah-
sekolah Negeri dengan mempertahankan Pelajaran Agama. Usaha ini dianggap 
berhasil dan mendapat simpati serta bantuan moril maupun materil dari 
kementrian PDK dan Kementrian/Mentri PTIP. Kemudian dengan adanya 
Dekrit Presiden 5 Juli 1959 yang di dalamnya dinyatakan bahwa Piagam 
Jakarta menjiwai UUDS 1945, dan ditambah dengan Ketetapan MPRS No. 
II/MPRS/1960 bab II pasal 2 ayat 3 yang menegaskan bahwa Pendidikan 
Agama menjadi Mata Pelajaran di sekolah-sekolah, mulai dari SD sampai 
Universitas Negeri.171 
Keputusan al-Irsyad di atas sepertinya mengacu pada peraturan resmi 
pertama tentang pendidikan agama di sekolah yang dapat ditemukan dalam 
Undang-Undang Pendidikan tahun 1950 nomor 4, dan Undang-Undang 
Pendidikan tahun 1954 nomor 20. Adapun bunyi Undang-Undang Pendidikan 
tahun 1954 nomor 20 antara lain, pertama, dalam sekolah-sekolah negeri 
diselenggarakan pelajaran agama, dan orang tua murid menetapkan apakah 
anaknya mengikuti pelajaran tersebut. Kedua, cara menyelenggarakan 
pengajaran agama di sekolah-sekolah negeri diatur melalui ketetapan Menteri 
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Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan bersama-sama dengan Menteri 
Agama.172 
Peraturan bersana Departemen Pendidikan, Pengajaran dan 
Kebudayaan bersama-sama dengan Departemen Agama yang dikeluarkan pada 
20 Januari 1951 juga menetapkan bahwa pendidikan agama diberikan mulai 
kelas IV Sekolah Rakyat selama 2 jam per-minggu. Kecuali, di lingkungan 
khusus di mana Islam kuat, pelajaran agama diberikan mulai kelas 1 dan jam 
pelajaran ditambah 4 jam per-minggu. Di Sekolah Menengah Pertama, 
pelajaran agama diberikan 2 jam per-minggu, sesuai dengan agama para murid. 
Sementara itu, dalam sidang MPRS tahun 1960, ditetapkan juga bahwa pada 
universitas umum dimasukkan juga pendidikan agama dengan memberikan 
kebebasan bagi para mahasiswa untuk mengikuti atau tidak mengikuti 
pengajaran agama ini.173 
Samapai pada tahun 1964 sebenarnya tampak bahwa al-Irsyad tak 
pernah absen dalam urusan perjuangan nasional, terutama di masa 
pertumbuhannya. Dapatlah dikatakan bahwa sejarah al-Irsyad tak pernah 
terpisah dari sejarah revolusi Indonesia. Gagasan dan ideologi al-Irsyad telah 
memberikan hasil-hasil yang positif. Dalam perjalanannya, diakui sangat 
disesalkan peran al-Irsyad sudah hampir-hampir tidak kelihatan sama sekali. 
Nasionalisme al-Irsyad, menurut Hamid Elansari, terbukti apabila dihubungkan 
dengan perkumpulan PAI (Persatuan Arab Indonesia), di mana PAI berhaluan 
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politik dan Al-Irsyad berhaluan agama. Dikatakan bahwa yang membangun 
perkumpulan PAI kebanyakan adalah keluarga al-Irsyad, atau setidaknya 
mereka adalah orang-orang yang telah mencicipi aliran al-Irsyad dan telah 
membekas di hati sanubari mereka. Oleh karena itu, dalam majalah al-Mursyid 
ditegaskan, bahwa sebaiknya kaum Irsyadi membantu PAI  dengan sekuat 
tenaga. Pandangan ini dilandaskan pada apabila cita-cita PAI terlaksana tentu 
saja kaum Irsyadi akan beruntung. Seandainya cita-cita PAI kandas, tentu tidak 
akan merugikan perkumpulan al-Irsyad.174 
Memang tampak, bahwa pasca terbentuknya PAI pada tahun 1934, 
orang-orang al-Irsyad banyak berkecimpung dalam kegiatan politik. Al-Irsyad 
pada kenyataannya merubah orientasi gerakannya, yang tidak hanya 
berkecimpung dalam bidang pendidikan saja. Terbukti, ketika MIAI muncul 
sebagai organisasi federasi dalam konteks perjuangan bangsa Indonesia, 
bertepatan dengan Kongres Al-Islam ke-10 pada tanggal 28 Februari sampai 1 
Maret 1938, al-Irsyad ikut bergabung di dalamnya. Selanjutnya, dikatakan 
bahwa dalam Kongres al-Islam ke-11 yang sekaligus merupakan Kongres ke-2 
MIAI tanggal 2-7 Mei 1939 di Solo, wakil resmi Hoofdbestuur (Pengurus 
Tertinggi) Al-Irsyad, Ahmad Bahaswan di samping Umar Hubeish sudah 
duduk di Dewan MIAI.175 
Selanjutnya, sejak tahun 1951 al-Irsyad secara resmi menjadi Anggota 
Istimewa Partai Politik Islam Masyumi. Artinya, Pengurus Besar al-Irsyad 
secara resmi menjadi anggota, sedangkan massa anggota Al-Irsyad secara 
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otomatis dianggap sebagai anggota Masyumi walaupun secara pribadi tidak 
terdaftar. Walaupun diakui, perkembangan ini cukup menghambat upaya dan 
proses al-Irsyad untuk merehabilitasi diri sendiri secara internal. Para anggota 
Pemuda al-Irsyad akhirnya aktif dalam GPII, sedangkan dana organisasi 
kemudian juga lebih banyak mengalir ke Masyumi.176 
2. Sikap Al-Irsyad terhadap Kebijakan Azas Tunggal Pancasila pada Masa 
Orde Baru 
Al-Irsyad sejak pasca “Demokrasi Terpimpin” Orde Lama, mencari 
bentuknya kembali yang digerakkan baik oleh aktifis muda al-Irsyad maupun 
para senior dibuat pusing. Tidak sedikit pula kaum al-Irsyad yang kurang 
semangat. al-Irsyad seakan menemukan dirinya kembali di Mu’tamar 
Bondowoso 1970. Di Bondowoso September 1970, al-Irsyad memang tampil 
baru. Nama Ormas, yaitu suatu akronim produk zaman Orde Lama yang 
kepanjangannya Organisasi Massa, dicampakkan dan disingkirkan oleh 
Mu’tamirin di Bondowoso September 1970, dari konstitusi al-Irsyad. Kini al-
Irsyad kembali lagi sebagai organisasi pendidikan, pengajaran, kebudayaan, 
dan da’wah Islam serta kemasyarakatan.177 
Belum lagi permasalahan organisasi dapat dibenahi kembali pasca 
Orde Lama, al-Irsyad harus mau menerima kritikan dari pihak luar bahwa 
penyelenggaraan Mu’tamar ke-33 di Semarang tahun 1982 adalah Mu’tamar 
yang paling “jorok dan kampungan”. Dalam Mu’tamar ini, bayak 
kalimatkalimat tak layak dilontarkan ke forum. Demikian pula, pasca DPP 
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periode 1982-1985 diresmikan, warga al-Irsyad diberi tontonan murahan 
berupa keributan-keributan di intern al-Irsyad, dari penyerobotan sampai 
kepada upaya perampasan hak milik organisasi dengan dalih pengamanan, 
penyelamatan, milik umat, dan lain sebagainya. Sementara itu, para pejabat 
teras al-Irsyad yang bertanggungjawab untuk mengatasi kemelut ini, 
tampaknya banyak yang mengalami kebosanan untuk menyelesaikannya. Pada 
saat-saat yang kritis ini, seorang demi seorang mencari kesibukan lain yang 
sama sekali tidak menunjang upaya penyelesaian situasi yang tidak 
menguntungkan ini.178 
Satu permasalahan lagi pada Mu’tamar Semarang 1982 adalah terkait 
dengan diwajibkannya bagi setiap organisasi, baik organisasi politik maupun 
organisasi masyarakat, untuk menjadikan Pancasila sebagai asas tunggal. 
Persoalan ini, pada akhirnya memunculkan dua kelompok, yaitu yang pro dan 
yang kontra. Oleh karena itu, pada Mu’tamar al-Irsyad di Semarang tahun 1982 
dibentuklah suatu badan yang dinamakan Badan Penyempurna Konstutusi 
Organisasi (BPKO) al-Irsyad. Badan ini mempunyai wewenang penuh atas 
nama Mu’tamar dan Mubes Badan-Badan Otonom untuk menyempurnakan 
AD/ART dan PD/PRT (Tap No.007/Mu’tamar-33/1982). Jadi, motivasi 
dibentuknya badan ini karena ada suatu hal yang urgen. Selanjutnya, melalui 
badan inilah lahir AD/ART dan PD/PRT yang dalam sejarah al-Irsyad adalah 
hal yang baru. Pertama, berkaitan dengan Asas Tunggal, Pancasila. Kedau, 
rencana untuk melebur atau membubarkan badan-badan otonom di lingkungan 
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al-Irsyad. Keputusan ini, menurut Awod Martan, karena ada beberapa kalangan 
PB Pemuda al-Irsyad yang mengeluarkan stateman politik yang dianggap 
ngawur dan melanggar terhadap konstitusi yang ada serta TAP Mu’tamar 
Nomor 007.179 
Diketahui, golongan pemuda inilah yang terkenal dengan 
penolakannya terhadap penerimaan asas Pancasila. Jadi, berangkat dari 
permasalahan inilah DPP Al-Irsyad dalam Mu’tamar tahun 1982 di Semarang 
membekukan badanbadan otonom. Padahal eksistensi Badan Otonom, seperti 
Pemuda, Pelajar, Wanita, dan Puteri dalam Jam’iyah al-Irsyad al-Islamiyyah, 
menurut Zeyd Baktir, sekaligus berfungsi sebagai kegiatan pengkaderan. 
Badan otonom memiliki perangkat organisasi secara lengkap dari pusat sampai 
cabang, dengan otoritas penuh mengontrol internal organisainya, menghimpun 
para anggotanya dan mengarahkan dalam kegiatan-kegiatan guna mencapai 
tujuan organisasi, serta menyelesaikan permasalahan yang terjadi.180 
Sementara itu, sesuai dengan SK perpanjangan masa-tugas BPKO Al-
Irsyad yang pernah diterbitkan DPP Perhimpunan al-Irsyad, dengan lewatnya 
tanggal 30 Juni 1985 bererti berakhirlah sudah masa tugas BPKO al-Irsyad. 
Pendapat Sekretaris BPOK pada waktu itu mengatakan, sebaiknya masa tugas 
itu tidak diperpanjang lagi. Ia berpendapat, sebaiknya konsep yang telah 
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disusun oleh BPKO diserahkan saja kepada DPP untuk diteruskan kepada 
Steering Committee Mu’tamar ke-34.181 
Lebih lanjut dikatakan, bahwa badan otonom juga mampu berinteraksi 
dengan organisasi eksternal, memainkan perenan dengan tepat saat dibutuhkan 
dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Misalnya, Pemuda 
dan Pelajar al-Irsyad turut berkiprah dengan ormas-ormas Islam lainnya saat 
menumbangan Komunisme pada era pertengahan 1960-an. Demikian pula, 
pada tahun 1967, PB Pelajar al-Irsyad berhasil menyelenggarakan Basic 
Training, suatu perkaderan formal tingkat dasar yang diadakan untuk mencetak 
calon-calon pimpinan organisasi.182 
Pernah juga tumbuh di kalangan generasi angkatan 1964 suatu niat 
untuk meluruskan al-Irsyad kembali agar bisa pas dengan apa yang sebenarnya 
dicita-citakan Surkati dan belum sempat diteruskan. Yang jelas dirasakan 
bahwa suatu yang dirasakan sebagai penyimpangan misi adalah keterlibatan al-
Irsyad pada urusan politik, padahal Surkati selalu menjauhkan diri dari urusan 
politik, apalagi dengan urusan partai politik. Sementara itu, generasi muda al-
Irsyad Angkatan 1964 melihat dengan jelas sekali akan penyimpangan ini. 
Perlu diingat, jika Surkati dulu aktif melibatkan diri pada setiap Kongres al-
Islam semata-mata dikarenakan satu tujuan, yaitu wihdatul ummah, Umat 
Muslimin Indonesia. Jadi, inilah salah satu misi yang Surkati bawa, sedangkan 
kerangkanya adalah Pan Islam.183 
                                                             
181Aneka Berita”,  SUARA AL-IRSYAD, No. 1 Tahun XIV, Juni 1985, hlm. 11. 
182Zeyd Baktir, “Di Pundak Kaderlah Jum’iyah…, hlm. 5. 
183Hussein Badjerei, “Mission Surkati”, SUARA AL-IRSYAD, No. 1 Tahun XIV, Juni 





Kehadiran al-Irsyad di tengah-tengah sejarah dan kebudayaan bangsa 
Indonesia adalah manifestasi dari cita-cita umat manusia, dalam upaya 
sosialisasi nilai-nilai yang terkandung dalam Alquran dan sunnah rasul. Sejarah 
telah mencatat, sejak perjuangan bangsa Indonesia untuk merebut 
kemerdekaan, al-Irsyad selalu tampil dengan mendirikan tokoh-tokohnya 
sebagai wujud dari perintah yang harus diembannya dengan membawa mission 
Alquran dan Sunnah Rasul. Dalam usaha mewujudkan cita-cita itu, program 
perjuangan al-Irsyad menetapkan bahwa tujuan pendidikan al-Irsyad adalah 
membentuk manusia muslim yang bertaqwa kepada Allah SWT, menguasai 
ilmu pengetahuan agama dan umum, serta memiliki keterampilan hidup yang 
diridhoi Allah SWT. Dalam rangka mengembangkan kepribadian, program 
perjuangan Al-Irsyad meminta agar dalam pelaksanaan pendidikan al-Irsyad 
diambil langkah-langkah yang memungkinkan mengembangkan dan 
meningkatkan mutu pendidikan agama dan melaksanakan upaya 
memasyarakatkan pendidikan Bahasa Arab untuk menunjang pemahaman 
agama.184 
Ketetapan Mu’tamar menyatakan bahwa dalam rangka melaksanakan 
pendidikan al-Irsyad perlu diambil langkah-langkah yang memungkinkan 
meningkatkan dan mengembangkan pendidikan Agama dan Bahasa Arab. Di 
samping itu, pendidikan Agama, pendidikan Bahasa Arab, dan unsur-unsur 
yang dapat meningkatkan kecerdasan umat Islam, melalui usaha-usaha 
pendidikan formal maupun non-formal serta dakwah-dakwah dengan langkah-
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langkah terencana, terarah, dan terpadu dalam memecahkan masalah-masalah 
pokok yang relevan dengan apa yang dihadapi oleh masyarakat Islam dalam 
proses pembangunan bangsa. Dengan pendidikan agama dan bahasa Arab kita 
usahakan agar nilai-nilai, norma-norma, dan sikap serta tingkah laku yang 
dijabarkan dalam Alquran dan hadits benar-benar terwujud dalam kehidupan 
seharihari. 
Dengan SK-008/MPPK/KPTS/85 tanggal 19 Mei 1985, Majelis PPK 
menetapkan Bidang Studi Pendidikan Agama terdiri dari: Sub Bidang Studi 
Tauhid, Fiqih, Akhlaq, Tarikh, Alquran, dan Sub Bidang Studi Hadits. 
Ditetapkan pula selanjutnya bahwa Pendidikan Bahasa Arab sebagai bidang 
studi yang berdiri sendiri. Nama-nama serta ketentuan lainnya yang 
bertentangan dengan SK ini dinyatakan tidak berlaku. Dengan SK ini 
diinstruksikan pula kepada SD, SMTP, serta SMTA al-Irsyad untuk 
melaksanakan dan mengatur tekhnis pelaksanaan SK ini. SK ini berlaku mulai 
tahun ajaran 1985/1986.185 
Keluhan di kalangan al-Irsyad, dikatakan bahwa perjalanan sampai 
tahun 1995 spirit tajdid yang pernah dimiliki al-Irsyad mulai tidak bersinar 
lagi. Agaknya kita pun harus menerima dengan ikhlas dan tangan terbuka, bila 
ada yang menilai bahwa al-Irsyad sudah jauh melupakan mabdanya. Para 
pengurusnya, baik di tingkat pusat maupun cabang dikritik oleh berbagai 
                                                             
185Burhan Miftah, “Pendidikan Agama dan Bahasa Arab Ciri Kepribadian Pendidikan 





kalangan, terlalu sibuk dalam urusan rutinitas, sehingga kurang mengurusu 
masalah-masalah yang strategis.186 
Lembaga pendidikan yang banyak jumlahnya dipertanyakan lagi 
kualitasnya. Bahkan banyak nasehat yang dilontarkan menghendaki konsep 
pendidikan yang dipakai selama ini ditinjau kembali. Bahasa Arab yang 
merupakan ciri khas bagi al-Irsyad kini pamornya telah pudar. Dahulu 
merupakan bahasa pengantar yang dipergunakan secara penuh maupun sisipan 
di setiap kesempatan formal maupun non-formal, karena memang bahasa 
Arablah yang merupakan salah satu tujuan dasar dari al-Irsyad.187 
Muktamar al-Irsyad al-Islamiyah ke-33 tahun 1982 di Semarang 
menorehkan suatu keputusan sebagai Amanat Muktamar, yaitu lahirnya Badan 
Penyempurna Konstitusi Organisasi (BPKO) dengan ketua Asad Umar 
Baridwan. Badan ini dilahirkan guna mengantisipasi keinginan pemerintah 
Orde Baru yang represif, yang mengharuskan seluruh ormas yang ada 
mengubah azasnya menjadi azas tunggal, Pancasila. Diketahui, saat itu ormas-
ormas Islam dan non-Islam yang ada mengalami keresahan menghadapi 
tuntutan monolitik penyeragaman azasnya.188 
Pemimpin Pusat al-Irsyad al-Islamiyah berada dalam satu dilema 
sikap, bertahan dengan azas semula dengan risiko dibubarkan pemerintah, atau 
mengikuti keinginan pemerintah dengan pertanyaan yang “menggantung”, 
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bahwa apakah mengubah azas tidak melanggar akidah? Ditengah semua itu, 
muncullah pendapat yang “disepakati” bahwa masalah itu masuk ketgori 
“darurat”. Artinya, diperbolehkan selama tidak ditemukan pertimbangan-
pertimbangan lain.189 
Ada suasana psikologis dengan “pemaksaan” pemerintah tersebut, 
khususnya yang dialami otonom Pelajar dan Pemuda al-Irsyad al-Islamiyah. 
Diadakanlah pertemuan otonom pelajar pada akhir tahun 1984 di Cirebon, 
yang diikuti unsur PB Pelajar dan Badko Pelajar al-Irsyad (Jawa Barat, Jawa 
Tengah, Jawa Timur). Dalam pertemuan tersebut muncul dua kelompok besar 
yang sama-sama berargumen, satu pihak menolak dengan tegas Perhimpunan 
al-Irsyad al-Islamiyah menerima azas tunggal, sekalipun jum’iyah harus 
dibubarkan. Di pihak lain dapan menerima perubahan azas, sebagaimana 
keputusan PP sebagai organisasi induk.190 
Melihat kencenderungan semacam itu, khususnya sikap yang 
dilakukan otonom Pelajar juga Pemuda, maka tanggal 2 September 1985 PP al-
Irsyad al-Islamiyah menerbitkan Surat Keputusan (SK) yang menyebutkan 
bahwa penyelenggaran Muktamar ke-34 di Tegal tidak diberengi dengan 
penyelenggaraan Mubes Otonom. Hal ini berbeda dengan kebiasaan-kebiasaan 
yang lalau, di mana Muktamar al-Irsyad selalu diberengi dengan Mubes 
Otonom. Keputusan ini menandakan BPKO “gagal” menyelesaikan tugasnya 
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untuk penyempurnaan konstitusi organisasi. Oleh karena itu, peristiwa itu 
disebut dengan upaya “pembekuan” badan-badan otonom yang ada di 
lingkungan al-Irsyad al-Islamiyah. Setelah “pembekuan” badan-badan otonom 
pada tahun 1985 (saat Muktamar ke-34 di Tegal), kegiatan-kegiatan yang ada 
di lingkungan al-Irsyad khususnya di tingkat cabang berada dalam kondisi 
stagnan. Jum’iyah tidak lagi melahirkan kader-kader militan yang merasa 
“memiliki” al-Irsyad al-Islamiyah.191 
Memang sejak sejak tahun 1985 telah dirasakan keistimewaan al-
Irsyad yang telah dicapai pada masa lalu menghilang. Keahlian al-Irsyad dalam 
soal agama dan kegigihannya mempertahankan kepentingan Islam serta 
kepandaian dalam berbahasa Arab sudah tampak memudar. al-Irsyad 
tampaknya kurang mendidik kader yang akan memimpin, sehingga tidak 
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IDENTITAS HADRAMI PASCA REFORMASI 
A. Hadrami dan Gerakan Islam Radikal di Indonesia 
Tumbangnya rezim Ode Baru adalah fakta sejarah yang patut disyukuri. 
Tapi, efek samping yang muncul sebagai akibat dari upaya demokratisasi yang 
terbuka itu juga harus tetap diwaspadai. Runtuhnya rezim otoriter dapat 
dianalogikan seperti bola udara dalam hukum Archimedes, semakin bola ditekan 
ke dalam air, semaikin kuat daya tolak bola tersebut. Dalam realitas politik, jika 
bola diandaikan sebagai masyarakat maka tekanan adalah rezim otoriternya. 
Maka, ketika rezim otoriter tersebut hilang berarti tidak ada lagi tekanan. Hasilnya 
sudah dapat diperkirakan, bola yang memiliki daya tolak besar ini akan 
berhamburan lepas. Begitulah gambaran masyarakat indonesia pasca reformasi. 
Reformasi tak hanya memberi harapan bagi semakin tebukanya perwujudan nilai-
nilai demokrasi, seperti kebebasan pers, pengarusutamaan gender serta persamaan 
hak-hak kewarganegaraan, tapi juga membuka lahan bagi tumbuhnya ideologi 
Islam radikal yang dalam banyak kasus justru kontraproduktif dengan semangat 
demokratisasi yang sedang dibangun. Seperti efek bola udara dalam hokum 
Archimedes, tumbangnya otoriaterianisme Orde Baru membuat berbagai 
prganisasi keagamaan (Islam) radikal menyembul dari bawah ke permukaan. 
Secara umum, radikalisme dapat diartikan sebagai sikap dan tindakan 
seseorang atau kelompok tertentu yang menggunakan cara-cara kekerasan dalam 
mengusung perubahan yang diinginkan. Kelompok radikal umumnya 
menginginkan perubahan tersebut dalam tempo singkat dan secara drastis serta 





dengan terorisme karena kelompok radikal dapat melakukan cara apapun agar 
keinginannya tercapai, termasuk meneror pihak yang tidak sepaham dengan 
mereka. Walaupun banyak yang mengaitkan radikalisme dengan Agama tertentu, 
pada dasarnya radikalisme adalah masalah politik dan bukan ajaran Agama. 
Islam merupakan agama kedamaian yang mengajarkan sikap berdamai 
dan mencari perdamaian.192 Sementara yang dimaksud dengan radikalisme adalah 
gerakan yang berpandangan kolot dan sering menggunakan kekerasan dalam 
mengajarkan keyakinan mereka.193 Islam tidak pernah membenarkan praktik 
penggunaan kekerasan dalam menyebarkan agama, paham keagamaan, serta 
paham politik. Tetapi memang tidak bisa dibantah bahwa dalam perjalanan 
sejarahnya terdapat kelompok-kelompok Islam tertentu yang menggunakan jalan 
kekerasan untuk mencapai tujuan politis atau mempertahankan paham 
keagamaannya secara kaku yang dalam bahasa peradaban global sering disebut 
kaum radikalisme Islam.  
Istilah radikalisme untuk menyebut kelompok garis keras dipandang 
lebih tepat ketimbang fundamentalisme, karena fundamentalisme sendiri memiliki 
makna yang interpretable. Dalam perspektif Barat, fundamentalisme berarti 
paham orang-orang kaku, ekstrim, serta tidak segan-segan berperilaku dengan 
kekerasan dalam mempertahankan ideologinya. Sementara dalam perspektif 
Islam, fundamentalisme berarti tajdid (pembaruan) berdasarkan pesan moral 
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Alquran dan Sunnah.194 Dalam tradisi pemikiran teologi keagamaan, 
fundamentalisme merupakan gerakan untuk mengembalikan seluruh perilaku 
dalam tatanan kehidupan umat Islam kepada Alquran dan Sunnah.195 
Fundamentalisme juga berarti anti-pembaratan (westernisme).196 Terkadang 
fundamentalisme juga diartikan sebagai radikalisme dan terorisme disebabkan 
gerakan fundamentalisme memiliki implikasi politik yang membahayakan negara-
negara industri di Barat.197 
Sebutan fundamentalis memang terkadang bermaksud untuk menunjuk 
kelompok pengembali (revivalis) Islam.198 Tetapi terkadang istilah fundamentalis 
juga ditujukan untuk menyebut gerakan radikalisme Islam. Di media Barat, 
fundamentalisme berarti intoleran dan kekerasan yang ditopang fanatisme 
keagamaan.199 Sebutan untuk memberikan label bagi gerakan radikalisme bagi 
kelompok Islam garis keras juga bermacam-macam. M.A. Shaban menyebut 
aliran garis keras (radikalisme) dengan sebutan “neo-khawarij”.200 Sedangkan 
Harun Nasution menyebutnya dengan sebutan “khawarij abad 21” karena 
memang jalan yang ditempuh untuk mencapai tujuan adalah dengan 
menggunakan kekerasan sebagaimana dilakukan khawarij pada masa pasca-
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tahkim.201 Istilah radikalisme Islam berasal dari pers Barat untuk menunjuk 
gerakan Islam garis keras (ekstrim, fundamentalis, militan). Istilah radikalisme 
merupakan kode yang terkadang tidak disadari dan terkadang eksplisit bagi 
Islam.202 Yang menjadi masalah di Barat dan Amerika sebenarnya bukan Islam itu 
sendiri tetapi praktik-praktik kekerasan yang dilakukan oleh sekelompok 
komunitas Muslim dalam proses pembentukan jatidiri (identitas) kelompoknya.203 
Dengan demikian, penulis lebih cenderung menggunakan istilah 
radikalisme dari pada fundamentalisme karena pengertian fundamentalisme 
memiliki arti-arti lain yang dapat mengaburkan makna yang dimaksud, sedang 
radikalisme dipandang lebih jelas makna yang ditunjuknya, yaitu gerakan yang 
menggunakan kekerasan untuk mencapai target politik yang ditopang oleh 
sentiment-sentiment keagamaan. 
Dalam perbincangan tentang Hadrami dan radikalisme Islam, terdapat 
suatu gejala yang menarik. Dari sekian banyak organisasi yang terindikasi radikal 
di Indonesia, beberapa organisasi di antaranya diimami oleh Hadrami. Catatan 
panjang tentang sejarah kelam keterlibatan Hadrami dalam aksi-aksi terorisme di 
Indonesia204 rupanya masih harus bertambah lagi dalam wujud radikalisme 
agama.  
Dalam seminar "Arab dan Islam di Indonesia Dewasa Ini" yang 
diselengarakan oleh PP Muhammadiyah, Rabu 9 Oktober 2002, pimpinan NU dan 
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Muhammadiyah menyatakan kekhawatirannya akan aksi-aksi radikalisme Islam 
yang dipimpin oleh para WNI keturunan Arab di Indonesia, dari Laskar Jihad 
yang dipimpin Ja'far Umar Thalib, FPI (Front Pembela Islam) dipimpin Rizieq 
Shihab, MMI (Majelis Mujahidin Indonesia) dipimpin Abu Bakar Ba'asir, dan 
JIMI (Jamaah Ikhwan al-Muslimin Indonesia) dipimpin Husein al-Habsyi. Pada 
masa lalu kita juga mengenal nama Abdullah Sungkar, Indo-Arab yang 
melakukan sejumlah aksi pemboman di Indonesia. Demikian juga gerakan 
tarbiyyah yang dipimpin oleh seorang Hadrami yang bermukim di Bogor. Begitu 
pula tokoh-tokoh lain, sebut saja misalnya; Abu Jandal, Hisyam Bawazier, Yazid 
Jawwaz, Abu Haidar, Umar al-Faruq, Natsir Harist dll yang sebagiannya masuk 
dalam daftar hitam karena terlibat dalam aksi-aksi terorisme. 
Meski tak representatif, tapi infiltrasi ideology Islam transnasional ke 
dalam sendi kehidupan sosial-keagamaan Hadrami rupanya cukup membuat resah 
beberapa kalangan. 15 tahun berselang setelah seminar yang diadakan PP 
Muhammadiyyah, Pusat Penelitian Kemasyarakatan dan Kebudayaan-Lembaga 
Ilmu Pengetahuan Indonesia (P2KK-LIPI), bekerjasama dengan Hadhramaut 
Center Pusat Riset Sejarah, Dokumentasi dan Publikasi, Badan Penelitian dan 
Pengembangan Kementerian Agama (Balitbang Kemenag), dan Menara Center 
kembali mengadakan seminar internasional bertema “International Conference on 
The Dynamics of Hadhramis in Indonesia” pada 22-23 November 2017 di Jakarta. 
Tujuan konferensi internasional ini adalah untuk memberikan pengetahuan 
tentang dinamika orang Hadhrami di Indonesia dalam berbagai bidang, mulai dari 





literatur, orang Hadrami adalah cerita tentang sejarah migrasi, akulturasi, 
perdagangan dan penyebaran Islam, serta nasionalisme, dan juga sejarah tentang 
globalisasi.205 
Dalam pidato pembukaan seminar, Menteri Agama Lukman Hakim 
Saifudin mengharapkan para keturunan Arab yang menjadi pendakwah supaya 
mampu "menjaga, memelihara, dan merawat" apa yang telah diwariskan para 
leluhurnya. Dahulu, para ulama Indonesia keturunan Arab, yang memiliki garis 
keturunan Nabi Muhammad, tidak pernah mengajarkan "ideologi kebencian" atau 
"berpolitik praktis". Dari para habaib inilah lahir guru dan mubalik di berbagai 
daerah di Indonesia. Metoda sufistik para habaib seperti inilah yang 
mengedepankan akhlak yang mulia sejak zaman dahulu yang kemudian diikuti 
oleh para Wali Songo dan dai pendahulu lainnya yang berhasil mengislamkan 
nusantara, ungkap Lukman206 
Menurut Azyumardi Azra, kendati secara kuantitas jumlah Hadrami 
relatif kecil, peranan orang-orang peranakan Arab ini dianggap "penting" karena 
mereka tersebar di berbagai organisasi keagamaan, ormas, serta partai politik 
dengan latar pemahaman agama dan ideologi yang tidak tunggal. Namun 
belakangan ketika politik identitas mengalami penguatan dan beririsan dengan 
gerakan populisme Islam, sepak terjang salah-seorang keturunan Arab, Rizieq 
Shihab, akhirnya menjadi sorotan utama setelah keterlibatannya yang mencolok 
selama Pilkada Jakarta. Pernyataan Azra ini merujuk pada gelombang unjuk rasa 
yang melibatkan ratusan ribu orang selama Pilkada Jakarta yang menggunakan isu 
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agama. Menurutnya, Rizieq memiliki pengaruh kuat pada sebagian masyarakat 
Islam, terutama kalangan bawah, karena diyakini memiliki garis keturunan 
dengan Nabi Muhammad.207  
Oleh karena itu, pada bagian ini, akan dipaparkan beberapa tokoh 
Hadrami dan kiprah organisasi yang dipimpinnya dalam aktifitas organisasi Islam 
radikal di Indonesia sebagai bagian dari sejarah pergulatan identitasnya pasca 
reformasi. 
1. Abu Bakar Ba’asyir 
Nama Abu Bakar Ba’astir bukan nama baru dalam aktifitas gerakan 
Islam radikal di Indonesia. Jauh hari sebelum MMI berdiri, Ba’asyir sudah 
dikenal sebagai da’i dengan materi dakwah yang cenderung radikal. Tahun 
1972 Abu Bakar Ba'asyir bersama Abdullah Sungkar, Yoyo Roswadi, Abdul 
Qohar H. Daeng Matase dan Abdllah Baraja mendirikan Pondok Pesantren al-
Mukmin, Ngruki, di Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah. Tahun 1983, Ba'asyir 
ditangkap bersama dengan Abdullah Sungkar. Ia dituduh menghasut orang 
untuk menolak asas tunggal Pancasila. Ia juga melarang santrinya melakukan 
hormat bendera karena menurut dia itu perbuatan syirik. Tak hanya itu, ia 
bahkan dianggap merupakan bagian dari gerakan Hispran (Haji Ismail Pranoto) 
salah satu tokoh DI/TII (Darul Islam/Tentara Islam Indonesia) Jawa Tengah. 
Di pengadilan, keduanya divonis 9 tahun penjara. 
11 Februari 1985, Ketika kasusnya masuk kasasi Ba'asyir dan 
Sungkar dikenai tahanan rumah, saat itulah Ba'asyir dan Abdullah Sungkar 
                                                             





melarikan diri ke Malaysia. Dari Solo mereka menyebrang ke Malaysia melalui 
Medan. Menurut pemerintah Amerika Serikat, pada saat di Malaysia itulah 
Ba'asyir membentuk gerakan Islam radikal, Jamá’ah Islámiyyah, yang 
menjalin hubungan dengan al-Qaeda. Hal ini dibantah oleh Ba’asyir. 
Menurutnya, ia tidak membentuk organisasi atau gerakan Islam apapun. 
Namun pemerintah  Amerika Serikat memasukkan nama Ba'asyir sebagai salah 
satu teroris karena gerakan Islam yang dibentuknya yaitu Jamaah Islamiyah, 
terkait dengan jaringan al-Qaeda. 
Tahun 1999, Sekembalinya dari Malaysia, Ba'asyir langsung terlibat 
dalam pengorganisasian MMI yang merupakan salah satu dari Organisasi Islam 
baru yang bergaris keras. Organisasi ini bertekad menegakkan Syariah Islam 
di Indonesia. Tahun 2011, Ba'asyir dijatuhi hukuman penjara 15 tahun oleh 
majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan setelah dinyatakan terlibat 
dalam pendanaan latihan teroris di Aceh dan mendukung terorisme di 
Indonesia.208 
Yang menarik, Ba’asyir muda adalah aktifis organisasi al-Irsyad al-
Islamiyyah. Tak hanya sekedar menamatkan pendidikan dasarnya di lembaga 
pendidikan al-Irsyad, Ba’asyir bahkan pernah tercatat sebagai sekretaris 
Pemuda al-Irsyad cabang Surakarta.209 
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2. Muhammad Rizieq Syihab 
Sama dengan Ba’asyir, Muhammad Rizieq Syihab juga seorang 
Hadrami tulen. Yang berbeda adalah latar belakang organisasi asalnya. 
Ba’asyir muda adalah pegiat organisasi Arab dari kalangan masyayikh, al-
Irsyad, sebaliknya Rizieq Syihab adalah anggota organisa yang 
keanggotaannya didominasi oleh kalangan sayyid, Jamiat Khaer.210 
Rizieq Syihab lahir di Jakarta pada tanggal 24 Agustus 1965 dari 
pasangan Hussein bin Muhammad Shihab dan Sidah Alatas. Setelah lulus 
sekolah dasar pada tahun 1975 di SDN 1 Petamburan, Tanah Abang, Jakarta 
Pusat, pada tahun 1976 Rizieq melanjutkan sekolah menengahnya ke SMP 40 
Pejompongan, Jakarta Pusat. Namun karena jarak sekolah dengan rumahnya di 
Petamburan terlalu jauh, ia kemudian dipindahkan ke sekolah yang relatif lebih 
dekat dengan tempat tinggalnya, yaitu SMP Kristen Bethel Petamburan dan 
lulus tahun 1979. Ia kemudian melanjutkan sekolahnya di SMA Negeri 4 
Jakarta di Gambir, namun lulus dari SMA Islamic Village Tangerang pada 
tahun 1982. 
Pada tahun 1983, Rizieq mengambil kelas bahasa Arab di Lembaga 
Ilmu Pengetahuan Islam dan Arab (LIPIA). Namun setelah satu tahun 
menempuh studi, ia mendapat tawaran beasiswa dari Organisasi Kerjasama 
Islam (OKI) untuk kuliah di Arab Saudi.. Ia pun melanjutkan program sarjana 
jurusan Studi Agama Islam (Fiqih dan Ushul Fiqh) ke King Saud 
University yang ditempuhnya selama empat tahun. Pada tahun 1990, Rizieq 







dinyatakan lulus, lengkap dengan predikat Cum Laude. Rizieq sempat 
mengambil program pascasarjana di Universitas Islam Internasional Malaysia 
selama satu tahun, setelah itu ia kembali ke Indonesia sebelum magisternya 
selesai karena alasan biaya. Setelah beberapa tahun, akhirnya ia mampu 
melanjutkan pendidikannya di bidang Syari'ah dan meraih gelar Master of Arts 
(M.A.) pada tahun 2008 di Universitas Malaya dengan tesis berjudul 
"Pengaruh Pancasila Terhadap Pelaksanaan Syariat Islam di Indonesia". Pada 
tahun 2012, Rizieq kembali ke Malaysia dan melanjutkan program 
pendidikan doktor dalam program Dakwah dan Manajemen di Fakultas 
Kepemimpinan dan Pengurusan Universiti Sains Islam Malaysia (USIM). 
Rizieq Shihab memproklamasikan pendirian FPI pada tanggal 17 
Agustus 1998 di Pondok Pesantren al-Umm, Tangerang. FPI adalah sebuah 
organisasi massa Islam yang berpusat di Jakarta. Selain beberapa kelompok 
internal yang disebut sebagai Sayap Juang, FPI juga memiliki kelompok 
Laskar Pembela Islam, paramiliter yang dianggap kontroversial karena 
melakukan aksi penertiban terhadap kegiatan-kegiatan yang dianggap maksiat 
atau bertentangan dengan syariat Islam terutama pada bulan Ramadan. 
3. Ja’far Umar Thalib 
Ja'far Umar Thalib (lahir di Malang, Jawa Timur, 29 
Desember 1961) adalah pendiri Laskar Jihad, sebuah organisasi Islam militan 
di Indonesia.  Menempuh pendidikan semasa kecil di Perguruan al-Irsyad, 
hingga kemudian pada 1983 menjadi pelajar di LIPIA, Jakarta yang merupakan 





1986, sebelum kelulusannya, karena masalah dengan salah satu gurunya ia 
akhirnya keluar dari LIPIA dan melanjutkan studinya ke Maududi Institute di 
Lahore Pakistan. Pada tahun 1987, Ja'far bergabung dengan Mujahidin 
Afghanistan yang saat itu sedang berperang dengan Uni Soviet. Selama dua 
tahun ia berjuang sekaligus belajar kepada Syaikh Jamilurrahman al-Afghani 
al-Salafy di Provinsi Kunar, dekat perbatasan Pakistan. Pada Januari 1990, 
Ja'far menyatakan bahwa ia sepenuhnya telah beralih kepada mahzab Salafy 
dan menanggalkan pemahaman lamanya yang ia anggap menyimpang. Tahun 
1990-1991 Ja'far kembali ke Indonesia dan mengajar di Pesantren Islam al-
Irsyad yang dijalankan oleh Yusuf Utsman Ba'isa. Tahun 1991-1993, Ja'far 
belajar kembali kepada seorang ulama Salafy, Syaikh Muqbil bin Hadi' al-
Wadi'i di Dammaj, Yaman. Sepulangnya dari Yaman, pada tahun 1993 Ja'far 
dengan bantuan beberapa pengikut Salafy kemudian mendirikan sebuah 
pesantren yang bernama Ihya’ al-Sunnah di Dusun Degolan, Sleman, 
Yogyakarta.  
Thalib secara terbuka mendukung pembentukan teokrasi Islam di 
Indonesia. Anggota-anggotanya menuntut penerapan hukum syariah. Mereka 
juga menolak pengangkatan Megawati Soekarnoputri sebagai Presiden 
Indonesia pada tahun 2001 dengan alasan bahwa pemilihan presiden 
perempuan itu dosa. Di markas Laskar Jihad, perempuan wajib mengenakan 
burka dan anggota tidak boleh memiliki televisi.  
Thalib pernah bertemu dengan Osama bin Laden, namun kabarnya 





tetapi, beberapa anggota milisinya menerima bantuan al-Qaeda. Saat ditanyai 
soal dukungannya terhadap Wahhabisme di Indonesia, Thalib mengaku 
berusaha menjauhkan dirinya dari Wahhabisme. Ia menyatakan bahwa tulisan-
tulisan Wahhabi terlalu bergantung pada hadits lemah "yang mungkin bukan 
firman Allah". Beberapa pengamat menulis bahwa fatwa-fatwa yang 
dikeluarkan mufti Salafi dari Jazirah Arab memainkan peran penting dalam 
pembentukan Laskar Jihad. Mereka juga berpendapat bahwa upaya Thalib 
menjauhkan dirinya dari al-Qaeda dan segala hal tentang al-Qaeda berkaitan 
dengan efek serangan 11 September ketika pemerintah Indonesia memaksa 
Laskar Jihad untuk tidak memanfaatkan sentimen anti-Amerika Serikat. 
Mengenai tindakan kekerasan di Maluku, Laskar Jihad memaparkan dua 
alasan: pertama, pertahanan diri sesama Muslim; dan kedua, perjuangan 
melawan separatisme. Untuk memperkuat alasan kedua, Laskar Jihad menduga 
ada konspirasi Zionis-Kristen yang berusaha mengganggu persatuan bangsa 
Indonesia. Tahun 2002, tepatnya di bulan Oktober, Laskar Jihad Ahlussunnah 
wal Jamaah resmi dibubarkan oleh staf dan dewan pembina FKAWJ (Forum 
Komunikasi Ahlussunnah wal Jama'ah), setelah rapat maraton sejak tanggal 3 - 
7 Oktober 2002. Thalib tidak setuju, karena masih berurusan dengan 
Pengadilan Negeri Jaktim untuk kasus makar, menghasut, dan menghina 
Presiden Megawati Sukarnoputri. Namun, Ja'far terpaksa mengumumkan 
pembubarannya ketika dikonfirmasi beberapa saat setelah terjadinya peristiwa 
bom Bali I, 16 Oktober 2002.211 






B. Dualisme Organisasi al-Irsyad al-Islamiyyah 
Seiring dengan bergulirnya reformasi di Indonesia akibat krisis 
multidemensi yang mengakibatkan tumbangnya rezim Orde Baru, di dalam tubuh 
organisasi al-Irsyad-pun dapat disaksikan terjadi konflik yang pada akhirnya 
menjadikan terpecah (al-Irsyad al-Islamiyah dan Perhimpunan al-Irsyad). Situasi 
sosial, politik, ekonomi, dan globalisasi ternyata berpengaruh terhadap organisasi 
al-Irsyad. Di samping itu, kaum Hadrami di Indonesia adalah bagian dari 
masyarakat yang terdiaspora, sehingga pada dasarnya mempunyai permasalaahan 
tersendiri terkait dengan identitas. Diaspora dapat dilihat tidak hanya sebagai 
fenomena perpindahan penduduk saja (atau yang secara umum disebut dengan 
konsep migrasi) tetapi juga isu-isu yang terkait terutama dengan hubungan lintas 
budaya dengan segala kompleksitasnya seperti tentang jaringan bisnis (pelayaran 
dan perdagangan), relasi kekuasaan dan politik (termasuk di dalamnya kompetisi, 
konflik, peperangan, dan sebagainya serta gerakan nasionalisme sejak abad 20), 
formasi dan transformasi identitas, dan berbagai media hubungan lintas budaya 
seperti pendidikan, partai politik, perkawinan campuran, dan sebagainya.212 
1. Perbedaan Pemaknaan Salafi: Akar Krisis Identitas  
Al-Irsyad dari awal menegaskan, bahwa organisasi ini adalah 
berideologi salafi.  dikatakan bahwa gerakan al-Irsyad pada dasarnya banyak 
terilhami oleh pemikiran dan praktik keagamaan Ibn Taimiyah dan Muhammad 
Abduh. Pendiri gerakan al-Irsyad, Ahmad Surkati, adalah pengikut kedua 
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tokoh tersebut setelah berada di Indonesia.213 Hal ini juga terbukti, bahwa 
sebelum Ahmad Surkati  keluar dari Jamiat Khair yang kemudian mendirikan 
al-Irsyad, selain mengajar di madrasah milik organisasi ini di pagi hari, dia 
mendirikan kursus pada sore hari yang dihadiri oleh para memuda Arab. 
Kursus ini bertujuan untuk melihat kemungkinan memperbaiki pemahaman 
kaum Muslim di Indonesia. Tampaknya, dengan kursus ini Ahmad Surkati 
mencari temen yang dapat diajak bekerjasama. Karenanya, kedatangan teman-
teman dari Sudan yang sudah mengerti ajaran Muhammad Abduh, sangat 
menolong Ahmad Surkati, dan bahkan membuatnya menghayati lebih dalam 
lagi karya-karya Muhammad Abduh, Rashid Ridha, serta karya-karya Ibnu 
Taimiyah dan Ibnu Qayyim.214 Ajaran Muhammad Abduh dan kelompoknya 
inilah yang disebut dengan Salafiyyah. 
Kata salafi atau "Muslim periode awal" dalam konteks sarjana 
Islam tradisional berarti seseorang yang meninggal dalam empat ratus tahun 
pertama setelah Nabi Muhammad saw., termasuk ulama seperti Abu Hanifah, 
Malik, Syafi'i, dan Ahmad ibn Hanbal. Sementara itu, siapapun yang 
meninggal setelah para sarjana tersebut adalah tergolong ulama khalaf atau 
"Muslim zaman akhir". 
Selanjutnya, istilah "salafi" dihidupkan kembali sebagai slogan dan 
gerakan kalangan Muslim zaman akhir, yaitu oleh 
pengikut Muhammad Abduh sekitar tiga belas abad setelah Nabi Muhammad 
saw., kira-kira seratus tahun yang lalu. Seperti gerakan serupa yang secara 
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historis muncul dalam Islam, gerakan salafi ini mengklaim bahwa agama 
belum benar dimengerti oleh siapapun sejak Nabi  Muhammad saw. dan 
Muslim awal telah tiada.215 
Dalam konteks ini, berdirinya Pesantren al-Irsyad Tengaran, 
Salatiga, dan penyebaran faham salafi tampaknya dapat dijadikan sebagai 
perspektif untuk mencari akar perpecahan di tubuh al-Irsyad al-Islamiyah. 
Pesantren al-Irsyad Tengaran memang erat hubungannya dengan penyebaran 
faham salafi di era modern (tahun 1980-an). Hubungan erat ini dikarenakan 
orang-orang seperti Ja’far Umar Thalib, Yazid Abdul Qadir Jawwas, dan Yusuf 
Utsman Baisa sebagai pemimpin Pesantren al-Irsyad Tengaran adalah 
sekaligus sebagai tokoh penyebar faham salafi. Diketahui faham salafi yang 
mereka sebarkan ternyata berbeda dengan pemahaman yang selama ini 
dipegang oleh masyarakat al-Irsyad pada umumnya. 
Dalam sejarahnya, sebelum faham salafi di era modern dipegang 
dan disebarkan oleh para kader al-Irsyad, pada awalnya gerakan ini 
dikembangkan atas inisiatif Abu Nida. Abu Nida dengan nama asli Chamsaha 
Sofwan bersama dengan Ahmad Faiz Asifuddin, dan Ainur Rafiq Gufron 
adalah para alumni LIPIA yang telah menuntaskan studi mereka di Saudi 
Arabia dan mengalami pembaiatan dalam perang Afghan. Kemunculan tokoh-
tokoh ini menandai kelahiran generasi Wahhabi baru di Indeonesia. Mereka 
adalah kader-kader DDII (Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia) yang setelah 
kembali dari Saudi Arabia, kemudian mengajar di pesantren-pesantren yang 
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pernah menjalin hubungan dengan organisasi itu, seperti Pesantren al-Mukmin 
di Ngruki, Pesantren Wathaniyah Islamiyah di Kebumen, dan Pesantren al-
Furqan di Gresik.216 
Penyebaran ajaran Wahabi pada era ini adalah bagian dari Islam 
transnasional. Munculnya aktor Islam transnasional yang aktif menyerukan 
jihad juga dapat dilihat dari latar belakang munculnya Arab Saudi sebagai 
pemain politik utama di dunia Muslim dan penyebaran Wahhabisme oleh 
negara sebagai papan utama kebijakan luar negerinya. Dengan dibungkus 
dalam bahasa solidaritas Islam, kesalehan, dan persaudaraan, Arab Saudi 
melakukan kampanyenya dengan mendistribusikan dana untuk pembangunan 
masjid, madrasah, serta mendanai kegiatan dakwah untuk organisasi Islam di 
seluruh dunia. Di Indonesia, Arab Saudi mendukung DDII yang digunakan 
sebagai sekutu setia Rabithah al-'Alam al-Islami (Liga Islam Dunia) dalam 
melaksanakan kampanye Arab Saudi di Indonesia. Demikian pula, Arab Saudi 
mendirikan Lembaga Ilmu Pengetahuan Islam dan Arab (LIPIA) di Jakarta 
pada tahun 1980.217 
Sebagai alumni LIPIA, gairah untuk melakukan kegiatan-kegiatan 
dakwah mendorong Abu Nida untuk pindah ke Yogyakarta pada tahun 1986 
setelah sempat mengajar di Pesantren al-Mukmin, Ngruki, selama kurang dari 
satu tahun. Selanjutnya, sejak awal tahun 1990-an, kegiatan-kegiatan dakwah 
yang dikembangkan Abu Nida makin ditopang dengan kedatangan Ja’far Umar 
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Thalib, Yazid Abdul Qadir Jawwas, dan Yusuf Utsman Baisa, para alumni 
LIPIA keturunan Hadrami yang telah belajar di luar negeri.218 Sementara itu, 
dalam konteks pergumulan sejarah gerakan al-Irsyad, pesantren al-Irsyad 
Tenggaran muncul sebagai salah satu mata rantai terpenting dalam jaringan 
penyebaran gerakan salafi di Indonesia.219 
Sebagaimana Pesantren al-Irsyad di Bondowoso yang telah digagas 
kemunculannya pada Mu’tamar al-Irsyad ke-33 di Semarang tahun 1982,  
Pesantren al-Irsyad Tengaran pun dibangun dalam rangka penguatan kader al-
Irsyad, terutama dalam kemampuan Bahasa Arab. Pesantren al-Irsyad 
Tengaran, Salatiga, didirikan atas prakarsa Umar Abdat, seorang pengusaha 
keturunan Hadrami dan ketua cabang al-Irsyad di Semarang. Perjalanan 
selanjutnya, Ja’far Umar Thalib segera terlibat dalam kegiatan pengajaran di 
pesantren yang baru saja didirikan. Ja’far Umar Thalib ditunjuk sebagai 
direktur sekaligus guru di pesantren tersebut dengan dibantu Yazid Abdul 
Qadir Jawwas. Kembalinya Thalib disambut penuh semangat oleh beberapa 
lapisan anggota al-Irsyad, karena sejak awal 1980-an telah muncul 
ketidakpuasan dalam organisasi ini, yaitu beberapa tokoh utamanya merasa 
bahwa al-Irsyad sedang mengalami “krisis identitas”. Sejauh mereka 
perhatikan, al-Irsyad selama ini menonjol dalam wacana dinamika  Islam di 
Indonesia, telah kehilangan semangat bersama dengan dipinggirkannya politik 
Islam oleh Soeharto.220  
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Karena Ja’far Umar Thalib dan Yazid Abdul Qadir Jawwas terlalu 
sibuk dengan tugas mereka mempopulerkan ajaran Wahabi, al-Irsyad lalu 
mengirim Yusuf Utsman Ba’isa, yang baru menyelesaikan pendidikannya di 
Universitas Imam Muhammad ibn Sa’ud di Riyadh, untuk mengajar di 
Pesantren Tengaran tersebut. Keputusan ini didasarkan pada rekomendasi 
LIPIA. Baisa ditunjuk sebagai wakil direktur untuk menggantikan Jawwas. 
Selain mengajar, ketiga guru ini mengambil bagian dalam penyebaran ajaran-
ajaran Salafi ke kalangan mahasiswa. Misi ini akhirnya menjadi perhatian 
utama mereka. Demikian kuat perhatian ini, hingga akhirnya mereka  
menelantarkan proses belajar mengajar di pesantren. Mereka semua aktif 
memenuhi undangan dari pendukung awal gerakan Salafi, untuk 
menyampaikan pengajian dan khotbah keagamaan di berbagai kota di Jawa 
Tengah, seperti Yogyakarta, Solo, dan Semarang.221 
Melihat Pesantren Tengaran dijadikan sebagai tempat penyebaran 
gerakan Salafi, kritik pun muncul dari kalangan orangtua siswa hanya saja 
ditanggapi sikap acuh oleh Ja’far Umar Thalib. Tanpa bergeming, dia terus 
mempertahankan gaya kepemimpinannya dan meneruskan cita-citanya 
menerapkan keseragaman ideologis terhadap siswa-siswanya. Kecemasan para 
orangtua siswa mengenai dampak pelajaran-pelajaran yang diperoleh anak-
anak mereka, semakin besar. Para orangtua ini menuntut agar kantor cabang al-
Irsyad di Semarang, yang bertanggung jawab langsung terhadap pesantren, 
mengekang kecenderungan militan ini. Sebagai reaksi terhadap tekanan dari 
                                                             





para orangtua, kantor cabang itu lalu mengadakan pertemuan di Pekalongan 
untuk menangani kasus Tengaran. Dengan dihadiri oleh beberapa perwakilan 
dari kepemimpinan pusat al-Irsyad, pertemuan itu menghasilkan keputusan 
menggantikan Ja’far Umar Thalib dengan Yusuf Utsman Baisa pada tahun 
1990. Ja’far Umar Thalib memandang keputusan ini tidak adil dan 
memutuskan untuk mundur, yang selanjutnya diikuti oleh Jawwas dan Baisa.222 
Demikian pula dikatakan, bahwa keresahan umat Islam terhadap 
gerakan salafi ekstrim di Indonesia, sebetulnya sudah muncul tatkala orang tua 
santri terkejut melihat putranya yang belajar di Pesantren al-Irsyad Tengaran, 
Salatiga, Semarang. Begitu pulang ke rumah saat liburan sekolah, anak-anak 
hasil didikan Ja’far Umar Thalib dan Yazid Abdul Qadir Jawwas itu, tiba-tiba 
mencopot gambar-gambar di dinding, membuang radio dan televisi dari rumah 
mereka. Sejumlah orang tua cemas akan hal ini, lantas mendatangi kantor 
cabang al-Irsyad di Tengaran, Semarang untuk menanyakan pola didik yang 
diterima anak-anak mereka. Orang tua juga menuntut cabang al Irsyad 
bertanggung jawab langsung terhadap pesantren, agar mengekang 
kecenderungan militan ini.  Diakui Ketua Umum al-Irsyad al-Islamiyah, 
Abdullah Jaidi, ormas Islam yang paling kecolongan dengan pengaruh salafi 
adalah al-Irsyad.223 
Kekosongan kepemimpinan ini tidak berlangsung berlarut-larut, 
karena Tariq Umar Abdat, pemimpin kantor cabang al-Irsyad Semarang, 
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berhasil membujuk Ba’isa kembali ke pesantren dan menduduki posisi sebagai 
direktur. Hal ini tentu membuat Ja’far Umar Thalib marah, dia melihat Ba’isa 
sebagai penghianat. Perasan tidak puas juga melanda Jawwas yang kemudian 
memutuskan semua hubungan dengan Ba’isa. Di bawah kepemimpinan Ba’isa, 
yang sepenuhnya didukung oleh al-Irsyad, pesantren tersebut berkembang 
pesat dan maju. Bangunan-bangunan baru didirikan, melengkapi bangunan 
yang sudah ada, berkat bantuan keuangan dari Saudi Arabia. Sebagai gantinya, 
Saudi Arabia mendesak agar diberi hak turut campur dalam masalah internal 
pesantren dan menentukan kurikulumnya. Sejak tahun 1994, LIPIA bahkan 
mendapat pengajar tamu dari Saudi Arabia dan negara-negara Timur Tengah 
lainnya.224 
Dalam perkembangan selanjutnya, Pesantren al-Irsyad Tengaran 
menjalin jaringan dengan beberapa lembaga keagamaan yang dianggap 
sepaham dengannya. Misalnya, Pesantren ini menjalin kerja sama dengan 
Kerajaan Saudi Arabia dalam pengiriman dan pengadaan mufad untuk setiap 
tahunnya. Pengiriman mufad ini dimaksudkan untuk membantu dalam 
peningkatan penguasaan Bahasa Arab bagi segenap santri dan penguasaan 
ilmu-ilmu diniyah pada umumnya. Pemerintah Kerajaan Saudi Arabia pernah 
mengirimkan dua orang tenaga asing untuk membantu proses belajar mengajar 
di Pesantren Islam al-Irsyad. Di antara faktor yang cukup berperan dalam 
peningkatan kualitas bahasa Arab para santri di Pesantren Islam al-Irsyad 
                                                             





adalah karena para mufad ini tinggal di dalam lingkungan Pesantren sehingga 
frekuensi para santri untuk bertemu dengan mereka cukup tinggi.225 
Demikian pula, pesantren al-Irsyad Tengaran, yang pada saat itu 
dipimpin oleh Yusuf Utsman Baisa, dijadikan sebagai salah satu tempat 
dilakukannya beberapa kegiatan Ihya At-Turots. Ihya At-Turots adalah 
organisasi yang dibangun di atas manhaj Ikhwani, yang di dalamnya diterapkan 
cara-cara hizbiyyah. Di antara model hizbiyyah adalah mengikat anggotanya 
dengan cara bai’at, ikut serta dalam politik praktis, berparlemen, menyebarkan 
pemikiran Quthbiyyah dan Abdurrahman Abdul Khaliq. Di samping itu, sepak 
terjang organisasi Ihya At-turots Al-Kuwaiti di Indonesia ini, dengan 
mengandalkan dananya, menyalurkan kepada beberapa organisasi, yayasan, 
atau pondok pesantren untuk memenuhi kebutuhan mereka, seperti: 
membangun masjid, menanggung anak-anak yatim, menggaji para du’at (guru) 
dan yang semisalnya.226 
Selanjutnya, kegiatan Pesantren al-Irsyad di bawah Yusuf Utsman 
Baisa ini, mulai dari mendatangkan Abdurrohman Abdul Khaliq yang sempat 
menyampaikan ceramahnya di hadapan sebagian para du’at sampai dengan 
pengadaan berbagai kegiatan dauroh, dengan diundangnya para du’at Ihya At-
Turots yang berasal dari berbagai macam elemen dan beraneka ragam fikroh 
(pemikiran). Selebihnya, dilanjutkan dengan diadakannya pengkaderan khusus 
dengan istilah “mulazamah” selama setahun, di bawah bimbingan langsung 
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dari da’i Ihya At-Turots, Syarif Fu’ad Hazza’, yang dikirim khusus untuk 
mengajar di Ponpes al-Irsyad,Tengaran.  
Kegiatan dan penyebaran faham salafi yang semacam inilah yang 
tidak dikehendaki oleh sebagian warga al-Irsyad. Pada akhirnya, problem 
semacam ini menjadikan perpecahan di antara mereka, dan hal ini diakui 
sendiri oleh Yusuf Utsman Baisa. Baisa menuturkan, bahwa perpecahan di 
tubuh al-Irsyad berawal dari lahirnya Pesantren al-Irsyad di Tengaran, 
Semarang, termasuk yang di Bondowoso pada tahun 1990. Baisa sendiri 
menjadi mundzir (direktur) di Pesantren al-Irsyad Tengaran dari tahun 1990 
sampai 2000. Menurutnya, lahirnya Pesantren Islam al-Irsyad adalah dalam 
rangka mengembalikan (khittah) dalam hal pendidikan sebagaimana yang di 
gagas oleh Syekh Ahmad Surkati. Yang dimaksud dengan khittah adalah 
kembali kepada ajaran salafi yang benar. Sebaliknya, menurut pandangan 
Baisa, kelompok al-Irsyad al-Islamiyah ingin mengikuti ere modern dan ingin 
jadi liberal, sedangkan Baisa sendiri, dengan percaya diri, menyebut dirinya 
fundamentalis.227  
Jadi kronologinya adalah bahwa setelah berdirinya pesantren Islam 
al-Irsyad di tahun 1988, selanjutnya tidak memuaskan para pendirinya 
sehingga pada tahun 1989 digantilah para guru dan pengurus pesantren dengan 
orang-orang baru. Dipilihlah  Jafar bin Umar Thalib sebagai mundzir dan 
wakilnya Yazid bin Abdul Qadir Jawwaz. Setelah Yusuf Utsman Baisa pada 
tahun 1990 lulus dari Riyad, maka dia bergabung dengan pesantren tersebut. 
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Selanjutnya, pendiri Pesantren al-Irsyad, yang juga sebagai pengurus cabang 
al-Islamiyah Semarang, menunjuk Yusuf sebagai mundzir, Jafar sebagai 
wakilnya, dan Jawwaz sendiri menjadi ketua bidang Kurikulum.228  
Yusuf menuturkan, pada tahun 1992 mulailah meledak, di mana 
orang-orang Al-Irsyad Islamiyah mulai gerah terhadap situasi akibat dampak 
dakawah salafiyah mulai merebak masuk ke pori-pori al-Irsyad. Orang-orang 
yang cenderung liberal, kata Yusuf, mulai sumpek melihat dakwah salafi yang 
menurutnya bahwa Surkati datang  ke Indonesia adalah dalam rangka dakwah 
salafi. Puncaknya pada tahun 1993 menjelang pemilu, ada tuntutan dari Pusat 
al-Irsyad al-Islamiyah pinpinan Gesy Amar untuk membubarkan Pesantren al-
Irsyad Tengaran, atau menghentikan dakwah salafiyah karena dianggap 
merusak al-Irsyad. Yusuf kemudian diminta keluar tahun 1994, sehingga pada 
tahun 1994 ini pesantren mulai vakum. Kemudian Yusuf diminta kembali lagi, 
tetapi dia mengajukan beberapa syarat yang mengarah kepada independensi 
dan diberi kebebasan, dan mereka menyetujuinya.229 
Dakwah salafiah Baisa dan teman-temannya merebak, sehingga 
berpengaruh di beberapa kota, dan yang paling terpengaruh adalah Pekalongan. 
Di Pekalongan dua kubu sangat terasa yang menolak dan berpihak kepada 
dakwah salafiah. Oleh karena itu, ketika mengadakan pengajian-pengajian 
dengan mendatangkan Ustad Yazid Abdul Qadir Jawwaz, maka Pengurus 
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Pusat al-Irsyad al-Islamiyah marah. Menurut Yusuf, di sinilah sejarah 
keluarnya  SK 104 di tahun 1998 yang disebut Resuffel Kabinet. Dalam hal ini 
al-Irsyad di tingkat pusat pecah, yaitu antara Gesy Amar yang menolak dakwah 
salafiyah dan Muhammad Bawazir  yang menerima dakwah ini. Keduanya 
adalah ketua dan wakil. Kemudian, keluarlah SK tersebut yang memecat 
Muhammad Bawazir cs yaitu sekitar 13 orang, sehingga menurut Yusuf dapat 
melahirkan MLB (Mu’tamar Luar Biasa) dengan mendirikan Perhimpunan al-
Irsyad . Jadi tahun 1998 adalah puncak dari mengelumbungnya kenyataan dari 
dakwah salafiah. Bagi Yususf, mereka yang tidak setuju dakwah ini, 
dimungkinkan karena banyak melihat hal yang diharamkan, dibidahkan dan 
mereka tida menerima. Demikian pula, golongan yang menyebarkan dakwah 
salafi ini dianggap tidak bisa bergaul.230 Kelompok Baisa inilah yang nantinya 
bertindak sebagai pendukung utama Farouk Zein Badjabir, yang mencoba 
menggantikan Geys Amar sebagai Ketua al-Irsyad pada tahun 1999 melalui 
Mu’tamar Luar Biasa (MLB) yang diadakan di Tawangmangu, Tawa 
Tengah.231 Kelompok Farouk Zein Badjabir kemudian mendirikan organisasi 
dengan nama Perhimpunan al-Irsyad. 
Geys Amar, Ketua Umum al-Irsyad al-Islamiyah empat periode 
(1982-2001), melansir tudingan bahwa pendiri Perhimpunan Al-Irsyad 
mengusung misi kampanye paham Wahabi di Nusantara. ''Mereka didukung 
Atase Agama Kedutaan Arab Saudi”. Jaringan al-Irsyad dan berbagai aset 
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pendidikan dan dakwahnya diincar sebagai instrumen untuk sosialisasi 
pandangan keagamaan puritan-ekstrem yang dianut Kerajaan Saudi itu. 
Masuknya pengaruh Wahabi, kata Geys, sudah berlangsung lama lewat 
berbagai sumbangan Saudi melalui Atase Agama di Jakarta. Bantuan diberikan 
kepada sekolah, pesantren, dan masjid milik al-Irsyad. Ada lagi sumbangan 
yang disalurkan lewat lembaga amil zakat di bawah al-Irsyad. 232 
Banyak pula anggota al-Irsyad yang memperoleh beasiswa ke 
Afghanistan. Paham Wahabi juga kental di Afghanistan, terutama zaman 
Taliban. Bantuan lain berupa kemudahan visa, layanan umrah, sampai 
sumbangan kurma. ''Mereka yang disekolahkan secara sadar atau tidak terbawa 
arus pemikiran Wahabi,'' ujarnya. Geys menyebut sampai pengaruh, mulai cara 
salat hingga gaya berpakaian dengan celana komprang menggantung di atas 
mata kaki, janggut lebat, serta perempuannya bercadar, dengan gamis warna 
gelap. ''Pemikiran mereka cenderung merasa benar sendiri,'' katanya.233 
Ketua Umum Perhimpunan al-Irsyad, Yusuf Utsman Baisa, 
menerangkan bahwa benih konflik itu bukan hanya berakar pada reshuffle 
tahun 1998, melainkan sejak pertengahan 1980-an, ketika rezim Orde Baru 
memberlakukan asas tunggal Pancasila. Ada kelompok yang memegang teguh 
khitah al-Irsyad sebagaimana digariskan pendirinya, Syekh Ahmad Surkati. Di 
sisi lain, ada kelompok yang berkompromi dengan asas tunggal. Perbedaan itu 
juga sempat memicu MLB. Pergesekan terus meruncing ketika al-Irsyad 
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mendirikan pesantren di Tengaran, Semarang, pada 1988. Pesantren ini 
digambarkan membangun model Islam garis keras. Benturan memuncak pada 
pertengahan 1990-an dan mencapai klimaks pada reshuffle tahun 1998. ''Kami, 
kelompok yang berpegang pada Islam secara kuat, disebut dengan golongan 
jenggot,'' Yusuf Utsman memaparkan. Yusuf menilai, reshuffle itu terjadi 
akibat sikap curiga Geys yang berlebihan. ''Kami dicurigai ingin berkeras-keras 
dalam beragama. Tapi kami melihat mereka bermudah-mudah dalam 
beragama,'' kata Yusuf. Perpecahan al-Irsyad belakangan ini, di mata Yusuf, 
lebih karena kecurigaan berlebihan. ''Termasuk mencurigai kami sebagai 
Wahabi. Kami tidak terikat dengan Wahabi. Perhimpunan al-Irsyad, kata 
Yusuf, bermaksud mengembangkan program dakwah dan pendidikan untuk 
mengembalikan al-Irsyad ke khitah pendiri. ''Syekh Ahmad Surkati kuat 
berpegang pada Alquran dan hadis sesuai dengan pemahaman al-Salaf al-
Shalih,'' ujar Yusuf. Al-Irsyad berdiri pada 1914 sebagai koreksi atas tradisi 
kaum Sayid, keturunan Nabi, yang tidak egaliter.234 
2. Konflik Kepentingan di Tubuh al-Irsyad  
Di depan telah disinggung bahwa konflik al-Irsyad bermula dari 
perbedaan pemaknaan salafi, artinya ada sebagian anggota al-Irsyad yang 
sedang mengalami krisis identitas. Namun, di balik itu juga ada kepentingan-
kepentingan yang mewarnai konflik, yaitu penguasaan atas aset-aset al-Irsyad. 
Oleh karena itu, wajar apabila ada yang mengatakan bahwa sejak paruh kedua 
tahun 1990-an al-Irsyad al-Islamiyah yang semula mempunyai nama besar dan 
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harum serta kiprah yang tidak kecil dalam melayani ummat Islam di Indonesia, 
mulai mengendur akibat konflik internal. al-Irsyad al-Islamiyah pun tidak 
berkembang sebagaimana ormas Islam lainnya seperti Muhammadiyah, 
Nahdlatul Ulama, serta Persatuan Islam.235 
Berbeda dengan Muhammadiyah dan Persis yang dapat dikatakan 
tidak pernah terjadi konflik yang meradang. Data terakhir sebelum Muktamar 
seabad al-Irsyad, seperti dikatakan Ketua Umum PP al-Irsyad al-Islamiyyah, 
Abdullah Jaidi, amal usahanya yang berupa sekolah dari TK hingga SMA di 
seluruh cabang di seluruh Indonesia tidak lebih dari 458 unit sekolah. Bahkan, 
Perguruan Tinggi pun tidak dimiliki lagi oleh al-Irsyad. Rumah Sakit dan Balai 
Pengobatan milik al-Irsyad pun bisa dihitung dengan jari tangan.236  
Persoalan aset kini jadi sorotan krusial, karena al-Irsyad memiliki 
sejumlah gedung sekolah, masjid, dan pesantren. Memang ada suatu yang 
ganjil dalam hal aset ini, karene di berbagai daerah baik yayasan maupun 
sekolah dari tingkat SD samapi SLTA yang menggunakan nama al-Irsyad tidak 
ada kaitannya dengan al-Irsyad secara keorganisasian. Tingkat wilayah 
maupun cabang di Surabaya, misalnya, tidak mempunyai kewenangan dan 
tidak ada hubungan secara keorganisasian dengan yayasan al-Irsyad di 
Surabaya yang memiliki gedung sekolah dan masjid al-Irsyad yang megah. 
Aset gedung-gedung sekolah yang ada di Surabaya adalah pada dasarnya 
adalah milik individu yang menggunakan nama Yayasan al-Irsyad. Pasca 
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perpecahan, sebagimana dituturkan Hasan Bahanan, di Surabaya bahkan dapat 
disaksikan ada tiga kelompok dalam tubuh al-Irsyad, yaitu kelompok al-Irsyad 
al-Islamiyah, Perhimpunan al-Irsyad, dan kelompok yang tidak bergabung 
dengan keduanya.237  
Konflik yang terjadi di tubuh al-Irsyad dapat dianalisis dengan 
melihat kondisi pasca Muktamar ke-36 di Pekalongan tanggal 20 Oktober 1996 
yang dikatakan sebagai Muktamar yang cukup meriah dan berhasil, yang 
dihadiri oleh 124 dari 132 cabang al-Irsyad seluruh Indonesia. Dalam 
muktamar ini secara aklamasi terpilih Geys Amar, SH. sebagai ketua umum. 
Selanjutnya, dalam kepengurusan yang diketuai Geys Amar ini timbul konflik 
dengan istilah, “tumbuh kekuasaan dalam kekuasaan”. Sekretariat di bawah 
kekuasaan mutlak Sekjen (Masdun Pranoto) dan wakilnya (Awod Mubarak 
Makki). Pegawai sekretariat (bukan pengurus) yang digaji oleh al-Irsyad 
diperintahkan untuk menampik perintah Ketua Umum. Sampai sedemikian 
tidak kondusifnya situasi organisasi al-Irsyad dalam jajaran pengurus yang 
terkotak-kotak dalam berbagai bentuk kepentingan dan perbedaan interpretasi 
mabadi al-Irsyad yang sangat mendasar.238 
Guna mengatasi kemelut, maka ditempuh jalan untuk 
menyelamatkan kittah dan mabadi organisasi dengan cara reshuffle pengurus. 
Selanjutnya, pada tanggal 11 November 1988, Ketua Umum Geys Amar 
menebitkan SK PP Nomor: 104-K-1419. Proses sebelumnya dikatakan, bahwa 
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dalam sengitnya perdebatan, Mohammad Bawazeer (Wakil Ketua Umum PP 
Al-Irsyad) yang juga merangkap sebagai sekretaris Yayasan Dana Bantuan 
Perguruan-Perguruan al-Irsyad Islamiyyah menyetujui reshuffle. Dia 
mengatakan, “karena kita semua ini dipilih dan dianggkat oleh Pak Geys 
Amar, maka sekarang kita serahkan kebijaksanaan kepada Pak Geys Amar 
untuk mengadakan reshuffle”. Akhirnya, terjadilah menonaktifan keempat 
pengurus, yaitu Wakil Ketua Ir. Muhammad Bawazier, Bendahara Muhammad 
Harhara, Sekjen Masdun Pranoto, serta Wakil Sekjen Awod Mubarak Makki. 
239
 
Pada kenyataannya reshuffle ini memunculkan kekecewaan dari 
pihak yang dinonaktifkan. Selanjutnya, pada tanggal 3 Juni 1999, kelompok 
yang kecewa mengadakan pertemuan dengan diberi nama “rapat paripurna” 
yang memunculkan kesepakatan berbalik, yaitu menonaktifkan balik Geys 
Amar dari jabatan Ketua Umum al-Irsyad al-Islamiyah periode 1996-2000. 
Landasan yang dibuat kelompok yang kecewa adalah menerbitkan SK 105 
yang ditandatangani oleh Muhammad Bawazier dan Masdun Pranoto,240 
sebagai kelanjutan dari SK penonaktifan 104. 
Menurut Awod Maretan, (mantan Ketua PC al-Irsyad Pekalongoan) 
gejala firus di al-Irsyad sebenarnya sudah nampak sebelum Muktamar ke-36 
tahun 1996 di Pekalongan. Firus ini, yang mengklaim dirinya Salafi, 
memunculkan faham yang dirasa berbeda dari Mabda (faham) Jam’iyyah. Para 
pengusung faham tersebut tidak hanya memaksakan fahamnya, tetapi juga 
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merendahkan tokoh-tokoh besar al-Irsyad, seperti Syekh Ahmad Syurkati, 
Umar Hubeis, Said Thalib, dan lainnya. Begitu pula dilakukan kepada para 
pemikir dan pembaharu Islam seperti Jamaluddin al-Afghani, Muhammad 
Abduh, dan Muhammad Rasyid Ridho, yang pemikirannya telah menjiwai para 
pendiri al-Irsyad. Gedung sekolah al-Irsyad lalu dijadikan media meyebaran 
fahamnya dan rumah sakit sebagai sumber dana mereka. Pada akhirnya mereka 
mengadakan MLB (Mu’tamar Luar Biasa), yang diartikan Awod Maretan 
sebagai “Makar Luar Biasa”, di Tawangmangu.241  
MLB al-Irsyad yang diselenggarakan di Tawangmangu, Solo, pada 
tanggal 16-17 Oktober 1999 merupakan muara konflik yang melanda Pimpinan 
Pusat (PP) al-Irsyad al-Islamiyah. MLB dilakukan setelah dikeluarkannya SK. 
104 tentang resuffle (penggantian) empat orang pengurus PP yang dianggap 
melakukan tindakan indisipliner. Keempat pengurus tersebut adalah: Wakil 
Ketua Ir. Muhammad Bawazier, Bendahara Muhammad Harhara, Sekjen 
Masdun Pranoto, serta Wakil Sekjen Awod Mubarak Makki. MLB 
Tawangmangu yang dipelopori empat pengurus yang di-reshuffle ini 
merupakan suatu upaya yan dipaksakan dengan mengingkari keputusan 
mu’tamar ke-36 di Pekalongan tahun 1996 yang menetapkan kota Bandung 
sebagai tuan rumah mu’tamar berikutnya.242 
Menurut Masdun Pranoto, dualisme kepengurusan al-Irsyad terjadi 
setelah Muktamar ke-36 di Pekalongan pada 1996 yang menunjuk Geys Amar, 
SH. sebagai ketua umum Pengurus Pusat. Sejumlah pengurus tak puas dengan 
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kepemimpinan Gey Amar dengan mengkritisinya. Kritik ini dibalas oleh Geys 
Amar dengan memecat mereka. Mereka yang dipecat akhirnya mengelar MLB 
(Muktamar Luar Biasa) di Tawangmangu pada 16-17 Oktober 1999, yang 
memilih Farouk Zein Bajabir sebagai ketua umum dan memberhentikan Geys 
Amar. Inilah titik awal terjadinya dualisme kepengurusan al-Irsyad. Kelompok 
Geys Amar menganggap bahwa tindakan reshufle itu disikapi dengan sebuah 
pelanggaran berat terhadap konstitusi organisasi, yaitu menonaktifkan Geys 
Amar dari kursi ketua umum PP al-Irsyad. Tentu saja, bagi kelompok ini sulit 
dibayangkan sebuah keputusan Muktamar (dengan terpilihnya Geys Amar 
sebagai ketua umum) bisa dibatalkan hanya oleh kesepakatan beberapa orang 
pengurus yang tak mendapat mandat apapun dari muktamar.243 
Dalam konflik ini, Yayasan Dana Bantuan Perguruan-Perguruan al-
Irsyad dilibatkan dalam konflik yang dalam hal ini berpihak pada kelompok 
MLB Tawangmangu. Padahal diketahu, Yayasan Dana Bantuan Perguruan-
Perguruan al-Irsyad yang dikenal dengan sebutan “Yayasan Bana Bantuan al-
Irsyad diplroklamirkan oleh para penggagasnya untuk membantu, menunjang, 
dan memelihara sekolah-sekolah (perguruan al-Irsyad) di seluruh Indonesia 
yang diasuh dan disahkan oleh Perhimpunan al-Irsyad. Yayasan ini di dalam 
satu pasal Anggaran Dasarnya menyatakan berjalin kelindan dengan yayasan 
Perhimpunan al-Irsyad al-Islamiyah dan Yayasan Perguruan al-Irsyad. Jadi 
misi yang diemban tersirat memelihara perdamaian dan keutuhan al-Irsyad, 
menciptakan ketentraman, dan kesejahteraan. Selain itu, Yayasan Dana 
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Bantuan al-Irsyad juga berperan sebagai inspirator yang mamp menjalin kerja 
sama dengan lembaga-lembaga dalam dan luar negeri dalam rangka membantu 
dan memajukan bidang pendidikan dan dakwah al-Irsyad.244 
Dalam Anggaran Dasarnya, Yayasan Dana Bantuan dikhususkan 
sebagai pengelola aset yang berupa bangunan (gedung yang diperoleh dari 
bantuan para dermawan) berkat upaya dan perjuangan Dewan Pimpinan Pusat 
al-Irsyad al-Islamiyyah pada tahun 1970-an untuk menunjang dan mensubsidi 
sekolah-sekolah milik Yayasan al-Irsyad al-Islamiyah di seluruh Indonesia. 
Aktivitas Yayasan Dana  Bantuan ini tentu saja tidak mencampuri kegiatan 
praktis organisasi Perhimpunan al-Irsyad al-Islamiyah.245 Secara historis 
Yayasan Dana Bantuan diupayakan pembentukannya oleh Perhimpunan al-
Irsyad Pusat. Kepanjangan yayasan ini adalah Yayasan Dana Bantuan 
Perguruan-Perguruan al-Irsyad al-Islamiyyah (YBPP) Akte No. 240 tanggal 26 
Juni 1981 Notaris M.S. Tadjoebin Jakarta. Namun, secara resmi yayasan ini 
berdiri pada tanggal 24 Juni 1981.246  
Fungsi Yayasan Dana Bantuan adalah mengusahakan penghasilan 
tetap untuk membantu, menunjang, dan memelihara sekolah-sekolah atau 
perguruan-perguruan al-Irsyad di Indonesia. Pengurusnya adalah Faisal Baasir 
(Ketua), Abdulkadir Afiff (Wakil Ketua), Haidar Bahasoen (Sekretaris I), 
Abbas Bashmeleh (Sekretaris II), Abdulah Bawahab (Bendahara I), Ali Afiff 
(Bendahara II), dan anggotanya masing-masing adalah Umar Abdat, Anis 
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Baridwan, Abdullah Hubeis, Bisyr M. Nahdi, dan Farid Abdat. Sementara itu 
itu, hubungan YBPP dengan DPP adalah bahwa Ketua Umum DPP exoficoi 
adalah Penasehat Pengurus Yayasan. Oleh karena itu, penyaluran dana untuk 
sekolah dan perguruan al-Irsyad selalu diatur bersama oleh dua badan ini. 
Selanjutnya, pada tanggal 3-6 Juli 2000 diadakan Mu’tamar al-
Irsyad di Bandung yang dimajukan dari jadwal semula. Diketahui seharusnya 
Mu’tamar dilakukan pada tahun 2001. Dalam Mu’tamar ini terpilihlah Hisyam 
Thalib sebagai ketua umum dan Geys Amar sekjen. Sebaliknya, Masdun 
Pranoto dan teman-temannya (kelolmpok yang direshufle) menyebut bahwa 
sebagian anggota atau cabang yang dimotori Geys Amar menggelar MLB 
(Mu’tamar Luar Biasa) di Bandung pada 3-6 Juli 2000 yang sebenarnya adalah 
Mu’tamar al-Irsyad yang diajukan waktunya. Pada MLB tersebut, menurut 
Masdun, Geys Amar lengser dan bersedia duduk sebagai sekjen, sedangkan Ir. 
Hisyam Thalib sebagai ketua umum.247   
Untuk menandingi Mu’tamar yang diadakan di Bandung tahun 
2000 dan “mencari kesepakatan”, maka diadakanlah Mu’tamar di Cilacap pada 
22-23 Maret 202, yang dimotori oleh  kelompok Farouk  Zein Badjabir cs. 
Dalam Mu’tamar ini terpilihlah Farouk menjadi ketua umum, tetapi dalam 
praktiknya tidak diakui oleh kelompoknya Geys Amar. Oleh karena itu, bagi 
Farouk  Zein Badjabir, bahwa konflik yang terjadi dalam tubuh organisasi al-
Irsyad ditimbulkan oleh oknum-oknum yang tidak suka melihat al-Irsyad al-
Islamiyah maju. Keputusan Mu’tamar Cilacap, yang telah memakan biaya dan 
                                                             





tenaga yang besar itu, teleh dinyatakan oleh seluruh peserta Mu’tamar, ternyata 
secara terang-terangan telah dikhianati oleh kelompok Hisyam Thalib dan 
kawan-kawannya. Saudara Hisyam Thalib menelan kembali ludahnya yang 
dalam pidato di depan peserta Mu’tamar Cilacap menyatakan mengundurkan 
diri dan tidak bersedia dipilih kembali, ternyata dengan diseponsori oleh Geys 
Amar sebagai pemicu konflik di al-Irsyad al-Islamiyah menyatakan eksis 
kembali dengan dasar Mu’tamar Bandung, 3-6 Juli 2000, yang telah dinyatakan 
demissioner dalam Mu’tamar Cilacap.248 
Pada akhirnya, Pemimpin Pusat al-Irsyad al-Islamiyah, menurut 
Farouk, terpaksa mengambil langkah tegas, setelah berkali-kali mengajukan 
peringatan kepada kelompok Hisyah Thalib. Dengan terpaksa mengajukan 
masalah ini lewat jalur hukum, dan akhirnya setelah sidang berkali-kali yang 
cukup melelahkan akhirnya Pengadilan Negeri Jakarta Timur,  pada  tanggal 16 
Juli 2003, memutuskan hal-hal sebagai berikut: 1) Menyatakan sah Mu’tamar 
Cilacap, 22-23 Maret 2002, dan mempunyai kekuatan hukum; 2) Menyatakan 
semua keputusan Mu’tamar Cilacap sah dan mempunyai kekuatan hukum; 3) 
Menyatakan bahwa Pimpinan Pusat al-Irsyad al-Islamiyah di bawah Ketua 
Umum Ir. H. Farouk Zein Badjabir adalah Pimpinan Pusat masa bakti 2002-
2007 berikut pimpinan lainnya dan semua tingkat (Pusat, Wilayah, dan 
Cabang); 4) Menyatakan bahwa Pimpinan Pusat hasil Mu’tamar Cilacap 
sebagai pemilik sah atas semua atribut organisasi seperti kop surat dan logo Al-
Irsyad; 5) Menyatakan Saudara Hisyam Thalib telah melakukan perbuatan 
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melawan hukum; 6) Menyatakan Mu’tamar Bandung tahun 2000 dan semua 
hasil keputusan Mutamar ke-37 Bandung tidak berlaku lagi; 7) Menyatakan 
Pimpinan Pusat hasil Mu’tamar ke-37 Bandung berikut kelompoknya pada 
semua tingkatan mulai dari Pimpinan Pusat, Pimpinan Wilayah, dan Pimpinan 
Cabang, tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum; dan 8) 
Memerintahkan kepada Saudara Hisyam Thalib selaku PP Al-Irsyad hasil 
keputusan Mu’tamar ke-37 Bandung dan kelompoknya pada semua tingkat 
kepengurusan untuk tidak lagi menggunakan kop surat dan logo Al-Irsyad serta 
nama Al-Irsyad, dan tidak lagi melakukan perbuatan yang mengatasnamakan 
Pimpinan Pusat al-Irsyad.249 
Konflik ternyata belum juga mereda, karena Mahkamah Agung RI 
No. 1702K/Pdt/2004 memutuskan untuk menolak banding kasasi yang 
diajukan oleh Farouk Bajabir dan Masdoen Pranoto atas keputusan Pengadilan 
Negeri Jakarta Timur,  pada  tanggal 16 Juli 2003 dalam kasus dualisme. Tentu 
saja, putusan itu disambut lega oleh seluruh jajaran pengurus PP al-Irsyad al-
Islamiyah hasil Mu’tamar ke-37 di Bandung (3-6 Juli 2000) yang diketuai Ir. 
Hisyam Thalib. Pada tanggal 30 Mei 2005, jam 12.00 WIB, Mahkamah Agung 
RI menyerahkan keputusan kasasi resmi kepada tim hukum Pimpinan Pusat al-
Irsyad al-Islamiyah.250  
Menyikapi hal ini, maka kelompok Farouk mengadakan deklarasi 
pada 24 Desember 2005 di Pekalongan, yang isinya, pertama menyatakan mosi 
tidak percaya kepada Pimpinan Pusat yang dimenangkan oleh Putusan 
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mahkamah Agung RI No. 1702K/Pdt/2004. Kedua, membentuk Presidium 
Pimpinan Pusat sebagai mandataris untuk menyelesaikan, menjalankan, 
mengambil kebijakan sikap dan tindakan atas nama pimpinan pusat. Yusuf 
Utsman Baisa adalah salah satu yang terpilih menjadi Presidium Kepengurusan 
Pimpinan Pusat. Tugas Dewan Presidium ini antara lain: menjalankan tugas 
Pimpinan Pusat sehari-hari baik internal maupun eksternal dan mengembalikan 
nama perhimpunan ke khittah tahun 1914 yaitu “al-Irsyad”.251 
Memang bagi kelompok Farouk, yang tertuang dalam surat 
bernomor 10000-034/PP/E/02/26, tertanggal 31 Maret 2005, Farouk Zein 
Bajabir dan Masdun Pranoto tegas-tegas menyatakan bahwa “Keputusan 
Mahkamah Agung RI apapun bentuknya tidak akan mempengaruhi keputusan 
Mu’tamar Cilacap 2002. Hal ini dilandaskan, bahwa sebagai lembaga 
kedaulatan tertinggi organisasi, keputusan forum Mu’tamar tidak bisa dianulir 
oleh lembaga mana pun termasuk Mahkamah Agung. Sementara itu, bagi 
Hamid Abud (Ketua PC al-Irsyad Cirebon) dan banyak aktifis al-Irsyad 
lainnya, berdasarkan konsep kebenaran yang mereka fahami, kelompok Farouk 
hanya menyatakan sesuatu itu benar apabila berkesesuaian dengan 
kepentingannya. Akan tetapi, ketika sesuatu itu tidak berpihak pada 
kepentingannya, maka menjadi salah.252  
Melihat fenomena ini, tampaknya konflik yang ada lebih diwarnai 
perebutan pengurus yang sah lewat sengketa pengadilan. Ini berakhir setelah 
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Mahkamah Agung mengeluarkan putusan pada April 2005. Kubu yang kalah di 
pengadilan itulah kemudian membentuk organisasi dengan nama Perhimpunan 
al-Irsyad. Selanjutnya, perseteruan di kalangan kaum pembaharu Islam yang 
mayoritas keturunan Arab itu mengarah ke sengketa kepemilikan aset dan logo 
organisasi. Pengurus Pusat al-Irsyad al-Islamiyah mengeluarkan surat kepada 
pengurus wilayah, cabang, dan Yayasan al-Irsyad agar tidak menyerahkan aset 
al-Irsyad ke pihak lain (kelompok Perhimpunan al-Irsyad). Surat tertanggal 30 
Maret 2009 yang ditandatangani Abdullah Djaidi (ketua umum) dan 
Muhammad Noer (sekjen) itu menjelaskan, pihaknya tengah mengurus 
sengketa nama dan logo yang hampir sama.253 
Akibat konflik tersebut, pada tahun 2007 dapat disaksikan ada dua 
organisasi al-Irsyad,254 yaitu al-Irsyad al-Islamiyah itu sendiri dan 
Perhimpunan al-Irsyad yang keduanya tampak banyak perbedaan dalam 
mengidentifikasikan diri. Keberadaan Perhimpunan al-Irsyad mendasarkan diri 
pada, bahwa Perhimpunan ini telah didaftarkan di Departemen Dalam Negeri 
dengan mendapat SKT Nomor: 99/D.III.2/XI/2007 tanggal 14 Nopember 2007, 
dan pada Mu’tamar ke-1 yang diselenggarakan di Pondok Gede Jakarta tanggal 
30 Maret 2009 telah tersusun Anggaran Dasar dan Angaran Rumah Tangga.255  
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Organisasi yang kemudian berdiri dengan nama Perhimpunan al-
Irsyad, menurut lawannya disebut dengan kelompok “konservatif-salafi”. 
Mereka ini bahkan berusaha mengambil alih kepengurusan Pimpinan Pusat al-
Irsyad di luar prosedur yang benar, lalu menciptakan dualisme kepemimpinan 
di al Irsyad. Sampai akhirnya upaya mereka mendapat perlawanan balik dari 
warga al-Irsyad yang tetap komit dengan semangat awal pendirian al Irsyad. 
Sementara itu, keputusan Mahkamah Agung seakan menjadi klimaks bagi 
konflik ini. Agar para kader al-Irsyad tidak berhaluan konservatif, maka 
Mansyur al-Katiri menyarankan agar mengirimkan calon-calon ustadz ke 
beberapa universitas di Mesir (terutama al-Azhar), Libya dan Sudan, atau ke 
negara Islam lainnya yang lebih terbuka pemikiran Islamnya. Sebaliknya, al- 
Irsyad harus berani menghentikan sementara pengiriman calon ustadznya ke 
Arab Saudi karena tidak banyak membantu semangat pembaharuan Islam.256  
Sebagaimana dikatakan, dulu al-Irsyad penuh ide kreatif dan 
inovatif yang dilontarkan oleh para pemimpinnya yang kharismatik. Tapi al-
Irsyad akhirnya tenggelam dalam rutinitas organisasi dan mengelola lembaga 
pendidikan. Kini tampak al-Irsyad kiprahnya mundur dari dunia reformasi 
pemikiran Islam negeri ini. Faktanya 'penjara' rutinitas ini, yang ditandai 
dengan sepinya ide-ide kreatif reformatif itu sudah nyaris menenggelamkan 
perahu al-Irsyad. Akibat kelalaian di masa lalu, perhimpunan al-Irsyad nyaris 
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menjadi korban yang dikuasai oleh paham baru bersemangat salafi konservatif, 
yang bertolak belakang dengan al-Irsyad. 
Para penganut paham ini, yang ironisnya sebagian justru dibawa 
oleh ustadz-ustadz muda yang belajar di Arab Saudi atas rekomendasi al-Irsyad 
di masa lalu, telah mengambil alih kekosongan ide kreatif-reformatif organisasi 
ini. Mereka sedikit banyak berhasil mengisi wacana ke-Islaman di banyak 
cabang al-Irsyad. Mereka bergerak bebas karena tak ada alternatif bagi umat di 
al-Irsyad. Kelompok konservatif-salafi ini bahkan berusaha mengambil alih 
kepengurusan Pimpinan Pusat al-Irsyad di luar prosedur yang benar, lalu 
menciptakan dualisme kepemimpinan di al Irsyad. Sampai akhirnya upaya 
mereka mendapat perlawanan balik dari warga al-Irsyad yang tetap komit 
dengan semangat awal pendirian al-Irsyad. Keputusan Mahkamah Agung 


























1. Konstruksi identitas komunitas Hadrami disusun oleh beberapa elemen, antara 
lain; 
a. Perkembangan dunia Islam. 
Terdapat tiga hal dalam elemen perkembangan dunia Islam 
internasional yang ikut menyusun pembentukan identitas Hadrami. Ketiga 
hal tersebut adalah; gerakan Pan Islami, gerakan reformasi Islam Mesir oleh 
Muhammad ’Abduh, dan pendidikan Islam di Tarim, Hadramaut. 
Pan-Islami memberikan tekanan pada identitas kearaban. Gerakan 
Abduh mendorong peniadaan sistem stratifikasi sosial. Sedangkan 
pendidikan Islam di Tarim, Hadramaut, secara tidak langsung mendorong 
menguatnya peran ulama sayyid/habaib yang secara tidak langsung 
memperkuat sistem stratifikasi sosial yang lama. 
b. Negara: kolonial dan modern 
Studi menyimpulkan bahwa pada dasarnya pemerintah kolonial 
telah ikut meruntuhkan sistem stratifikasi sosial di internal komunitas 
Hadrami dengan mengabaikan soal stratifikasi ini dalam pengangkatan 
jabatan capitein. Di samping itu pemerintah kolonial juga secara tak 
langsung andil dalam menguatkan perasaan kearaban dengan politik 
segregasinya.  
Negara Indonesia modern bersikap egaliter dengan perlakuan 





memiliki kesempatan sama. Dan dalam konteks negara, tidak ada  
endorsement  untuk stratifikasi sosial model lama. Di sisi lain, posisi negara 
modern yang mengakui hak-hak privat telah menciptakan suatu kantung 
komunal -khususnya ‘Alawiyyin- yang sebenarnya masih memelihara 
stratifikasi tanpa bentuk. Uniknya negara tidak bisa dan tidak sah untuk 
melakukan intervensi atas hal ini.. 
c. Komunitas Hadrami 
Komunitas Hadrami telah berkembang demikian rupa. Organisasi 
dan pendidikan di masa pra-kemerdekaan telah memberi landasan mereka 
dalam mengarungi polemik identitas pada masa itu. Beberapa organisasi 
modern –seperti Jamiat Khaer, al-Irsyad, Persatuan Arab Indonesia-- yang  
menyediakan pendidikan modern telah menginisiasi kemajuan Hadrami kala 
itu.  
Uniknya Hadrami modern masih menyisakan beberapa warisan 
perdebatan lama. Khususnya soal stratifikasi sosial. Dialog menjadi rumit 
karena sudah menyangkut keyakinan dari tiap kelompok. Namun demikian 
tampak kecenderungan dari semua kelompok untuk selalu menghindari 
perdebatan terbuka mengenai soal ini. Hadrami telah melalui proses panjang 
untuk sampai pada posisi demikian. Pada awalnya pemerintah kolonial 
meruntuhkan stratifikasi sosial mereka namun memperkuat rasa kearaban 
yang menghambat asimilasi dengan penduduk pribumi. Kemudian mereka 
sempat untuk saling mendekat dengan sesama Hadrami sebagai komunitas 





d. Masyarakat lokal (bumiputera dan Tionghoa) 
Seperti juga sudah disebutkan dalam kesimpulan sebelumnya, 
kaum pergerakan nasional dan etnis lain (Tionghoa) saling berbagi 
pengetahuan, ketrampilan dan juga ideologi dalam sama-sama membangun 
identitas komunal masing-masing serta identitas kebangsaan secara luas. 
Masing-masing saling memberi dan menerima, gagasan dan ideologi di 
tepian batas bangsa masing-masing. 
Sentuhan-sentuhan paling intens dialami Hadrami dengan aktifis 
SDI dan SI dari kalangan pergerakan nasional. Sedangkan dari kalangan 
etnis Tionghoa dengan aktifis THHK. Interaksi awal Hadrami dalam 
organisasi adalah mempertimbangkan identitas sebagai sesama muslim yang 
menjelaskan bahwa interaksi pertama kaum Hadrami dengan organisasi 
pergerakan adalah dengan organisasi yang memiliki identitas Islam seperti 
SDI dan SI. 
Dengan etnis Tionghoa, saling belajar terjadi setidaknya dalam 4 
hal. Pertama, soal pembentukan dan pengelolaan organisasi. Kedua, soal 
pendidikan modern. Ketiga,  soal konsep cinta tanah air. Dan keempat, 
soal Indonesia sebagai objek cinta tanah air. 
2. Penelitian menemukan, proses integrasi kebangsaan kaum Hadrami didorong 
oleh beberapa faktor. Antara lain; 
a. Konflik Wullayti-Muwallad 
Diskriminasi karena tak dianggap pure blooded yang diterima 





eksistensi komunitas Hadrami di nusantara. Aspek ini, setidak-tidaknya, 
tampak pada dua hal; Pertama, mempercepat proses perumusan jatidiri 
kebangsaan (nasionalisme) sebagai bagian unik dari bangsa Indonesia. 
Kedua, mempercepat proses asimilasi dan akulturasi dengan masyarakat 
lokal dan Tionghoa.  
b. Adanya agent of change 
Munculnya A.R. Baswedan sebagai dekalarator SPIKA dapat 
dipandang sebagai titik awal lahirnya kesadaran baru dalam penentuan 
orientasi kebernegaraan (statehood) kaum Hadrami. Keterlibatan baswedan 
dalam aktifitas politik nasional –salah satunya adalah ketika Baswedan 
terlibat dalam proses diplomasi politik ke Mesir untuk mendapatkan 
pengakuan sebagai Negara merdeka- menginspirasi kalangan Hadrami lain 
bahwa komunitas mereka telah diterima baik oleh kaum nasioalis 
Indonesia. 
c. Tekanan politik nasional 
Dekalarasi SPIKA tidak membuat komunitas Hadrami berbalik 
arah seketika. Resistensi terhadap langkah progresif Baswedan datang dari 
berbagai kalangan dan al-Irsyad yang kala itu masih didominasi secara 
kualitatif oleh wullayti merupakan resistan yang paling provokatif. Arah 
orientasi kebangsaan Hadrami mulai berubah seiring semakin menguatnya 
isu nasionalisme bangsa Indonesia. Puncaknya adalah proklamasi yang tak 





jatidiri baru sebagai bagian dari multi-etnisitas dan pluralisme bangsa 
Indonesia.  
3. Penelitian menemukan, pemicu utama terjadinya dualisme organisasi dalam 
tubuh al-irsyad adalah ketidaksolidan garis koordinasi organisasi dari pusat ke 
daerah. Hal ini membuat banyak cabang dan lembaga pendidikan al-Irsyad 
yang terinfiltrasi oleh ideology salafi-wahabi. Reaksi DPP al-Irsyad pada 
akhirnya tak berhasil merubah keadaan karena cabang dan lembaga pendidikan 
yang dimaksud sudah terlanjur dikuasai secara ideologi dan struktural. 
B. Implikasi 
Kendati secara spesifik berbicara tentang komunitas Hadrami di 
Indonesia, tapi target pembaca penelitian ini justru diharapkan mampu menyentuh 
khalayak yang lebih umum. Di tengah semakin menguatnya isu politik identitas 
dan tampilnya beberapa warga Negara keturunan Arab sebagai mobilisator aksi 
unjuk rasa berjilid-jilid yang cenderung mengarah pada upaya politisasi agama, 
masyarakat umum perlu dibekali pemahaman yang utuh dan tidak distortif tentang 
sejarah pergulatan identitas kebangsaan kaum Hadrami di Indonesia. Budaya 
taqbil dan tafdhil/tafadhul yang tak diimbangi dengan pemahaman sejarah yang 
baik akan rentan terhadap eksploitasi politik praktis. 
Al-Irsyad wajib memainkan peran strategisnya sebagai organisasi 
yang dimotori kaum Hadrami dalam meminimalisir infiltrasi ideologi Islam 
transnasional dari Timur Tengah ke Indonesia. Komitmen terhadap NKRI harus 
dipertegas, salah satunya, melalui kontra narasi dakwah khilafah yang telah 





pendiri, al-Irsyad juga harus mulai berpikir untuk melampaui cita-cita ideal 
pendirinya. Kalau pada masa awal berdirinya al-Irsyad adalah organisasi yang 
ekslusif Hadrami, maka saat ini, al-Irsyad harus mempertegas jatidirinya sebagai 
organisasi yang seutuhnya NKRI. Dan merepresentasikan wajah Islam Indonesia 
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